Jakarta, 06 Oktober 2014 
Kepada Yang Terhormat, 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Gedung Parlemen Ri 

Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan 

Jakarta-10270 

Perihal: PETISI RAKYAT MENGGUGAT 

Yang bertanda-tangan dibawah ini: 

Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H., 

Jabatan : Ketua Umum FRONT PELOPOR untuk Kebenaran dan Keadtlan 
Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO 

NIK : 09.5306.670952.0024 

Aiamat : Jl. Jatipadang Raya No.54 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

Beserta Progres 98 dan berbagai elemen anak bangsa yang bergerak dalam satu barisan 
peijuangan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan ini menyampaikan hai-hal 
sebagai berikut: 

Bahwa dengan dilakukannya 4 (Empat) kali Amandemen terhadap UUD 1945, telah 
merubah secara substansial tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dibidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. UUD 1945 yang telah 
diamandemen melahirkan derivat undang-undang serta berbagai peraturan pemerintahan 
yang dijiwai bukan oteh semangat gotong-royong, tetapi dijiwai oleh semangat yang 
berorientasi free market liberalism. 

Semangat free market liberalism yang lahir dari rahim ‘demokrasi libera!’ sejatinya 
merupakan suatu faham yang sangat bertentangan secara diametral dengan ideologi 
PANCAS1LA. Free market liberalism telah banyak melahirkan elite-elite kekuasaan yang 
tidak lagi memiliki jiwa ‘nasionalisme’ dan ‘patriotisme’, tetapi lebih memilih untuk 
'menghamba kepada kepentingan asing’ dengan bersedia menjadi proxy mereka. 

Bahwa Pemilihan Umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Prov, DPR 
Kab/Kota, maupun untuk memilih Presiden dan Wakii Presiden yang dilaksanakan 
berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, berlangsung dalam suatu kompetisi yang 
tetap dijiwai oleh semangat free fight liberalism. 

Oleh karenanya, hasii Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi sarana legitimasi politik 
bagi keabsahan pemerintahan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilandasi oleh 
prinsip-prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, sering kali harus 
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d;36:3saskan melalui mekanisme keputusan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga 
paradilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 Ayat (3), Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), 
( 5 ).. ( 6 ) dan Pasal 25 UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi, akibat adanya dugaan 
kec«irangan yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum maupun yang dilakukan oleh 
plhak penyetenggara pemilihan umum. 

Pemaknaan Pemilihan Umum yang jujur, adii, langsung, umum, bebas dan rahasia 
adaiah 'jaminan terhadap hak setiap warga negara dalam menentukan pilihannya, tidak 
boleh ada pihak manapun yang menghaiangi ataupun mereduksi’, oleh karena itu setiap 
pelanggaran atas hak tersebut haruslah ditindak sesuai hukum yang berlaku. 

Bahwa dan basil seminar yang dilaksanakan di Universitas Bung Kamo, pada tanggal 3 
September 2014 tentang ‘kajian proses dan legitimasi basil pemilihan umum Presiden 
dan WakiJ Presiden thn 2014’, diperoleh kesimpuian, bahwa didalam proses 
pelaksanaan maupun proses penyeiesaian sengketa basil Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden thn 2014, tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan cara-cara yang 
jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, diantaranya: 

1. Terkait data Oaftar Pemiiih Tetap (OPT). 

Adanya lonjakan data Daftar Pemiiih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden tahun 2014 yang meionjak hingga 6 (Enam) Juta dibandingkan 
dengan Daftar Pemiiih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan 
DPR Prov, Kab/Kota tahun 2014. 

Jumlah pemiiih dalam DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang 
dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum adaiah 188.461.971 orang, atau lebih banyak 
6,7% pemiiih jika dibandingkan dengan data dari Biro Pusat Statistik, yaitu sebesar 
176.662.097 orang. 

Seiama ini data dari Biro Pusat Statistik selaiu dijadikan acuan seluruh kegiatan 
terkait dengan pendataan penduduk di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum temyata 
tidak menjadikan data tersebut sebagai acuan, Komisi Pemilihan Umum telah 
memiliki data acuan dari sumber lain, yang terindikasi berasal dari suatu lembaga 
milik Asing. 

2. Dalam proses penyelesaian gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden thn 2014 yang diajukan oleh salah satu pasangan caion Presiden dan 
calon Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi 
melalui Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES/XIU2014 menolak seluruh gugatan yang 
diajukan, sesungguhnya masih menimbulkan persoaian dan tanda tanya.. 
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2.1 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHPU.PRES/XI1/2014 Tentang 
Perkara Perselisihan Hasii Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 
2014, terjadi ke-tidak sinkron>an (missing link) antara konsideran, pertimbangan 
dan konklusi. 

2.2.Bahwa putusan a quo sesungguhnya telah melanggar Undang-Undang No.48 
tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. serta melanggar etika persidangan, 
dimana keabsahan sebuah Putusan (vonis) harus dibacakan oleh Majeiis Hakim 
secara terbuka dihadapan para pihak. Fakta dalam persidangan, putusan setebai 
4,390 halaman, pada hari Kamis 21 Agustus 2014, sejak pukul 14.30 hingga pukui 
20.44 hanya dibacakan sebanyak 225 halaman dari 300 halaman yang sedianya 
akan dibacakan. 

2.3 Bahwa fakta persidangan telah memberikan satu bukti dimana Ketua Mahkamah 
Konstitusi yang sekaligus sebagai Ketua Majeiis Persidangan pada hari itu, Kamis 21 
Agustus 2014 dengan tegas menyatakan bahwa dari putusan setebai 4.390 halaman, 
hanya bisa diunduh di website Mahkamah Konstitusi sebanyak 261 halaman, dengan 
demlkian terbukti bahwa prosedur pembacaan putusan telah dllanggar oleh Majeiis 
Hakim Mahkamah Konstitusi. 

2.4 Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menganggap adanya dampak pofitis kecurangan 
yang terjadi secara sistemik, terstruktur dan massif penghiiangan hak konstitusionaf 
dari masyarakat Papua pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 
2014 di Papua sebagai akibat dari masih banyaknya masyarakat di Papua yang 
kehilangan hak pilihnya disebabkan didaerahnya tidak dilaksanakan Pemilihan 
Umum. Digunakannya sistem noken dan ikad dalam proses pemungutan dan 
penghitungan suara yang diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk 
inkonsisteiisi dan kerancuan berfikir para Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena 
sekalipun sistem ini sudah menjadi tradisi masyarakat Papua, sejatinya sistem ini 
tidak mewakiii prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang Jujur, Adil, Langsung, Bebas 
dan Rahasia, one men one vote, serta tidak dikenai dalam sistem ketata negaraan 
Repubiik Indonesia. Dengan diakomodasikannya sistem Noken dan Ikad maka 
Mahkamah Konstitusi seGara sengaja justru membuka ruang politik terjadinya proses 
dis-integrasi Bangsa. 

3 Adanya Kontradiksi Putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan 
Penyeienggara Pemilu (DKPP). 

Dewan Kehormatan Penyeienggara Pemilu (DKPP) memutuskan adanya pelanggaran 
oleh KomisionerKomisi Pemilihan Umum terkait perintah pembukaan kotak suara oleh 
Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pelanggaran tersebut, Ketua DKPP beserta 
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empat anggota DKPP lainnya memberhentikan 5 orang anggota KPU Kabupaten 
Dogiyai, Papua, 2 orang anggota KPU Serang, Banten dan 2 orang anggota KPU 
Banyuwangi, Jawa-timur, serta memberi teguran kepada 30 orang anggota KPU, 
Bawasiu/panwasiu, termasuk dalam tial ini teguran kepada Ketua Komisi Pemitihan 
Umum dan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilitian Umum, keduanya terbukti 
melanggar kode etik. 

Terhadap keadaan ini tentu menjadi pertanyaan apabila terjadi pelanggaran etika oleh 
para komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam sebuah proses Pemilu sebagai 
cerminan penghargaan hak konstitusiona! warga Negara, maka sesungguhnya para 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum jelas sangat tidak etis untuk melaksanakan 
Pemilihan Umum itu sendiri. Karena etika sebagai unsur dari suatu proses berfikir dan 
bertindak tentang baik dan burnk, tentang patut dan ketidak-patutan berperilaku 
haru'slah diiaksanakan secara professional dan proper. 

Sementara Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan temuan DKPP tersebut sebagai 
dasar pertimbangan pengambilan keputusan, keadaan ini jelas telah menimbulkan 
musibah hukum dan ketidak pastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, apa gunanya sidang DKPP diadakan apabila 
hasilnya tidak menjadi acuan atau dasar pertimbangan dalam penegakan hukum terkaTt 
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. 

4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Pemenang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
No. 535/Kpts/KPUrTAHUN 2014, tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapart 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroiehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden Tahun 2014, tidak dilakukan dengan cara-cara yang proper, jujur 
dan transparan karena Calon Presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum masih memiliki sejumlah persoaian hukum yang tiarus teriebih dahulu 
diselesaikan secara tuntas, yaltu: 

a. Persoaian hukum terkait penyaluran dana bantuan pendidikan masyarakat Solo 
(PMKS) tahun 2010, dimana berdasarkan hasil verifikasi tim audit Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Itjen Kemendagri telah ditemukan adanya 
tindak pldana korupsi pada PMKS sebesar Rp.11.5 Millyard s/d Rp.12 Milyard 
dari penggunaan dana APBD sejumlah Rp.23 Milyard. 

b. Persoaian hukum menyangkut Kasus penyediaan bus Transjakarta senilai 
Rp.1.5 Triliun yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. 

c. Persoaian hukum menyangkut alih fungsi taman BMW di Jakarta-Utara yang 
telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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& Kepemilikan rekening diluar negeri yang tidak dilaporkan dan tidak dilampirkan 
dalam daftar kekayaan Calon Presiden ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

a Kasus Pidana, dimana dalam J ’ Pembagian Zakat w Idul Fitri 1-2 Syawal 1435 H 
(28-Z9 Juli 2014), di rumah Calon Wakil Presiden (JK) di Makassar lelab 
menimbulkan korban jiwa. Peristiwa yang sama pemah teijadi di Pasuruhan 
Jawa - Timur dan Dermawan yang meiakukan Zakat diganjar hukuman 4 Tahun 
Penjara. 

Bsrdasarkan atas hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mengaiukan PETISI 
^AKYAT MENGGUGAT sebagai berikut: 

Meminta kepada Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, agar; 

1. Memanggil Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia untuk mempertanggung-jawabkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

2. Memanggil Ketua dan Anggota hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan 
perihal putusan nomor: 1/PHPU.PRES/XII/2014 tentang Perkara Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 

3. Memanggil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi terkait 
pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Presiden dan 
Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

4. Memanggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan kiarifikasi 
atas kasus meninggalnya penerima zakat di rumah Wakil Presiden yang ditetapkan 
oleh Komisi Pemilihan Umum. 

5. Memanggil Kepala BIN dan BAfS terkait situasi keamanan dan kepentingan 
Masional 

6. Menunda pengambilan sumpah dan janji Pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, 
sebelum pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap 
Presiden dan Wakil Presiden dimaksud dituntaskan secara hukum. 



7. Meninjau kembali Undang-Undang No.8 tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

8. Meninjau kembali Undang-Undang No.15 Tahun 2012 Tentang Penyelenqaara 

Pemilu. ** 

9. Menyatakan bahwa terjadinya Musibah Hukum Ketatanegaraan di Indonesia, 
.barpangkal (be/huJu) pada kejadian yang Juarbiasa yang disabut Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang 
mengganti (bukan hanya merubah) Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 yang 
berasaskan Demokrasi Pancasila menjadi Undang-Undang Dasar 1945 basil 
Amandemen berasaskan Uberafisme Kapitaiisme. 


10. Menyatakan kembali ke Jati Diri Bangsa, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan 
Konstitusi Proklamasi UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945 sebagai landasan 
Konstituslonal. 


Demikian PETtSI RAKYAT MENGGUGAT ini kami ajukan, demi tegaknya kebenaran dan 
keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. 


PENANDA-TANGAN 
PET1SI RAKYAT MENGGUGAT 


NAMA 

ORGANJSAS1 

TANDA TANGAN 

HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRi, SH 

Ketua Umum 

FRONT PELOPOR 

Ketua Dewan Pendiri 
Yayasan Pendidikan 
Soekamo 
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FRONT PELOPOR 

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN 

JALAN JATfPADANB RAYA ND: 54 A. JAKARTA SEUTAN 


LAMPIRAN: 

PETISIRAKYAT MENGGUGAT 

• TERBONGKARNYA REKEN1NG PASANGAN JOKO WIDODO - JUSUF KALLA 
Dl LUAR NEGERI DAN GUGURNYA PELUANG KEDUANYA SEBAGAI 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Rl 

• DUGAAN KOLUSI DAN KORUPSIKASUS TAMAN BMW DKI JAKARTA 

• SURAT OMBUDSMAN Rl TENTANG KLARIFIKASI LAPORAN DUGAAN 
KORUPSI YANG BERLARUT-LARUT 

• LAPORAN DUGAAN KORUPSI KE KPK TENTANG DANA BANTUAN 
PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (SOLO) TAHUN 2010 (KASUS 
BPMKS) 

• LAPORAN DUGAAN KORUPSI APBD UNTUK KOMITE OLAH RAGA NASIONAL 
INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2009 

• SURAT FRONT PELOPOR UNTUK PRESIDEN SBY, KEPALA KEJAKSAAN 
AGUNG DAN KAPOLRI 


KETUA UMUM FRONT PELOPOR 



HJ. RACHMAWATISOEKARNOPUTRI, S.H., 


LAMPIRAN 

I 


TERBONGKARNYA REKENING PASANGAN JOKO WIDODO - JUSUF KALLA 
Dl LUAR NEGERI DAN GUGURNYA PELUANG KEDUANYA SEBAGAI 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Rl 



KONFIDENSIAL / SEGERA 
1 OKTOBER 2014 


ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA 


TERBONGKARNYA REKENING PASANGAN JOKO WIDODO- 
JUSUF KALLA Dl LUAR NEGERI DAN GUGURNYA PELUANG 
KEDUANYA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Rl: 


KONSEKUENSI LOGIS KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN 
ASPEK HUKUM, LEGITIMASI / MORAL / ETIKA, DAN 
KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA 



Money Laundering Case of JKW and JK: The Indonesian National Security Threat 


Money laundering is not only a criminal but a national security issue with its 
multidimensional nature that in overall can be categorized as non-military and 
unconventional threats. In practice, money laundering is often used in conjunction with other 
type of national security threats: corruption; bribery; drug and narcotic trafficking; human- = 
trafficking; terrorism; and wider kinds of national security threats whose purpose is to take over 
the resources of target country by foreign / non-state / other state actors through the bribery 
of target country s national leaders. Given its impacts and scope of engagement, money 
laundering is also a serious threat to international security, stability and development on which 
the global community including the United States and Indonesia has the commitment to fight. 

According to an UN Convention commonly referred as the 1988 Vienna Convention (Article 3 
Section lb), money laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such 
property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph 
(a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose 
of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is 
involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his 
actions. This is the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, 
movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is 
derived from an offence or offences established in accordance with subparagroph (a) of this 
paragraph or from an act of participation in such an offence or offences. 

According to 2011 Financial Action Task Force (FATF) Report, there are a number of inherent 
characteristics in money laundering that are practiced by Politically Exposed Person (PEP) from 
around the world that includes but not limited to President, Prime Minister, Governor, Mayor, 
Congressman, and the family members of state leader. 

Related to this very serious national security issue, the Indonesian government (KPK) is 
currently investigating the financial intelligence report pertaining the finding of JKW & JK's 
overseas accounts that never been reported to the government (The letter of KPK dated on 27 
August 2014). Not only is this a serious violation to the UU 42 2008 (The Presidential and Vice 
Presidential election Act), their overseas accounts have inherent characteristics with the 
common practice of money laundering (placement, layering, and integration by using 
gatekeepers. Trust and Company Service Provider, remote opening, surrogates, shell 
companies and various overseas account split up in various jurisdictions that are highly 
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associated with global money laundering activities) as defined by worldwide survey of 
Financial Action Task Force of which Republic of Indonesia is a member country. 

As JKW and JK are the elect President and Vice President, we have to be very cautious, value 
free and non-partisan to view and judge this issue because their "alleged" involvement in such 
activities are not only intolerable but also a serious threat to international and Indonesian 
national security. Verse 6 and 7 of the Indonesian constitution prohibits someone who are ; 
involved in any criminal offences including treason, corruption, bribery, and other offences 
and activities that jeopardize the honor and national security interests of the country from 
becoming the President and Vice President of the Republic of Indonesia. 

That said this is not merely a politically-driven movement, and it is also not exaggerating if all 
national elements including the KMPto request the Indonesian government to prioritize its 
national, governmental efforts in order to investigate and to validate the alleged involvement 
of JKW and JK in money laundering activities before the two are cleared and deserved to be 
inaugurated. As the FATF report suggests, money laundering is the iceberg manifestation of all 
other criminalities and offences that are committed by the subject. Specifically for JKW, a 
number of corruption cases including the most prominent one (The Trans Jakarta case) that has 
the high likelihood of his involvement is likely connected to this money laundering activity. 

Within this logic, we cannot afford to make such important decision merely based on the 
administrative logic (must inaugurate the winner of the election), but to assure and prioritize 
that for the sake of Indonesian national security inauguration of "cleared national leaders" is 
the integral part of securing Indonesian national security interests and not ironically become 
the turning point of jeopardizing Indonesian national interests. The administration matters 
and rule of law should follow the strategic logic of national security interests and not the 
other wav around. 

How can JKW and JK be faithful in big things if they are not faithful and having the integrity 
(honesty) in small things? It is not exaggerating if the global community (including the United 
States) also has very serious and strong commitment to fight global money laundering 
activities as laid out by the United States National Money Laundering Strategy (2007), the 
United States Money Laundering Threat Assessment (2005), and the FATF Global Money 
Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment in 2010 (A view of how and why 
criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate 
these threats). 
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Terbongkarnya Rekening Pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla di Luar Negeri dan Gugurnya 
Peluang Keduanya Sebagai Presfden dan Wakii Presiden Ri: 

Konsekuensi Logis Keamanan Nasional Berdasarkan Aspek Hukum, Legitimasi/Moral/Etika, 

dan Kepentingan Nasional. 

"Cheater, Liar, Law Breaker : Illegitimate Individual and Traitor to the Country Cannot and Never Deserve to Lead. 
Praise to GOD the Almighty Who Reveals All This Truth to Our Nation." 


1. Ringkasan 

Sebagaimana berdasarkan UUD 1945 salah satu persyaratan utama dari seorang calon Presiden 
adalah tidak pernah menghianati negara termasuk dalam bentuk korupsi, penyuapan, dan 
bentuk bentuk pelanggaran hukum lainnya, maka ditemukannya puluhan rekening berjumlah 
jutaan U.S. Dollar atas nama Joko Widodo (dan istri) dan Jusuf Kalla (dan istri) di luar negeri 
sejak 18 Juli hingga 17 Agustus 2014 yang tidak dilaporkan kepada negara (dalam bentuk 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara / LHKPN) harus dapat membatalkan 
pelantikan keduanva sebagai Preslden/Wakil Presiden RI. Pembatalan pelantikan ini 
didasarkan pada tiga aspek: batal demi hukum; legitimasi/moral/etika; dan kepentingan 
nasional Indonesia. 

Dengan kata lain, terbongkarnya 52 rekening multinasional milik Joko Widodo (dan istri) 
dengan jumlah total 13.181.414 USD dan 74 rekening multinasional miiik Jusuf Kalla (dan istri) 
dengan jumlah total 22.176.024 USD yang tidak dilaporkan ke negara ini merupakan ancaman 
yang sangat serius bagi Keamanan Nasional (National Security threats}. Korupsi, pencucian 
uang, penggelapan pajak, dan penghianatan terhadap bangsa dan negara merupakan satu 
paket vicious cycle dari siklus kemiskinan, demoralisasi bangsa, kehancuran sosio-ekonomi, 
dan destabilisasi politik suatu negara termasuk negara demokrasi. 

Tepatnya, berdasarkan Pasal 6 UUD 1945 "salah satu persyaratan utama calon Presiden/Wakil 
Presiden adalah tidak pernah mengkhianatl negara", dan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 jika 
keduanya sudah terpilih dan dilantik maka "seorang Presiden/Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dari masa jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan dari DPR jika terbukti telah 
melanggar hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden/Wakil Presiden". 

Berdasarkan konstitusi negara iniiah (UUD 1945) maka temuan atas 36 rekening aktif Joko 
Widodo di luar negeri yang tidak pernah dilaporkan kepada negara dengan jumlah total 
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■ 4 ' 725 USD dan tersebar d ' 13 negara ini merupakan suatu peianggaran yang sangat serius 
(clear and present danger) diiihat dari aspek hukum, iegitimasi/morai/etika, dan kepentingan 
nasional Indonesia. Bukan hanya itu saja, 36 rekening ini dibuka daiam kurun waktu sejak 2005 
hingga 2013, dan 36 rekening ini semuanya menerima aliran dana masuk (in-transfer) pada 
periode menjelang Pemiiu 2014, tepatnya mayoritas antara kuartal keempat (Q4) 2013 hingga 
kuartal pertama (Ql) 2014. 

Iromsnya, bukan hanya Joko Widodo saja yang memiiiki berbagai rekening siluman ini. Paling 
tidak tercatat terdapat 16 rekening di luar negeri yang tersebar di 6 negara atas nama Iriana 
Widodo yang juga tidak dilaporkan ke negara sebesar 4.666.689 USD. Dari sisi Jusuf Kalla dan 
Mufidah Kaila juga terdapat masing-masing42 (2 di Indonesia) dan 32 (3 di Indonesia) 1 rekening 
aktif di berbagai negara dimana mayoritas dari rekening rekening ini juga tidak dilaporkan ke 

negara dengan jumlah masing-masing 14.538.197 USD dan 7.637.827 USD (total 22.176.024 
USD). 

Patut diperhatikan bahwa ternyata berbagai rekening atas keempat nama ini tersebar di 
berbagai jurisdiksi termasuk negara negara yang selama ini terkenal sebagai tempat pencucian 
uang seperti Marshall Islands dan West Indies, serta lokasi lokasi yang cukup aneh dan sangat 
jarang digunakan untuk kepentingan bisnis dan investasi seperti Bosnia & Herzegovina dan 
Kroasia. Bahkan untuk Iriana Widodo dan Mufidah Kalla keduanya memiiiki dana yang sangat 
besar di Bosnia & Herzegovina (Hampir 50% dari total jumlah aset finansial atas nama Mufidah 
Kalla berada di wilayah Bosnia & Herzegovina). 


2. liga Dimensi Peianggaran dan Sumber Ancaman Terhadap Kepentingan Nasional 
Pertama: Alasan Hukum. 

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, baik UUD 1945 maupun UU 42/2008 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, seorangcalon Presiden dan Wakil Presiden 
pertama tama harus dapat melaporkan dan mempertanggung jawabkan harta kekayaannya 
secara sah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
sebelum yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Rl. 

Dengan demikian, dengan ditemukannya berbagai rekening siluman di luar negeri (yang tidak 
pernah dilaporkan kepada negara) paska penetapan keduanya sebagai calon Presiden dan 
Wakil Presiden dapat membatalkan legalitas keduanya sebagai calon Presiden dan Wakil 

1 Terjadi kesalahan penulisan nama bank untuk rekening Jusuf Kalia dan Mufidah Kalta di Bank of Indonesia. 


2 



Presided Rl sekalipun keduanya telah ditetapkan oleh lembaga hukum di Indonesia (Komisi 
Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi) sebagai pemenang daiam Pilpres 2014. Daiam nai 
ini perlu digarisbawahi bahwa tidak dilaporkannya harta kekayaan yang sangat besar 
jumlahnya ini tidak dapat dikategorikan hanya sebagai "kealpaan administratif" tetapi 
merupakan suatu bentuk kesengajaan yang dimotivasi oleh intensi / maksud strategis yang 
tidak benar / dan tidak dapat dibenarkan ditinjau darl aspek hukum. legitimasi/moral/etika, 
dan kepentingan nasional Indonesia. 

Terbongkarnva ieiak darl berbaeai rekenine siluman ini bukan saia hanva melanesar UU 
42/2008 tentane Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. melainkan meruoakan manifestasi 
gunung es (iceberg tip} dari serangkaian iarinean dan aktifitas kriminal vane berada di 
bawahnva. Seranekaian jaringan dan aktifitas kriminal ini termasuk dan tidak terbatas pada: 

a. Cara mendapatkan harta kekayaan secara tidak sah dan melawan hukum melalui proses 
korupsi dan penyuapan sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum 
kepada negara. 

b. Motivasi melakukan kebohongan publik yang dilakukan oleh oknum pejabat publik 
[politically exposed person / PEP). 

c. Motivasi dan perbuatan penghindaran dan penggelapan pajak (illegal tax avoidance and 
evasion). 

d. Motivasi dan perbuatan pencucian uang (melalui proses placement of stolen assets / 
korupsi, layering / petapisan melalui corporate vehicles/shell corporations dan rekening 
offshore, dan integrasi ke daiam jaringan finansial global yang semuanya menggunakan jasa 
dari Trust and Company Service Providers). Pencucian uang merupakan ancaman terhadap 
Keamanan Nasional dan Internasional yang sangat serius dimana seorang oknum pejabat 
publik / PEP melakukan manipulasi hasil korupsi dan penyuapan yang diterimanya dengan 
cara menyembunyikan dan / atau "mencucinya" agar akhirnya "bisa terlihat" sebagai 
aktifitas bisnis dan keuangan yang legal. 

e. Upaya penyuapan jaringan internasional terhadap pimpinan tertinggi pemerintahan di 
Republik Indonesia yang akhirnya dapat membahayakan kepentingan nasional Indonesia. 


Kedua: Alasan Legitimasi. 

Legalitas dan legitimasi merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama dan merupakan 
elemen integral di daiam konsep kekuasaan (power). Walaupun KPU dan MK sudah 
menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pada Pilpres 2014 lalu, 
penetapan keduanya bukan saja dapat menjadi tidak legal karena keduanya dianggap secara 
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sengaja tidak dapat melaporkan dan mempertanggung jawabkan jutaan aset nya di luar negeri 
kepada negara, meiainkan juga telan keniiangan iegitimasi sebelum keduanya dapat dilantik 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden Rl pada 20 Oktober 2014 nanti. Denean kata lain. MPR 
tidak dapat melantik Presiden dan Wakil Presiden teroilih hingga keduanva dapat 
mempertaneeune iawabkan aset iutaan dollar mereka di luar negeri ini di hadapan negara 
(lembaga hukum terkait seperti KPK. PPATK. Keiaksaan Aeune. dan KPU) dan rakvat (MPR). 

Dengan demikian adalah wajib hukum nya bagi lembaga hukum di negara ini dan wakil rakyat 
untuk dapat secara sah dan terbuka memberikan klarifikasi / clearance terhadap kasus ini 
sebeiumnya keduanya dapat dilantik. Kegagalan dalam melakukan klarifikasi terhadap hal ini 
akan memperkeruh polemik di masyarakat yang akhirnya dapat berujung pada meledaknya 
pergerakan (dan revolusi) sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional 
di kemudian hari, yang tidak terbatas pada impeachment dan pergolakan sosio-politik-ekonomi 
iainnya yang sangat tidak diharapkan muncul di kemudian hari. Dan Jika hal ini benar terjadi 
maka Presiden SBY bisa dikatakan belum berhasil dalam meninggalkan legacy / warisan yang 
baik bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. 


Ketiga: Alasan Kepentingan Nasional. 

Presiden (dan Wakil Presiden) di Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 
dalam sistem presidensial di Indonesia dimana di tangan seorang Presiden terletak sumber 
daya politikterbesar. Dengan demikian, sebagai Panglima Tertinggi Presiden adalah seorang 
individu yang berhak memegang kualifikasi / tingkat tertinggi dalam hal clearance intelejen (Top 
Secret ) dan merupakan satu satunya individu di republik ini yang berhak mengetahui seluruh 
rahasia negara baik yang mencakup kekuatan potensial (kekayaan alam, teritorial, dan 
demografi) maupun kekuatan ril (instrumen kekuatan nasional dalam hal militer, intelejen, 
politik-diplomasi, penegakan hukum, informasi, finansiai, dan ekonomi). 

Oleh karena itu, calon Presiden atau Presiden terpilih yang tidak bersih secara hukum apalagi 
dianggap dan diduga terlibat di dalam kejahatan / kriminalitas internasional sudah tidak lagi 
(secara legal dan legitimate) dapat diberikan kepercayaan oleh negara dan bangsa sebagai 
Pangfima Tertinggi karena diberikannya jabatan dan akses kepada individu seperti ini bukan 
saja mencoreng kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional, tetapi juga akan 
berdampak negatif secara signifikan terhadap keselamatan bangsa dan kepentingan nasional 
Indonesia. Dengan kata lain, kasus ini sudah menjadi ancaman nyata (clear and present danger) 
terhadap Keamanan Nasional dan dalam konteks inilah maka individu dengan karakteristik 
seperti ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianat bagi bangsa dan negara. 
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3 ' - — llsa Terhadap Temuan Rekening Siluman Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Luar Negeri 

Pertama. Di dunia hingga saat ini terdapat sedikit sekali entitas (private wealth investigator) 
yang dapat melakukan investigasi aset / rekening dari seseorang yang berada di lebih dari satu 
negara. Aktivitas ini melibatkan operasi forensik tingkat tinggi, keterlibatan pemerintahan suatu 
negara dan biasanya digunakan untuk melakukan investigasi terhadap sosok / individu yang 
dianggap penting, Investigasi yang sama pernah dilakukan untuk menelusuri aset beberapa 
diktator-koruptor seperti Ferdinand Marcos (Filipina), Augusto Pinochet (Cili), Juan Peron 
(Argentina), hingga oknum pejabat publik/ PEP lainnya setingkat Anggota Parlemen, Kepala 
Daerah, Perdana Menteri, Penasehat Presiden, keluarga Presiden, hingga Presiden di berbagai 
negara, bahkan termasuk di Amerika Serikat (Financial Action Task Force Report 2011: 
Laundering the Proceeds of Corruption, 47 - 50). 

Kedua. Kesalahan minor oieh private wealth investigator pada aspek redaksiona! / penuiisan 
seperti "Shangai" pada bagian Bank HSBC (seharusnya "Shanghai") dan Busheikha (seharusnya 
"Abu Sheikha") adalah hal yang biasa. Hal ini tidak menegasikan kebenaran substansial dari 
laporan rekening Joko Widodo di luar negeri yang ditulis dan dilaporkan dengan menggunakan 
bahasa financial forensic doctor yang sangat spesifik (I BAN Code, Account Number, Account 
Type, Balance, Account Holders, Authorized Account Holder, Date of Account Opening, and Last 
Wire Transfer). 

Ketiga. Rekening ini adalah rekening khusus yang dibuka dengan tingkat keamanan yang sangat 
tinggi. Dengan demikian rekening ini tidak dapat sembarang menerima transfer dari luar, 
sehingga jika kita ingin melakukan transfer ke rekening ini untuk menguji eksistensi dari 
rekening ini maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Bukan hanya itu saja, rekening jenis ini 
juga merupakan rekening khusus yang dapat melakukan in-transfer dan out-transfer pada 
waktu weekend termasuk hari Sabtu. 

Kelima. Adanya kebocoran informasi mengenai rekening rekening multinasional ini 
menunjukkan adanya kekuatan besar di dunia yang ingin membukakan tabir yang sebenarnya 
tentang Joko Widodo dan Jusuf Kalla di hadapan masyarakat Indonesia dan dunia. Kekuatan 
besar di dunia ini sangat mungkin tidak menginginkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. 

Keenam. Bukti berbagai rekening Jokowi di luar negeri ini mempunyai bobot laporan intelejen 
yang sangat tinggi dan harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden SBY. Pemerintah dan MPR 
harus segera mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi dan validasi terhadap 
laporan aset kekayaan finansial Joko Widodo dan Jusuf Kalla di luar negeri yang tidak dilaporkan 
ke KPK dan KPU ini. 
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Ketujuh. Rekening dan jumlah kekayaan Joko Widodo di !uar negeri ini melibatkan beberapa 
aktor individu dan kelompok iainnya yang seiama ini terkesan ingin sekaii memaksakan Joko 
Widodo untuk menjadi Presiden Rl pada tahun 2014. 

Keterlibatan berbagai aktor dan kelompok Iainnya dalam kasus rekening siluman ini adalah 
antara lain sebagai pemberi suap, gatekeepers (individu yang menjadi arsitek dari konfigurasi 
pencucian uang hasil korupsi dan penyuapan). Trust and Company Service Providers yang 
mengatur pembukaan rekening offshore di jurisdiksi asing, dan penggunaan nama orang lain 
(rekening atas nama istri, anak, dan anggota keluarga serta kerabat dekat Iainnya). 

Dengan kata lain, konsekuensi dari investigasiterhadap kasus ini adalah bisa cukup banyak: 
pembuktian adanya tindak pidana korupsi; tindak pidana kebohongan publik; dan tindak pidana 
pencucian uang yang bisa menyeret banyak nama Iainnya. 


4 * Modus Operand! Rekening Siluman Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Luar Negeri 
Joko Widodo 

Pertama. Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Joko Widodo 
terdeteksi mempunyai 36 rekening aktif di luar negeri yang semuanya tidak dilaporkan dalam 
LHKPN ke KPK dan KPU. 36 rekening ini Jokowi banyak tersimpan dalam bentuk mata uang 
Euro yang dalam perhitungan konversi U.S. Dollar berjumlah total 8.514.725 USD. 36 rekening 
multinasional Joko Widodo dibuka dalam kurun waktu 2005 hingga 2013 dengan semuanya 
menggunakan kedok 11 nama perusahaan dimana Joko Widodo tercatat sebagai satu-satunya 
pihak yang mempunyai otoritas atas rekening rekening tersebut (signatory /sole authorized 
holder): Enterprise, LLC; Pacific Financial, LLC; Travel Consultant, LLC; Hotels and 
Accomodation, Ltd; Malaysian Tourism Travel; Communications and Systems Development 
IBC; Gourment World, Ltd; Quality Wood Import, IBC; South Seas IBC; Artistic Associate 
Producers, CO; dan Antique, LLC. 

Masing-masing rekening ini menerima aliran dana masuk dalam kurun waktu menjelang 
Pemilu 2014. Tepatnya, mayoritas dari 36 rekening ini menerima aliran dana pada kuartal 
keempat (Q4) 2013 dan / atau kuartal pertama (Ql) 2014. 36 rekening ini terdiri dari 1 
corporate account, 1 checking accounts, 5 international accounts dan 23 saving accounts. 
Adapun 36 rekening ini tersebar di 13 negara: Solomon Islands; Marshall islands; West indies; 
New Guinea; Filipina; Malaysia; Singapura; Mongolia; Hong Kong; Lebanon; Yordania; 
Bangladesh; dan Bosnia & Herzegovina. 
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Kedua, Terdapat indikasi skema perbuatan melanggar hukum (pencucian uang) jika dilihat dari 
fakta bahwa beberapa rekening di berbagai negara ini dibuka di saat yang bersamaan: 2 
rekening di CSCBANK SAL Lebanon (17 May 2005); 3 rekening di Union Bank of Philippines (2 
September 2005); dan 3 rekening di Busheika Exchange Yordania (17-19 November 2009). 

Ketiga. Secara keseluruhan Joko Widodo memiliki aktifitas keuangan yang signifikan di luar 
negeri dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi (banyak terdapat rekening checking 
rekening internasionai dan rekening perusahaan). Dengan kata lain adalah tidak biasa bagi 
seorang pejabat pubiik untuk membuka rekening di luar negeri melalui jasa Trust and Company 
Service Providers dari lokasi yang berjauhan (remote opening) termasuk dengan menyimpan 
mayoritas tumpukan rekening ini dalam bentuk mata uang Euro (mata uang yang tidak umum 
digunakan dalam aktifitas perdagangan di wiiayah Asia). 

Keempat. Melihat karakteristik berbagai rekening di luar negeri yang dimiliki oleh Iriana 
Widodo dan berdasarkan pengaiaman dari investigasi terhadap praktek pencucian uang, Joko 
Widodo diduga terindikasi melakukan pengalihan (diversion dan deception ) dari beberapa 
aktifitas keuangannya dengan menggunakan nama istrinya, Iriana Widodo. 

Kelima. Selain jumlah rekening ini (8.514.725 USD) tidak konsisten dengan jumlah LHKPN 
yang dilaporkan ke KPK dan KPU dimana Joko Widodo hanya melaporkan jumlah Cash and 
Deposit Savings sebesar 27.633 USD + RP 448.140.718 (setara dengan 37.180,85 USD), Joko 
Widodo memiliki 2 rekening yang dibuka di negara yang sering terasosiasi dengan upaya 
pencucian uang dan / atau kasus korupsi lainnya. Kedua rekening ini adaiah yang terdapat di 
Loyal Bank (di West Indies dengan menggunakan kedok perusahaan dengan nama 
Communications and Systems Development IBC) dan di Bank of Marshall islands (di wiiayah 
jurisdiksi Marshall Islands dan menggunakan kedok perusahaan dengan nama Quality Wood 
Import IBC). Uniknya kedua rekening ini juga dibuka dalam bentuk Euro. 

Hal ini patut diperhatikan mengingat Bank Sentral Uni Eropa hanya melakukan monitoring 
terhadap rekening mata uang Euro pada saat di tahap awal (pembukaan) dan akhir (penutupan) 
dari rekening yang bersangkutan. Kedua rekening ini juga dibuka dengan menggunakan 
corporate accounts tetapi dalam bentuk rekening saving (tidak lazim bagi perusahaan untuk 
memiliki rekening saving. Biasanya perusahaan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito 
atau investasi). Kedua rekening ini dibuka dari Loyal Bank di Singapura dan New Guinea 
(Marshall Islands) dengan menggunakan jasa Trust and Company Service Providers. 

Secara spesifik, perlu digarisbawahi bahwa Marshall Islands dengan transparency score 18% dan 
secrecy score 82% tidak mewajibkan pemilik perusahaan dan pihak bank untuk menyediakan 
informasi tentang kepemilikan perusahaan kepada pubiik termasuk via internet. Selain itu 
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Marshall Islands juga termasuk jurisdiksi yangtldak memenuhi standar anti pencucian uang 
intemasional (international anti-money laundering standards}. 


Iriana Widodo 

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Iriana Widodo 
terdeteksi memiliki 16 rekening di luar negeri yang tidak dilaporkan ke KPK dan KPU dalam 
LHKPN dengan nilai total 4.666.689 USD. 16 rekening ini dibuka dalam periode waktu 2008- 

2012 dan berada di 6 negara: Singapura; Monako; Ukraina; Bosnia & Herzegovina; Uni Emirat 
Arab; dan Cayman Islands. 16 Rekening ini juga semuanya menerima aliran dana pada tahun 

2013 dan / atau 2014. Rekening multinasional Iriana Widodo semuanva menggunakan kedok 
rekening 6 perusahaan dimana Iriana Widodo tercatat sebagai satu-satunya pihak yang 
mempunyai otoritas atas rekening rekening tersebut (signatory /sole authorized holder): 
Business and Investment Ltd; Antique and Classic, LLC; K&K; Classic Boat SR; Restoration 
International, Inc; K Productions, Ltd. 

Menarik untuk diperhatikan adalah keberadaan 2 rekening atas nama iriana di Monako (dengan 
kedok perusahaan dengan nama Business and Investment, Ltd). Salah satu dari rekening di 
Monako ini dibuka di KBL Private Bankers. Bank ini terkenal memberikan tingkat kerahasiaan 
yang tinggi dan hanya orang orang dengan referensi yang sangat khusus dapat membuka 
rekening di bank ini. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah kejanggalan status Iriana 
sebagai ibu rumah tangga yang dapat membuka rekening di bank seperti ini melalui rekening 
perusahaan. Selain di KBL Private Bankers Monako, Iriana juga memiliki beberapa rekening 
dengan karakteristik yang identik dengan 36 rekening multinasional milik Joko Widodo. 


Jusuf Kalla 

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Jusuf Kalla terdeteksi 
memiliki 42 rekening aktif di berbagai negara (2 di Indonesia) dengan jumlah total sebesar 
14.538.197 USD yang juga tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 
negara melalui KPK dan KPU (seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo). Sesuai LHKPN ke KPK 
dan KPU, aset cash dan deposit savings Jusuf Kalla adalah hanya sebesar 700.813 USD + RP 
6.945.423.767 (setara dengan 576.240 USD). Perlu digarisbawahi bahwa jumlah ini jauh di 
bawah jumlah 14.538.197 USD yang terdeteksi tersebar di 42 rekening multinasional. Adapun 
40 dari 42 rekening ini juga menerima aliran dana pada tahun 2013 dan / atau 2014. 39 
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Rekening multinasional Jusuf Kalla menggunakan kedok rekening perusahaan dan 3 atas 

nama rekening pribadi. 

Secara overall, hampir dari 50% aset keuangan Jusuf Kalla ini berada di Uni Emirat Arab (di kota 
Abu Dhabi dan Dubai) dan tersimpan dalam bentuk mata uang Euro dan U.S.Dollar. Sisa dari 
aset keuangan Jusuf Kalla berada di Qatar, Hong Kong, Bahamas, Filipina, Makao, Barbados, 
Monako, Kroasia, Fiji, dan Indonesia (sedikit sekaii). Penting untuk diperhatikan bahwa 
sebagian dari aset keuangan Jusuf Kalla juga berada di negara yang tidak biasa digunakan 
untuk kepentingan bisnis dan investasi seperti Kroasia. 


Mufidah Kalla 2 

Berdasarkan laporan investigasi yang diterima hingga 17 Agustus 2014, Mufidah Kalla terdeteksi 
memiliki 32 rekening aktif (3 di Indonesia) yang tersebar di Bosnia & Herzegovina, Singapura, 
Bermuda, Uni Emirat Arab, Cayman Islands, dan Indonesia (sedikit sekali). Adapun seiuruh 32 
rekening aktif ini menerima aliran dana pada tahun 2013 dan / atau 2014. 

29 rekening multinasional Mufidah Kalla menggunakan kedok rekening perusahaan dan 3 
atas nama rekening pribadi. Selain itu, satu poin penting yang perlu dicurigai adalah bahwa 
hampir 50% aset keuangan Mufidah Kaila dari 32 rekening ini berada di Bosnia & Herzegovina 
yang merupakan negara yang tidak biasa digunakan sebagai lokasi bisnis dan investasi. 

Identik dengan rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo, seiuruh aset keuangan 
Mufidah Kalla di Bosnia & Herzegovina juga dibuka melalui rekening perusahaan. 


5. Kesimpulan 

Pertama. Terbongkarnya berbagai rekening siluman di luar negeri ini merupakan ancaman vane 
saneat serius terhadao Keamanan Nasionai. 

Berbagai rekening atas nama Jbko Widodo, Iriana Widodo, Jusuf Kalla, dan Mufidah Kalla ini 
dibuka secara terkoordinasi daiam hal jumlah, waktu, dan lokasi jurisdiksi, tepatnya di 
negara-negara yang kompromistis dengan praktek penggelapan pajak dan pencucian uang. 

Rekening rekening ini dibuka dari jarak jauh (remote opening) dengan menggunakan jasa Trust 


1 Terjadi kesalahan penulisan nama daiam laporan investigasi. Harusnya Mufidah Mi'ad Saad (bukan Mufdiah 
Mi'ad Saad). 
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and Company Service Providers dan menggunakan tapisan perusahaan (buffer/shell 
corporations}, Untuk di negara-negara tertentu, rekening-rekening ini disimpan daiam bentuk 
mata uang Euro yang less supervised oleh Bank Sentral Uni Eropa dibandingkan dengan mata 

uang U.S. Dollar yang mendapatkan pengawasan jauh lebih ketat oleh pemerintah Amerika 
Serikat. 

Kedua. Berdasarkan informasi investigasi dapat disimpuikan bahwa Joko Widodo tidak 
melaporkan seluruh aset kekayaan yang dimilikinya, termasuk daiam hai ini adalah 36 rekening 
siluman atas nama Joko Widodo (tersebar di 13 negara dengan jumlah 8.514.725 USD) dan 16 
rekening siluman atas nama Iriana Widodo (tersebar di 6 negara dengan jumlah 4.666,689 
USD). Jika dijumlah, nilai total dari seluruh rekening multinasional atas nama Joko Widodo dan 
Iriana Widodo ini adalah sebesar 13.181,414 USD (jumlah sebesar ini dipecah daiam jumfah 
jumlah yang kecil di 52 rekening yang tersebar di 18 negara). Jumlah sebesar ini tentunya jauh 
lebih besar dari yang dilaporkan oleh Joko Widodo ke KPK dan KPU dengan nilai total Cash dan 
Deposit Savings sebesar 27.633 USD + RP 448.140.718 (setara dengan 37.180,85 USD). 

Tepatnya, jumlah aset finansial yang dilaporkan oleh Joko Widodo daiam LHKPN hanya 
sekitar 0.49% dari jumlah aset finansial yang ditemukan di berbagai negara tersebut. 

Ketiga. 52 rekening atas nama Joko Widodo dan iriana Widodo yang tersebar di 18 negara ini 
diduga kuat terasosiasi dengan aktifitas kejahatan internasional berupa korupsi, penyuapan, 
penggelapan pajak, dan pencucian uang. Anatomi dan konfigurasi dari seluruh rekening Joko 
Widodo dan Iriana Widodo di luar negeri ini memenuhi persyaratan untuk dapat 
dikategorikan sebagai pencucian uang / money laundering. 

Keempat. Rekening rekening atas nama Joko Widodo dan Iriana Widodo secara aktif meiakukan 
aktifitas transaksi (aliran dana keluar dan masuk) pada Q4 2013 dan Q1 2014 yang merupakan 
periode waktu kritikal menjeiang Pemilu 2014. Aktifitas aliran dana terbanyak pada rekening 
rekening atas nama Joko Widodo terjadi pada bulan Desember 2013 dan terjadi di negara 
Singapura, Hong Kong, dan Swiss dengan nilai total 600.000 USD. Sementara itu, aktifitas aliran 
dana terbesar atas nama Iriana Widodo terjadi pada bulan Juli dan Desember 2013 dengan 
nilai total tidak kurang dari 560.000 USD. 

Kelima. Rekening atas nama Jusuf Kalla paling banyak meiakukan aktifitas aliran dana pada 
bulan Desember 2013 dan April 2014 dengan niiai total tidak kurang dari 160.000 USD dan 
terjadi di Singapura dan Hong Kong. Sementara itu, untuk Mufidah Kalla jumlah transaksi 
terbesar terjadi pada bulan Februari 2014 dengan total nilai tidak kurang dari 450.000 USD dan 
terjadi di Singapura. 
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Mengingat bahwa total aset keuangan pada LHKPN yang dilaporkan oieh jusuf Kalla ke KPK 
dan KPU adalah hanya sebesar 700.813 USD + RP 6.945.423.767 (setara dengan 576.240 USD) 
maka perlu digarisbawahi bahwa jumlah ini jauh berada di bawah jumlah 14.538,197 USD 
yangterdeteksi tersebar di 42 rekening multinasional. Tepatnya, jumlah yang dilaporkan 
dalam LHKPN hanyalah sekitar 8.8% dari yang aset keuangan yang terdeteksi di 42 rekening 
multinasional tersebut. Dengan kata lain, oleh Jusuf Kalla harta kekayaan di berbagai negara 
ini juga tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada negara. Seperti 
pada kasus Joko Widodo dan Iriana Widodo, anatomi dan konfigurasi dari seluruh rekening 
Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla di luar negeri ini memenuhi persyaratan untuk dapat 
dikategorikan sebagai pencucian uang / money laundering. 

Keenam. Secara keseluruhan, 126 rekening atas nama 4 pemilik rekening tersebut melakukan 
aktifitas transaksi terbesar di bulan Desember 2013 dengan nilai total 2.061.893 USD dan 
terjadi di negara Singapura, Hong Kong, dan Swiss. 

Ketujuh. Dari seluruh analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa berbagai fakta di atas 
bertentangan dengan profil dan reputasi Joko Widodo yang selama ini diproyeksikan ke publik 
sebagai politisi yang jujur dan sederhana. Bukan hanya itu saja, terbongkarnya berbagai 
rekening siluman jutaan U.S. Dollar di berbagai negara ini secara otomatis membatalkan 
pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena keduanya diindikasi kuat terbukti meianggar 
hukum, meianggar moralitas/etika yang menyebabkan keduanya kehilangan legitimasi, dan 
mengancam keselamatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia. 


6. Rekomendasi 

Pertama. Menyadarkan seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa kasus ini adalah kasus 
Keamanan Nasional yang sangat serius dan bahwa cheater, pembohong, pelanggar hukum, 
individu yang kehilangan legitimasi, dan penghianat negara tidak dapat dan tidak layak untuk 
memimpin apalagi sebagai Presiden dan Pangiima Tertinggi. 

Kedua. Mengharuskan seluruh lembaga / institusi hukum terkait untuk melakukan pemeriksaan 
secara tuntas terhadap kasus terbongkarnya berbagai rekening siluman ini. 

Ketiga. Mengharuskan DPR dan MPR untuk melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap 
kasus terbongkarnya berbagai rekening siluman ini. 
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Keempat. Mengharuskan MPR dan Mahkamah Agung untuk tidak melantik Joko Widodo dan 
Jusuf Kalla hlngga keduanya dapat dibuktikan tidak melakukan peianggaran hukum terhadap 
kasus terbongkarnya berbagai rekening siluman ini. 


7. Lamoiran 

a. Laporan Investigasi 18 Juli 2014 perihal temuan 20 Rekening atas nama Joko Widodo dan 12 
rekening atas nama Iriana Widodo. 

b. Laporan Investigasi 17 Agustus 2014 perihal temuan 36 rekening atas nama Joko Widodo, 

16 rekening atas nama Iriana Widodo, 42 rekening atas nama Jusuf Kalla, dan 32 rekening 
atas nama Mufidah Kalia. 

c. Financial Action Task Force Report 2011. 

d. Daftar Pejabat Publik di berbagai negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, 
pencucian uang, penggelapan pajak, dan penghianatan terhadap negara berdasarkan 
Financial Action Task Force Report 2011. 
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DThe financial investigation led to the identification of a total of 52 bank accounts 
connected with the subject and his wife (36 accounts related to the subject, and 16 
related with his wife). 

o Additionally, further financial investigation results indicate that the subject's deputy 
and his wife are connected with a total of 74 active bank accounts (42 accounts 
related with the second in command, and 32 accounts related with his wife). 





) 



oThe subject is listed as a signatory / authorized holder on all accounts. 

o Bank accounts were opened in known offshore countries: Solomon Islands, Marshall 
Islands, Hong Kong, Singapore, Philippines, Mongolia, Jordan and Lebanon. 

o Some of the bank accounts were opened simultaneously - several accounts opened 
in the same branch and on the same date, such as two of the CSCBANK SAL in 
Lebanon, all three accounts in the Union Bank of the Philippines, all three accounts 
in Busheikha Exchange accounts in Jordan etc. 
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When compared with the subject's equity statement, we find dear indications for 


significant discrepancies: 
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The target has two bank accounts which raise questions about the possibility of 
money laundering and/or corruption: 

I. Bank account in Loyal Bank in St. Vincent and the Grenadines - West Indies. 

If. Bank account in Bank of Marshall Islands - Marshall Islands. 

The information regarding these two accounts is unusual: 

I. The places - St. Vincent & the Grenadines and Marshall Islands are considered as low credible 
off-shores. 


II. Specifically Loyal Bank in St. Vincent & the Grenadines and Marshall Islands as whole appear 
as money laundering concern. 





III. The accounts are in Euro. It's worth to mention that the EU countries monitor Euro 
transactions only if those start or end in Europe. Not like the US that monitor every single 
transaction in USD. 

IV. Both of the accounts were opened under corporates accounts (account holder) but they are 
Saving Accounts - Which is quite strange for a corporate to hold savings (usually its deposits 
or investments). 

V. The accounts were opened from Singapore (Loyal Bank) and New Guinea (Marshall Islands) 
probably via service providers. 







)etails about Marshall Island's banks Financial Secrecy, taken from the 'Financial 
ecrecy Index' report: 



Public Company Ownership: Does the relevant authority make details of ownership of 
companies available on public record online for less than US$10/€10? 

Marshall Islands does not require that company ownership details are publicly 
available online 


Anti-Money Laundering: Does the jurisdiction comply with the FATF 
recom mendations? 


■a Transparency Score ■ Secrecy Score 


Marshall Islands does not comply with international anti-money laundering 
standards 
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t's not typical for non-businessman to open offshore accounts via service 
oroviders from remote places as corporates in a currency which is not so 
iradable in the Far East. 




o Even though the subject is a public figure in Indonesia, he has significant financial 
activity outside of the country. The subject's offshore financial activity is also 
characterized by a high level of volatility (many checking, international and 
corporate accounts in total). 
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Total sum of money ($), divided by country and type of account: 


■ CDs Certificate de Deposit 
s Cali 

■ Savings 

■ Current 

■ Checking 




UAE 



Ukraine 


1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

3 

Singapore Cayman Islands 
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o Iriana has two bank accounts in Monaco. These accounts raise, again, some 
questions: 

L The accounts were opened in one of the credited banks - KBL Private Bankers. It's important 
to mention that not everyone can open account in this bank without distinguished sufficient 
references. 

II. The bank provide high secrecy to the account holders. 

ill. Mrs, Widodo opened both the accounts through business corporate. 
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In addition, she holds several offshore companies and bank accounts of similar nature 
to the subject's own financial activity. We estimate, based on our experience, that this 
indicates that the subject transferred some of his own financial activity under his wife's 
name. 




s not typical for a woman who isn't business oriented to have an account 
i this bank, especially with the above mentioned characteristics. 
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Total sum of money ($), divided by country and type of account: 



m 


FIJI 


3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

150000D 

100C000 

500000 

0 

INDONESIA MACAU Philippines Hong Kong 
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Almost half of Mr. Kalla's financial assets are located in the UAE, and in both 
currencies of USD and EURO: 

■ Hong Kong ■ Philippines 

■ MACAU ■ INDONESIA 

■ FIJI B BARBADOS 

■ MONACO a BAHAMAS 

OS CROATIA DUBAI 

m ABU DHABI a QATAR 

D art of his holdings are in places which are not consider as highly common places 
:o invest or to do business with, like Croatia. 






Total sum of money ($), divided by country and type of account: 


H Savings 
® C flecking 



4000000 



Singapore 



Cayman Islands 


3500000 

3000000 

2500000 

2000000 

150000) 

1000000 

500000 
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o Almost half of her financial assets are held in Bosnia Y Herzegovina, again via 
business corporate. 

oThe two wives have financial assets in Bosnia Y Herzegovina, which considers a 
quite rare place to do business with nor to invest in generally. 
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Bank accounts ana 










Sum of last transferred money to/from bank accounts, divided by months e 

countries involved: 
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Money transfers analysis - Summary: 


o Among the last wire transactions of ail 126 accounts, 30 were made during 
December 2013, one month prior to the official announcement regarding the 2014 
elections. 

o A sum equal to at least $2,061,893 was transferred during this period -1/3 of the 
transferred funds which are documented in our database. 

This could indicate a connection between the funds transferred and the elections 
procedure. 
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Financial investigation - analysis summary 


o Places: 

- offshores 

- on-shores with a lenient supervision 

~ on-shores/offshores that provide high secrecy 

o Accounts opening procedures: 

- using service providers 

- create business buffer (corporate) 

- remote opening 

o Currency: 

In specific places like offshores, the main currency is Euro, which is less supervised comparing to Dollar. 




o Type of accounts: 

- saving accounts for corporates 

- a lot of checking accounts 

- many international transactions - some of them seems coordinated by date, sum or pla< 


The above characteristics don’t settle with the targets' political 
profiles, nor their public reputation. _ 
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CONCLUSION 


119. Corruption-related money laundering shares many of the same traits as the laundering of 
proceeds of other types of crime, but there are important differences as well. Corrupt PEPs, like other 
criminals, have a need to disguise the proceeds of their crimes, and use a variety of methods ranging in 
sophistication, to do so. Corrupt PEPs may have certain natural advantages in laundering their funds not 
available to other criminals: they may control the machinery of the state, allowing them to co-opt those 
individuals and institutions that are supposed to prevent and detect such crimes; they can use the proceeds 
of corruption to finance political parties or organisations and, in turn, reinforce their control over 
government mechanisms; their political power gives them the ability to recruit skilled associates within 
their own country to engage in transactions to make the proceeds indistinguishable from legitimate money 
and provide a diplomatic cover; and they often have a veneer or respectability that deflects suspicion. 

120. On the other hand, corrupt PEPs also face risks that other criminals do not: A PEP’s mere 
association with large unexplained wealth can be enough to trigger inquiries. As we noted previously, 
greater information often exists as to the wealth and income of PEPs as a result of asset and income 
disclosure requirements, which would allow a more accurate assessment of the nature and source of 
specific transactions. Lastly, more attention being paid to this issue by multilateral bodies, NGOs and 
individual governments than ever before. 

121. The cases in this study reveal that, similar to other sophisticated criminals, corrupt PEPs use a 
broad array of methods to hide their proceeds. Corrupt PEPs disguise their ownership through corporate 
vehicles and trust companies and use gatekeepers and nominees to launder proceeds through the domestic 
and foreign financial institutions. They have used their power to acquire state assets, control law 
enforcement, and capture banks. Finally, past cases demonstrate that AML standards are not always being 
implemented by financial institutions; nor are AML laws and regulations being enforced by regulatory 
authorities or supervisors. Case after case shows how financial institutions have failed to follow AML 
procedures - even where those procedures called for only an ordinary risk-based approach - and have thus 
given corrupt PEPs continued and unabated access to the global financial system. 

122. Preventing and detecting the proceeds of corruption involve the array of FATF recommendations. 
While Recommendation 6, regarding EDD for PEPs, is obviously central to an effective AC regime, our 
survey indicates that corruption-based money laundering also requires jurisdictions to effectively 
implement the Recommendations on corporate vehicles and trusts (Recommendations 33 and 34); the 
power and authorities (including the independence) of the competent authorities (Recommendations 26, 27 
and 28); the use of cash couriers (Special Recommendation IX); gatekeepers (Recommendation 12); and 
the need for integrity within financial institutions themselves (Recommendation 23). Moreover, as we note 
below, it may be useful to look again at some of these recommendations in light of this report’s findings. 
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ANNEX 1: GRAND CORRUPTION CASE INVENTORY 



— 

Identifier 

dates 

source 

country 

destination country 

approx. 

amount 

(US 

millions) 

[official 

nature of the 
corruption 

state capture ( 

gatekeeper j 

FI capture [j 

foreign accounts 1 

domestic :l 

accounts t\ 

corporate vehicle 1 

shell company |jj 

cash |j,| 

family members/ 1 
associates? 1 

nominee/ false 1 


Frederick Titus 
Chiluba 

1995-2001 

Zambia 

UK, Jersey, US 


embezzlement 

■ 

B 

N 

Y 

Y 

Y 

B 

■ 

BB 


Diepreye 

AlamieYeigha 


Nigeria 

! 

UK, South Africa 

- 1 - 

$17 M i Slate governor 

i 

embezzlement 

■ 


B 

B 

N 

Y 

v- 

l 

i 


Y 

Joshua Dariye 

1999-2006 

j Nigeria 

UK, Nigeria 

$17 M ! State governor 

embezzlement 

IP 


rm 


V 

Pavel Lazarenko 

1992-1997 ! Ukraine 

US, Switzerland, 
Antigua, Poland, 
Bahamas 

$44 M ; prime minister 

embezzlement; 

extortion 


■ 




Y 

i 

■ 

Y 


Vladimiros 
Montesinos/Albert 
o Fujimori 


Peru 

Switzerland, US, 
Cayman Islands 

$ 250 M 

presidential 

advisor 

bribery; self 
dealing 

■ 


■ 

■ 

Y i Y 



Y 


WGTYP 2003-04 
case 16 

unknown ! ! or ( m , er „ 

| dictatorship 

domestic 

$ 6 M 

petroleum 

minister 

embezzlement 

B 


D 


Y 1 

■ 

■ 


Y 

West African PEP 
#1 

2G05-2011 

Equatorial 

Guinea 

US 

$80 M 

president's son 

embezzlement; 
self dealing 

B 

B 

D 

B 

Y ) Y 

■ 




West African PEP 
#2 (wife, adult 
children, 
daughter-in-law) 



US, Malta, 

Switzerland, France, 

UK 

$130 M 

President (son) 

embezzlement 

i 

1 

■ 

I 

Y 

Y 

1 

1 

Y 


Atiku Abubakar 



US, Guernsey 

$40 M 

vice president 

self dealing 






Y 



Y 
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program 

administrator 


embezzlement 


officials of a 

national 

enterprise 

self dealing 

president 

embezzlement; 
extortion; self 
dealing 

___ 

President 

embezzlement; 

bribery 

President 

embezzlement 

Secretary for 
Transport and 
Public Works 

bribery 

President (wife) 

bribery 

Prime Minister 
(husband) 

bribery 

President 

unknown 

President 

bribery, 

embezzlement, 
self dealing 
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Identifier 

dates 

source 

country 

destination country 

approx. 

amount 

(US 

millions) 

(official 

nature of the 
corruption 

state capture j 

gatekeeper \ 

FI capture | 

foreign accounts 1 

domestic « 

accounts f 

corporate vehicle 1 

shell company 

family members/ 
associates? 

nominee/ false 


Raul Salinas 

1998 

Mexico 

US, Switzerland, UK, 
Cayman Islands 


President 

(brother) 

embezzlement 

N 

Y 

i 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

— 

Y 

Y 


Arnoldo Aleman 

1997-2002 

Nicaragua 

Nicaragua 


President 

embezzlement 

Y 



Yevgeny Adamov 

1993-2003 

US, Russia 

US, Monaco, France 



embezzlement 

N 

■ 

N 

B 

Y 

Y 

D 

B 

Y 


Xu Chaofan, Xu 
Guojun, and Yu 
Zhendong(Bank 
of China 
embezzlement) 


tgj 

US, Canada, HK 

China 

$485 M 

bank officials 

embezzlement 

Nl 

1 


1 

Y 

Y 

B 

1 

Y 


Joseph Estrada 

1998-2001 

1 

Philippines 

$11 M 

President 

bribery; 

embezzlement 

N 

A 

N 

N 

Y 

Y 


B 

DB 

Y 

Denis Christel 
Sassou Nguesso 


E 

UK 


President 

embezzlement 


a 

■ 

B 


Y 

D 

B 



Central American 
PEP 


Guatemala 

US, France, 
Luxembourg, UK, 
Switzerland, 
Lichtenstein 

$15 M 

President 

embezzlement 

N 


N 

1 


Y 

1 

1 

Y 

N 

Khaleda 

Zia/Arafat 

Rahman 

1991-2001 

Bangladesh 

Singapore, Auslria, 
Cyprus 

$3M 

Prime Minister 
(son) 

bribery 

■ 

■ 

N 

■ 


Y 

i 


■ 


Carlos Garcia 



US 

$6.8 M 

General (son) 

bribery 

m 


N 


Y 





Juthamas 
Siriwan/Green 
(Bangkok film 
festival case) 

2002-2007 j 

1 

_L 

Thailand 

US, Jersey, 

Singapore, UK 

$1.8 M 

Governor of 
Tourism 

bribery 

N 


N 

Y 


Y 


Y 

Y 
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Nino Rovelli 

1990-1993 

Italy 

US, UK, Switzerland, 
Canada, Cayman 
Islands, Costa Rica 


judges 

bribery 

N 

Y 

N 

■ 

N 

■ 

1 

N 

■ 

N 

Titan bribery - 
Benin 

1999-2001 

US 

Benin 


president 

bribery 



N 


11 


n 

B 



Randall 

Cunningham 

2000-2005 

US 

US 

$2.4 M 

senior legislator 

bribery 

N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

N 

Y 


N 
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Puluhan Rekening Miiik Joko Widodo dan Iriani Widodo 
di Sejumiah Bank Luar Negeri Yang Tidak Dilaporkan kepada 
KPU / KPK Dalam Proses Pendaftaran Pencapresan 


Bersama ini kami dari Pragres 98, telah menemukan dugaan penyimpangan serius berupa 
manipulasi iaporan kekayaan Calon Presiden Joko Widodo yang tidak transparan 
disampaikan kepada pihak Komisi Pemiiihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), 

Temuan dimaksud berupa sejumiah kepemilikan nomor rekening atas nama Joko Widodo 
dan Iriana Widodo di beberapa bank luar negeri senilai USD 8 juta. Tindakan ini secara 
tidak langsung teiah berakibat pada praktek manipulasi data Laporan Kekayaan Pejabat 
kepada pihak KPU dan KPK. 

Sebagaimana ditetahui bahwa penyampaian Laporan Kekayaan Joko Widodo yang resmi 
tercatat di KPK senilai Rp. 29.453.455.000. Dari data yang dipublikasikan terbukti 
diragukan kebenarannya bila di bandingan dengan jumiah uang yang dimiliki Joko Widodo 
dan istrinya sebagai di sebutkan di atas (USD 8 juta). 

Atas temuan dugaan penyimpangan tersebut, maka meialui kesempatan ini kami 
tegaskan sebagai berikut: 

1. Minta kepada pihak KPU dan KPK untuk bersikap transparan dan tegas dalam 
menegakkan hukum serta aturan guna mengkonfirmasi laporan dugaan atas kepemilikan 
uang di sejumiah rekening di berbagai bank luar negeri miiik calon presiden Joko Widodo 
dan Iriani Widodo. (data temuan terlampir). 

2. Tindakan manipulasi dan kebohongan publik yang dilakukan oleh calon presiden Joko 
Widodo tersebut, merupakan masalah serius yang disinyalir terindikasi KKN dan 
berpotensi terhadap tindakan praktek politik uang dalam proses pemiiihan presiden. 

Demikian penyampain laporan kami sebagai bentuk partisipasi warga negara daiam 
upaya penegakan hukum serta pengawasan pemilu bersih bagi kepentingan bangsa dan 
negara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta 22 Juli 2014 


hormat kami 



Faizal Assegat 
Ketua Progres 98 



Komlsi Pemberantasan Korupsi 


TANDA BUKTI 

PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI 


Dengan ini menerangkan bahwa : 


Nomor Informasi: 70800 


Jenis Pelapor 
Nama Organisasi 
Alamat 

Nomor Telepon 
Email 

Media Penyampaian 


LSM 

Progres 98 

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 133 
0218303325 

Peiapor Langsung 


i» 




Identitas Penanggung Jawab: 


No. : 

Nama 

Alamat 

Jenis Identitas 


Jabatan 

No. Teip 

i 

■ Aminuddin 


KTP 



081219718584 


Telah menyampaikan laporan / informasi tentang (p^jstiwa apa, tempat/waktu kejadian, modus operandi, kerugian 
yang timbu!): 


Dugaan penyaiahgunaan LHKPN an. Joko Widodo 


Lampiran dokumen pendukung: 



JENIS DATA 

JUMLAH 

% 

KETERANGAN 


Berkas dokumen 

1 

1. Financial lrivestigation<br>2. Confidential Report 


Jakarta, 22/07/2014 



Catatan: • , 

Tanda Bukti Penerimaan Laporan Informasi ini hanya sebagai bukli bahwa yang bersangkutan telah datang dan atau memberikan informasi 
adanya dugaan tindak pidana korupsi. • 

Pernyataan alau isi laporan beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah tanggung jawab pejapor. '■ 


























Komisi Pemberantasan Korupsi 


TAN DA BUKTf 

PENERIMAAN LAPORAN / INFORMAS! DUGAAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI 


Dengan ini menerangkan bahwa 
Jenis Pelapor 
Nama Organisasi 
Alamat 

NomorTelepon 

Email 

Media Penyampaian 
entitas Penanggung Jawab: 

Jo. Nama 


Nomor Agenda: 2Q14-Q8-DQDD66 
Nomor Informasi: 71289 

Organisasi Masyarakat 
Progress 98 

Jl. Bulak Tengah II RT/RW 010/007 Kel. Kiender Kec. Duren 
Sawit, Jakarta Timur 


Pelapor Langsung 


Nama 

Alamat 

Jenis ldentitas 

Nomor 

Jabatan 

No. Telp 

S. Aminuddin, SE, 

MM 

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 
133<br> Jakarta Selatan 

KTP 

- 

Ketua Litbang 
Progress 98 

0B129261791 


ilah menyampaikan laporan / informasi tentang (peristiwa apa, tempat / waktu kejadian, modus operandi, kerugian 
ng timbul): 

Penyampaian tambahan data kepemiiikan rekening di luar negeri atas nama Joko Widodo, iriana Widodo, Jusuf 
Kalia dan Mufidah Mi"ad Saad Jusuf Kalla 


impiran dokunrten pendukung: 


JENIS DATA 


Berkas dokumen 

Penanggung Jawab 


JUMLAH 


1 


KETERANGAN 


Financial Investigation 


Jakarta, 19/08/2014 
I qpnmn PennadijfP Mag y ara kat 


S. Aminutfdin, SE, MM 


imam/furmudhi 


nda Btikii Penerimean Laporan informasi ini hanya sebagai bukn batiwa yang bersangkutan telah datang dan alau memberikan informasi 
anya dugaan luidak pidana korupsi 

rnyataan atau isi laporan beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah tanggung jawab pelapor. 


Jl, H. R. Rasuna Said Kay C 1 Jakarta Selatan 12920 Tip. +52 21 25578389 












KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLiK INDONESIA 


Nomor 

: R-'2#8t>/40-43/08/2014 

Agustus2014 

Sifat 

:• ‘Segera 


Hal 

; Tanggapan atas pengaduan 



Masyarakat 



Yth. Aminuddin 

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 133 
Jakarta Selatan 


Sehubungan dengan pengaduan Saudara yang disampaikan secara langsung tanggal 22 
Juli 2014 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat kami informasikan bahwa 
pengaduan Saudara telah kami teruskan ke Bidang Pencegahan KPK. 

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 


a.n. Pimpinan, 

Pit. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan 
Pengaduap Masyarakat, 



Annies Said Basalamah 


Tembusan: 

Yth. Pimpinan KPK 


Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920 

. . • • • ... m • « I m §mm It, H t I * I 
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LAMPIRAN 

II 

(DUA) 


DUGAAN KOLUSI DAN KORUPSIKASUS TAMAN BMW DKI JAKARTA 



LAPORAN PERKEMBANGAN 

TERKAIT 

DUGAAN KOLUSI DAN KORUPSI 
KASUS TAMAN BMW Dl PROVINSI OKI JAKARTA 

( DILENGKAPI DENGAN FOTO COPY DOKUMEN ) 


OLEH 

PRIJANTO 

WAGUB DKI JAKARTA 2007 -2012 


JAKARTA, 4 APRIL 2014 


TERBATAS 



DAFTAR IS! 


1. LAPORAN PERKEMBANGAN DAN PERMOHONAN TERKAIT KASUS 
TAMAN BMW DIPROV1NSI JAKARTA (5 halaman) 

2. LAM PI RAN - LAM PI RAN (Foto copy doku men) 

a. Laporan kepada pimpinan KPK, 7 November 2013 (1 bendel) 

b. Konsignasi PT. Buana Permata Hijau & PT. Narpati Estate, 
1990/1991 (1 bendel) 

c. Keputusan Kakanwil BPN Jakarta tentang Pemberian Hak Pakai, 
tahun 2003 (1 bendel) 

d. Berita AcaraSerah Terima, tanggal8 - 6-2007(1 bendel) 

e. Klarifikasl mantan Gubernur Sutiyoso (1 bendel) 

/. Sertifikat Hak Pakai No. 250 & 251 (1 bendel) 



PRDANTO 

Jakarta, 4 April 2014 

Perihal : Laporan perkembangan 
dan permohonan terkait 

KasusTaman BMWJakut. Kepada 

Yth. 1. Bapak BUSYRO MUQODDAS 
WAKIL KETUA KPK Rl 
2. KEPALA BPN Ri 

di Jakarta 


Dengan hormat, 

Saya Prijanto, mantan Wakii Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, yang 
pernah berlapor Kasus Taman BMW di Jakarta Utara, dengan ini ijin 
meiaporkan perkembangan kasus Taman BMW dan menyampaikan 
permohonan penyeiesaian secara hukum atas kasus dugaan korupsi tersebut. 
Sebab dari bukti awai, patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, 
kerugian negara dan ada pihak yangdiuntungkan, 

Sebagaimana laporan saya kepada Pimpinan KPK yang diterima bapak 
Adnan Pandu Praia pada 7-11- 2013 dan laporan saya kepada Kepaia BPN Rl 
pada 22-11-2013, bahwa salah satu tujuan mohon segera diproses secara 
hukum adaiah untuk mencegah "agar kasus tidak melebar dan tidak menyeret 
orang banyak di berbagai institusi " antara Sain Kantor Pertanahan (Lampiran 1) 

Patut diduga, perkembangan kasus Taman BMW saat ini sudah menyeret 
aparat dari institusi di luar Pemprov DKI Jakarta, yaitu aparat dari 


/ Kantor, 




Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Kerena saat ini, di atas Taman BMW yang 
berstatus sengketa teiah terbit 2 (dua) sertifikat atas nama Pemprov DKI 
Jakarta, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara . Sertifikat Hak 
Pakai no. 250 seluas 72.858 m2 dan Sertifikat Hak Pakai no. 251 seluas 35,098 
m2. "Asal hak" kedua sertifikat tersebut dari "Pemberian Hak Pakai" dan 
sertifikat ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tanggal 10- 
3- 2014. Dengan keluarnya dua sertifikat tersebut, tentu memperpanjang 
adanya dugaan kolusi dan korupsi dalam kasus Taman BMW. 

Walaupun kasus sudah pernah saya laporkan kepada Ketua KPK Rl dan 
Kepaia BPN Rl, namun dengan terbitnya sertifikat, mohon ijin saya untuk 
mengulang dan merangkai secara utuh kasus Taman BMW dengan kronologis 
secara garis besar sebagai berikut: 

1. Pemprov DKI Jakarta memiiiki 3 (tiga) dokumen administrasi. 

a. Hasii konsinyasi dengan PT. Buana Permata Hijau dan PT. Narpati 
Estate pada tahun 1991/1992. 

b. Tujuh buah Keputusan Hak Pakai dari Kepaia Kantor Wilayah BPN 
DKI Jakarta tahun 2003. 

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah yang terietak di jaian 
Rumah Sakit Koja Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, 
Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara dari PT. Agung 
Podomoro kepada Pemprov DKI Jakarta, tanggal 8-6-2007. 

2. Hasii konsinyasi. 

a. Dari PT. Buana Permata Hijau seluas 65.774 m2. Membaca surat 
Kepaia Kantor Agraria Jakarta Utara, tanggal 26-11-1987, perlu diuji 
kebenarannya. Sebab, ada tanah miiik PT Buana Permata Hijau yang 
dikelompokan di Kelurahan Papanggo, tetapi sangat janggal karena 


/ surat 




SURAT KEPUTUSAN 

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA ADMINISTRATE 


No.BKGUBERNUR 


No.: lb.3/1/1/1966 


KECAMATAN 



TAN JUNG PRIOK 
BARAT 


Tentang: 

Pembentukan Kota Administratip, 
Kecamatan dan Kelurahart dalam 
wilayah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 



U: Pantai laut Jawa 
i 11111^^ - Landasan Udara 
$: Landasan Udara 


B Kali Sunter 


U: Pantai laut Jawa 
T : Sungai Tirem - Kafi / Sungai 8ai 
S: Jaian Jaxarta By Pass 



Di tandatangani oleh: All Sadikin 






No. : lb.3/1/30/1969 


U; Pantai laut Jawa 

U Sungai Tirana terusan Lagoa 

Tentang: 

TANJUNG PRIOK 

1 MMHMBHHI - Jl Laksamana Mud a 
Laut Yos Sudarso $ts> sebetah Timur 

T Seiokan Sungai Sarnbu - Pi pa L< 
Baser dan Uiara terus ke Seiatan 

Pembahan batas-batas dan nama 
wilayah Administratip Pemenntah 
Daerah Khusus ibukota Jakarta 


S : Kali Sunter - Bendungan Delapan 

S : Seiokan Kali papanggo 


B. Kali Sunter - Muara Ancoi 

IHHBi 


Di tandatangani oleh; Ail Sadikin 














































IATA 


FEMERiNTAH DAERAH KHU5U5 1BUKOTA JAKARTA 

JI. Voi Sutom No. 32 Ttlp. 403304 Tfl. Mok 



ITr-ny bertiimtu fiiDc’.ffili ±ai, Ccnr.’l; Prio li 

;iouei’iu\"lx-ii :-ou*.i::^’»ii^yo ';>.-. ita'c; t.-w'.j c-.w.pr '&•*&'&'»■ v.'' 1 '.* 

\\ Bar.n yvAvUi eeubilra ribu «-.Si" , /y »'.vsviic-'V‘;:i v - 
:;';C‘ter pai'scsi ) cIo:i^-,.u ‘u. i tr , .« - br.tce koI-cX-'-i : 

U t c r ci i Hel Kcretr, ' At) i/Jclc r. R3 . 

3 o 1 r. t r, a : Gr-rupnii adir.y Select. 

Haul s tirsapcu cdi*. Ur.litiiiL’.t/.e, 

2 c. j? t ; Jr.lrJi 3iv_ l u jfmool* 


IIcccxL-'.tfji Tc^^ung Prio!: Ut«r r * 


diraaia dieebuttaa tuihwr. : 


Attr.lsli sebasai pBisilils/pcncc^Kip tcrriiiii’ pr-da tGivJi terscbut 

Dcr.aJiira rckordoi’ui.si ±ni iH’.r.t iKVfcuI: Sayssitlivjj-a pe:i"tir*d^i’. 

occufttti irdaira i>r.£a Irutoi* v.-aiiotr. VV'rr. uy 0*srWr iiTub; 



Afirci'ia JrA::\r*« Utrav. 









Jsiars Laiud* Yqi Sud»r» 27 — 20 
TsUpon ! 481000 

JAKARTA 


Taftiung PriaW 


Nomof 


1 (aatu) berlcaa* 

i’€noelaflaV R9 ^®* a5i ^ B:i pyr- 

jwahaaaxi Surai . I jiii S*aB» n juicaa. >. 

;pr* 


Lampuan 


¥pp«i« m. i 

Bapaic Gubernia* X31CL Jakarta 
up. Xapaba BA zggs&oxat Agraria 
Jaian Kasd9kd|-^|at»tt #o« S~S 


Psrinai 


SebuboigBn dengan suret PT. SJANA PSJJAXA EUAU tfi£^SQ$pg87 No.?< 
SPH/Vl/87 yang ditujulcan kepada Bap ale Oubaauvcr XPO Jakarta SPOT 

tgl. 20~3”1986, bsrkenaan dangan permohonan SZPFT dari PT. BUlSiJ’^nBIiATA - 

.EIJAU at as teaaia. yang tarlet&k di t 


Kalurahan t Papanggo dan SunterV^gyng 

.Xeoaaatan i Tenjwag Prick 

. kilayah Kota i Jakarta Utaxa 

Luas i a, Teraaauk Kelur^hian Papanggo S3.655 k2 

b. Teroasuk Kelureha^ Sunter Agmg 16.420 M2 

Jvnalah t 105.075 H 2 . 

Sabagai bahaft pertimbangan Bapak dapat kaal aanpalkan penjalaasn-psn- 
elasan sebagai berlkut s 


TANAS i 


Bahva status tanah terdiri darl tan eh Negara (garapan) eeauls at an naaa 
Zubaideh Ge. yang diaarahkan/dialihkan kapada FT. Buana Pansata Hijau. 


a. Serdasarkan Surat Pemyotaan Psnyerohaa Peagalilian Ga- 

Ko . 347 / ai-^^u/i 9i^!^SS^9SSSSSS^iSSS^S^SSSSa^ 

garapan eopangnya kepada 23y. Widya Soeaanti, ssluaa 
i 4.900 U2. 

b. Serd asarkan Surat Ppayeraban tgl , 15~7”1982 yaag diketa- 


—iiwiii ■iiminii %, 2 q 1 a 7 , t -m/*/*, 

babwa Ifir. Uidya Soesaati telah laeryerahkaa hsk gargpan 
tanebnya tepada edr, Yoa Soeyoao yang bsrtiudak rntuk 
dan at a a name IT. SEI DOMES, ssluaa .................. 

a. Berdaaarkau Surat Pemyqtaa n Panyerahaa Pangsl dB^n ' Oa- 

No. 250 / 01 ~ 6 ^U/ 73 1 baiwa adr. Zubaldah tel ah naiyerahkan 

garapanaya kepa&a, Boaifaoius Ik on Narpati. ssltsas + 

4.950 M2. . , 

b. 1 5*"7“' 1 ^® 2 yang dike- 


vv.'^fa sir. So&ifaoiua Sfan Narpati tel&b awiyaxahkan 
bak garapan tanah teraobut kapada adr* Xos Soeyono 
yeas bertindak untuk don at as naca PT. SSI DOM2S, 
seluas ...............;.......... *.............i..*., 







^uk. -dan at»I aonivHf. Sfll DQJJE3% 
i&G&y&Fokk&n. iiak gaxajpanqy& kapatla Hamat h Jit mo 2*muipyo ywng 
frortiMak mtuk Ugaatas aaaa ET, Km HaaitiPX Bmp. iu» 



















































RSSTOGI 


’OammeBrnm 

IMm 




Mpindahlcan ; 


Bexdaaaarkgn Surat Perjanjian Oanti Rugl Qarap t 


sdr. E. Tagor Moeda Dallaoenthatolah isa^pajii^^on^pericaii 
hak "tanaii garapannya kepada sdr. Hamzah Atmoband©jo^Bonifacius 
Iwan N&rpati dos Slaaat Setiadis ketiijEnya bortInjakOStojjk.i dag, 
at as naoa FT. BUAJfA FERJ1ATA SUAU, seluas ..»>■£.«*•• > 


Bah.wa sobagiarL dari taiiahseluas 229.422:J>I?$erl8tak diluar lokssi 
yang diraohoo dan beidasarlccn Pata Gaabar^^fcuasi basil peugukuran 
dari Sakai Psndaftaran Tanab Kantor Agrariy^ Jakarta Vteura tgl. 
10 - 8-1967 2Io.228/kH/1987j tanab yang 'di«joaon SIPPT ay a seluas » 
88.655 M2- 

Berdasaxlcan Surat Eetorangan dari Lurab-Jfeppnggp No. 138/1-20/87 
tgl. 2-9-198?j babwa PT. MAHA PEHHAffA E^pJf.telab monguasai tan#b 
seluas 88 . 855 .M 2 tersebut dan tid®k ada iaasilati/seagfceta* 


Berdassukaa--Surat Perjanjias Qanti Rugi GaraP tgl. 16-12-1172 

babwa Ny. Marinton ilajjto Poerodjo tolab menyars h ka n gar span 
eapangRya kepada'.Slaniet Setiadi , luas ± 64*350 M2* 

Berdasaxlcan Surat Penyeraban tgl. 16 - 11-1984 yang diketab.ui . 


Slamet Setiadi tslab neajrerabkan bale gsrapannya kepada 
Haazah Atmohando jo yang bertind&k untuk dan at as naoa 
PT. BUiEA PEEMASA HUAU, seluas.... 1 

3abw f a- debases dari tanab seluas 64 .390 M2 tarletak diluar 
loJsaei yeas diu»bo» dan bezdasarkon Pets Osssbar Situaei 
dari Seksi Pondaftaran fanah Kantor Agraria Jakarta Otar a 
-ttfL. 10-8-1987 No.229/1^/1987, tanab yang diaoboa SIPEP nya 
saluas 16.420 M2. 


PPHHHH yang sebagian terletak diluar lokaei yang dlaohon, 
dan bexdaaarkan Peta Carabsr Situasi basil pengukuran dari Sakai 
Peadgftaran Tanab Kant or Agr&ria Jakarta IHara, tanah yang dlnoboa 
seluaa 88.655 M2 + 16.420 M2 • 105.075M2. 


Babva 






















BSpSii 


EBpMMBgaBMMaij 


' 


B&hva diatas tan all taraabi# naeib ada babarapa paoggarap (Bdr.Korea 
dan adr.Yo nq O a) yang Baras a b*X\sa dibsbankan gaxapasnya oleh 

..is.. wa imm. mm.. 


n. keadaan tanjui « 

Pabva diatas tea ah ters&but maslh d&laa-^cgafdaaQ 'kosong jane aerupakaa 
empaxiB dan balwa diurug, deagan bat aoff^supa'-' patok^patek dari lcayu 
dolken, ’disane tanda2 baton aebasiar. auAjiii'iPuBAJc don'' hdlaag, hingga 
tidolc terlihat lagi taadefi batasuya. 

HI. ASPEK TATA CHINA TANAS i 

Tia^auan dari eegi Tata Ouaa Tanaftr kani saapaikan aebQjjilBana t^rlaopj 

IV. Bahwa Er.BUANA PEHMAIA HIJAU di&irajtan dengan akta Not aria Baden Ssntoe 
tgl, 4-4-1964 No. 10, toiah disahkan^olsh Mastari Kehakjflaan B.I. tgi, 

20 Jia^i 1964 No. 02.3471. 2 r. 0 £. 01 'iTE,S 4 . 

Beailcian poajeiasaa knni aehubungan dengau status dan kead&on tanah 
diaaksud, porfcimbangun don kaput us an Eislan jutaya kscai Borahkan kepada Bapalc. 


-Z2DTA JAKARTA UIABA 

Xs Ssator Agraria, 


NIP.010025710 


1. Bapal; Naguib Bidaag Ul/pombangunon 
2., Sekrataxio 3PUT- 
3. Kopela*.Diaas Tata Kota DKI Jakarta 
A, Bapsk Nalitota Jakarta Utara* 

5V Hf. BUANA PEEUATA HI Jiff.- 










DEMI KEADILAN BEHDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


Pengadilan Tata Ueaha Negara Jakarta yang - 
memeriksa dan mcngadill perkara Sengkatk Tata Usab 
Negara dalaic tingkat pertama yang berslflang digedu 
yang telah disadiakan untuk itu di'Jalan, Angkasa I 
Nomor 24 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur,telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini da 
perkara antara ; 

EKA FEBANO NARPATI, Wargane'gara Indonesia, 


Pekerjaan : i 



:n r . IS'r 



1 

} 



mmmm beralamat d± Jalan Garu 

Nomor 99 Jakarta Pusat; dalaa ha 
• \| 

kedudukannya bertindak untok dan 
nama PT. Narpati Estates memberi 
Kuasa kepada R. RAMBE,' SH.,.Advo 
Pengacara pada Kantor Advokat da 
Pengacara R. RAMBE,. SH. & ASSOCI 
beralamat di Jalan Karya Raya No. 
Daan Mogot, Jakarta Barat, selan 
disebut sebagai PENGGUGAT ; «—»— 


| 





berkantor di Jalan Merdeka Selat 
Nomor 8-9 Jakarta Pusat, selanju 
disebut sebagai EERQUGAT 












Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; 

Telah membaca dan mecneriksa barkas perkara; — — • 
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan. 
Tata Usaha Negara Jakarta Ncmor l60/)?EN-MH/PTUN-JK!r/1991 
tertanggal 8 Januarl 1992 tentang Penunjukan Susunan -- 
Majells Hakim yang raemeriksa dan menyidangkan perkara - 

t. ersebut; ----- 

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis —— 
Hakim Nomcr 160/PEN-HS/PTUN-JICT/1991 tertanggal 2 . 3 ~—— 
Jar.uarl 1992 tentang Penatapan Hari Sidang Pemeriksaan- 

Persiapan yaitu hari Pabu tanggal 5 Februari 1992; - 

Telah meraeriksa surat-surat bukti dan mendengar- 


kan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta- 


u,?/Than den gar kari keterangan saksl-saKsi; 


*y 

t V 


V '-N 


tv \ v-ft >\ 
jUKI V': V; 

S'-7‘ "'i i i■ 

> -* < / 


'TENTANG DUDUKNYA PERKARA 


Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat 
Gugatannya tertanggal 18 Desember 1991 yang dlbuat dan r 
dltanda tangani ole.} Kuasanya telah rnenggugat Tergugat; 


Surat Gugatan mana dlterlma dan didalftarkan dl —™—. 
Kepanlteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
pa da tanggal 19 Desember 1991 dibawah Register Nombr 
16 0/G/1991/Tn/PTUN- J KT.> yang pada pokoknya berbuniri — 


sebagai berikun ; • 

Bahwa Penggugat dengan Ini mengajukan Gugatan terhkdap 

I , 

TERGUGAT, rasngenai Suratnya Nornor tanggal — 



yang terkena Jalur Hijau terletak di Kelurahan Papanggo 


dan Kelurahan * ,.1* TTtifi . 










Ihi 












dan Kalurahan Suntor Agung, Kscaraata.n Tanjung Prioit, 
Wilayah Jakarta Utara (Bukti P - 8); 


ADAPUM DUDUKNYA PERKARA SBBAGAJ BERIKUT 


=BSS3 


Bahwa Tanah Garapan ini diperoleh dari Departamen 
Kehakiman/3ala± Harta Peninggalan Jakarta, aesuai 
dengan Akta Nomor 182 tanggal’ 15 April 1973 yang 
diem at oleh Notaris Nyonya SIT I MARJAMI 
KOLBIOEN, 511., (Bukti P-55 berdasarkan Putusan — 
Nomor 6/1972 Pailit, Pengadilan Negeri Jakarta — 
Pusat tertanggal 25 Oktober 1973 (Bukti P-6)j 


Bordasarka ,n Surat yang telak dikeluarkan TERGUQAT 
dengan Nomor 331/1/7111 tanggal 25 Januarl 1991, - 
Perihal : PenjalaBan Empang Garapan Atas Hama. —. 


PT. NARPATI ESTATES & WOK AIT N Aid? ATI yang terletak 

1 

dj Jalan Baru R,E. Marthadinata Ht.006/RW.06, —— 
Krlurahan Sunter Agung, Kecaaatan Tanjung Priok, - 











































KEPUTUSAN KAKANWIL BPN JAKARTA 

TENTANG 

PEMBER1AM HAK PAKAI 
TAHUPJ 2003 

151: 

1. Gambar Lokasi SK HAK PAKAI yang dimohon PEMPROV DKI 
JAKARTA tahun 2003. 

2, SURAT KAKANWIL BPN DKI JAKARTA NO: 1055/0-9/PPS & 
KP/2009, tanggal 20 ME12009, kepada JAKSA AGUNG MUDA 
INTELIJEN Ub. DIREKTUR EKONOMI dan KEUANGAN. 













GAIV1BAR LOKASI SK HAK PAKA§ YANG DllVIOHON OLEH 
PEMPROV OKI JAKARTA TAHUN 2003 


No:003/01-530.2-09.05-2003 
Luas Tanah : 30.245 m2 


Nb:018!13-530.2^9^05-2003 


LuasTdhah:28.fi4liri2 

; i' ikji-A 4 v •;/ . • 

■ • 'v ? •= 




jl LETAK TIDAK DiKETAKUi 


No :016/11 -530.2-09.05-2003 
Luas Tanah : 6.155 m2 



=trt^-7>:V. 



%%%% s ' y . 

^•*5 i 

. f- * 


Vt ; “1 : . 





sssfii 



j? fiS •jfa' 3 e, vl u r<‘* 
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Jatan Taman Jatibaru No. 1 Telp. 38515150 - 3847819 Jakarta - 10150 


wmor 

.amplran 

5 erihal 


(orr /0-9/PPS & KP/2009 




Kepada Yth.: 

Ub. Dtrsktur Ekonomi dan Keuangan 


JAKARTA 


Sesuai permintaan iisan dari Jaksa S.l Limbong, SH tangga! 
19-05-2009 yang disampaikan kepada kami perihal permintaan tertuiis 
tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 003/01-530.2-09.05-2003, No. 006/04- 
530.2-09.05-2003, dan No. 007/05-530.2-09.05-2003 tentang Pemberian Hak 
Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas 
tanah yaRg terfetak di Jalan Pengadilan, Keiurahan Papanggo, Kecamatan 
Tanjung Priok, Jakarta Utara, bensama ini dapat kami sampaikan haf-haf 
sebagai berikui: 

1. Bahwa sesuai dokumen/warkah yang ada di Kantor Wifayah BPN Prov. 
DK! Jakarta setelah kami pertiatikan secara seksama, proses penerbitan 
Surat Keputusan Kepaia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiona! 
Daerah Khusus ibukota Jakarta j© 003/01-530.2-09.05-2003, CSfi,. 
006/04-530.2-09.05-2003, dan (No} 007/05-530.2-09.05-2003 teidh 


2. Bahwa di daiam Diktum keiima Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai 
tersebut di apabila penerima hak tidak 

mendaftarkan hak atas tanahnys'" " 


3. Bahwa selain itu, daiam Diktum keenam SK Pemberian Hak tersebut di 


Jakarta (penerima hak) untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang 
bedaku. 


Demikian untuk menjadi maklum. 


K£P^KANTOR WILAYAH 

NASIONAL 

//'¥ PROVlNSl^mJAKARTA 

Dr. ^fcfe^-AcHSAN. 

NIP7T9B202S9198703 1 002 
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gWWBgWMWWpwwa pwwwiawpwWBB. rvs.t,w rvnnniN r^r^bo i.;; 
fDAN SUNTER AGUNG,; KECAMATAN TAN JUNO PRtOkTKOT AIMAD^JAKARTA 

OTmrnOTr^FT’^UNG PODOMOR'Q KSPADA PEMERINTaH PROVINS! 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 


ADH, m a fCELIIRAHAII 


Pada fl ari ini, Jum‘at tanggei delapan bufan Juni tahun 

dua ribu tujuh yang bortanda tangan dlbawah ini: 

Wbllmaft' - Direkiur i PT Aguhg Fodomorb bertempat tinggai di 

Jalan Agung il Blok l 4/128 RT Oil Rw ois, 
Kalurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok. 
Kotamadya Jakarta Utara. 


Dalam ha I ini manjalani jabatannya selaku Direkiur 5 
Perseroan Terbatas (PT) Agung Podomoro oleh 
karena Hu berwenang bortlndak untuk dan atas nams 
PT Agung Podomoro s.abagafmana Anggaran 
Dasarnya telah diumumken daianr Barita Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 97 tanggal 5 Desember 
1975 dan lerskhir diubah sebegaimana lercantum 
dalam akta Nomor 30 tanggal 8 Agustus 1938 yang 
dlbual clah Mlsahardi Wiiamarts. S.H. Notsris di 
Jakarta, 


ft Sutiyosc 


- Sedangkan untuk meiakukan perbuatan hukum yang 
akan disebut di bav/ah .ini, telah mendapat kuasa dan 
persetujuan tartulls dari Komisaris Utama (Ny.Sri 
Wulan) PT Agung Podomoro sesuai dengan 
persetujuan No. TOO tanggal 3 Agustus '19BB, yang 
merupskan baglen tldak tsrpisahkan dengan Berita 
Acara Serah Terima ini. 


Uniuk selanjutnya dlsabut sebagai PiHAK PER.TAMA. 

berkantor di Jalan Medan Merdeke Selatan Nomor b- 
9, Kotamadya Jakarta Pusat. 


* Dalan hai ini menjalani Jabatannya berdasarkar. 
ketentuan Pasai 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
20.04 tentang Pem®rintahan Oaerah, oleh karenanya 
sah bsrtindak untuk dan atas nema Pemeriniah 
Proving Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

- Untuk selanjutnye disebut sebagai PIHAK KEDUA 

Bahwa masing-maslng plhak bsrtindak deism jabatannya sebapaimans tersebut di 
atas,dengan terlebih dahuiu memperhatfksn ksientuan dan hsl-hai sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 199S, tentang Pemerlntahan Proplnsl Daereh Khwsus 
Ibukota Negara R@pu.btik Indonesia Jakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Ptemerintahan Dseranj 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengsloiaan Barang Miiik 
Negara/Daerah; 


4. Peraturan Menterl Datam Nageri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengalolaan Barang Mllik Dasrah; 






















b Peratu/an Daerah Nomor 17 Tahun 2004 leniang Pengeloisan Sarang Daerah; 

Q Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2001 tentang Psnetapan Perhitungar, sisa 
Kewajiben Proporsfonal .para Investor Developer dj wflayah Ke^a Badan Pengawas 
Pslaksana Pembangunan Ungkungan Sunter Provinsi Daerah'Khusus Ibukota Jakarta; 

7. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 lentang Tata Cara Penanmaan Kewajiban 
dari Para Pamegang SIPPTkepada Pemerlntah Propinsi Daerah Khusus Ibukota'Jakarta: 

8. Surat Gubernur Kapaia Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Nopember 1973 
Nornor 2881/A/K/BKD/1973 dan Surat Gubernur Kapaia Daerah Khusus tbuKota janana 
tangg 2 l 22 Desambar 1983 Nomor 6170/XII/19B3 tenteng izin Psriunjukan Penggunaen 
Tanah seiues ± 301,7553 Ha yang terietak di Kelurahsn Sunter, Kecamatan Tanjung 
Priok, Kotamadya Jakarta Utara. 

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima 

m 1 yang terietak di Jalan Rumah Sakit Koja Kalurahan Papanggo dan Sunter Agung. 

Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dengan ketentuan sebagai benkut. 


°!HAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA 
menerima untuk dimillki dari PIHAK PERTAMA tanah yang terietak di Jalan Rumah Sakit 
Koja Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, "Kotamadya Jakarta 
Utara. dengan rincian sebagai berikut. 


| NO. 

Jenis yang diserahken 

VsIuts -| ■ NMAsm . ■ 

Keterangan 

! i. 

i 

Tanah PHU (tanah kosongj 

2t5.335,99 737.395.249.809,00 

_L . _. 

l 


Jumiah S.eiuruhnya 

mBB 



Tarbilang : Tujuh ratus tiga puiuh tujuh miliar tiga ratus ssmbiian puluh lima juta dua ratus 
empat puluh sembllan ribu deiapan ratus ssmbiian rupiah, 


Pass! 2 


Penyerahan iana n sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 iflaRndpska^g Ae wai^an 

prpporsjpnsJ dari 7 (tu/yH pnvesictf *Qeve!opar (Pangembang) di wiiayah •" 


Kotamadya Jakaria 


Utara, masing-masing 



PT Agung Podomoro; 
PT Prospect Motor; 
PT indofica Housing; 


* * 1 i»i« 

'll PT Yakln Gloria 


’embangunan Jaya, 


MMui s^NTRisdSfiirm 
HARASS MMM'W 


berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223 
Tahun 2D01 tentang Penetapan Perhitungan Slse Kewajiban Proporsional para investor 
Developer dl Wllsyah Kerja Badan Pengawas Pslaksana Pembangunan llngkungen Sunter 
Propinsi Daarafi Khusus ibukota Jakarta yang dalam penyerahannya di wakili oleh PIHAK 
PERTAMA. 



tki> 



PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa tanah yang. diserahkan 3 ebagaimana 
dimak su d pad a P^M ^ I ^d^^toadean baik sesuai^dengan stendar yenjj telah dltetapken, 

Wperjualbellkan/dja^^^feiSaljSS?^^©^?^^, tidaktertkatsebagai aaunan. 
lidak disewakan serta babas dari beban lain dan/atau semscam .itu, apabili ada 
tuntutan/gugatan dan sangketa dengan PiHAK KETIGA, baik sekarang maupun di kemudian 
hari. maka hal tersebut sepenuhnya msnjadi bebem dan tanggung jawab PiHAK PERTAMA. 


Pasal A 

(1) PiHAK PERTAMA selain menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud daiam Pasal i 
maslh berkewajiban untuk meiaksanakan kswajiban yang dl$©tapkan daiam Surat 
Gubemur Kepafs Daarafo Khusua Ibukota Jakarta tanggal 17 November 1973 Nomor 
2381/A/K/BKD/1973 dan Surat Gubernur Kepaia Daerah Khusus ibukota Jakarta tanggal 
22 Desember 1983 Nomor 817Q/X1I/1983 seiambet*iambatnye 1 (satu) tahun sajak 
ditahdatsngani Berita Acara Ssrah Terima Ini. 

(2) PiHAK PERTAMA berkewajiban menyeiesaiksn sertifikat tanah yang diserahkan menjadi 
sertifika! atas nama Pemerlntah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seianjutnya 
diserahkan kepada' PIHAK KEDUA meialui Biro Perlengkapan Setda Provinsi Daerah 
Khusus ibukota Jakart3. 


Pasal 5 

Apabila PiHAK PERTAMA tidak meiaksanakan itewajiban sebagaimana dimaksud daiam 
Pasal 4, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi sasuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang bertaku. 



Demikisn Berita Acara Serah Terima in! dibuat dan ditandatangani pada hari dan 
tanggal tersebut di atas daianri rangkap dua, masing*masing bormet&rai cukup, satu 
.Ksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eKsemplar untuk PiHAK KEDUA, 


PIHAK KEDUA PiHAK PERTAMA 
















"I 



NO 

| 

ll:s 


TANGGAL 

SPH 

mm 

i 

_ _ J 




I SURAT PELEPASAN HAK (SPH) 

l iors. H Oady Hamid j 

08-Agust-90 

S55 

■ J 1 


IQ.351 






2 

Drs. H Dady Hamid 


08-Agust-90 

420 





10.870 






3 

Drs Socyono ( PT Sinar Mas Sunter Jaya) 


12-Sep-90 

60.614 



* 



4 

Annie Sumanti 


lB-Sep-90 

6.277 



- 



5 

GWIH Kasuma, St 

mmrnmm 

26-Sep-90 

33.131 


Jumlah 


L _ J_____ 


CGNSfGWATIE 

1 

[penawarnn Konsignote dari BP3L suntef tanggal 20 Mei 1994 melalui Pengadilan Ntfgcri 

1 

Jakarta Utaru atas tanah garapan: 


j 



pt Susna Pei mpta Hijau- •:>- t ZZ'M 

. : •_■ .■■ / 

j - IV? : .*■ 

mgzmmmsm 


PT Narpati Estate ; tv : 

•■■'• :vr* &T'' 1 r V-Y.'.'/T j" 

! 

£?y . : ; :;.Tr 1 ^29.451; 


iumlah 

95.225 


JUMLAH LUAS SURAT PELtPASAN HAK OAN CONSiGNAT'E 


217.453 





ttrtLMN Ffci'ibfcWUAU mvifcSAPJGUNAiM ULtH FHNGEMBANG 

WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA 


Oanau Agung Hi No. 5 Sunter Agung. To. PrioK Jakarta Utara 
Telp. 64S 9767, 6471 1214, Fax“ 645 3612 



KcCe °oi ' 43 S 0 



Pads n;iri ■ni <>i i ^ »*i i ' tahtm OtiA 'RIBtu 

DSLAPAW, t;X.^.;^^iyang aertantfa tangan di S?awa- tr. • 


Name 

N!P 

J a z* 3ta n 


If. H, HAMOl 
470056544 



Wilayah: 


» sesuai dsngan 


Keputusan Gubfrnur Prcivinsi DKi Jakarta \‘omor 1332QQ4 tanggal 


1,3 Januari 2004 

Yang saian/utnva d-sebui dengan PIHAK PGRTAMA, 


Kama : DR5. H. RiYANTO, M.S1 

NIP : 470037557 

Jabatan : KepaiaSIfO Periengfcapan Setda Provinsi OKi Jakarta 

Yang selanjutnya disebut dsngan PIHAK KEDUA 


Der.gari ini PSHAK PEfITAMA tefah reenyarahkan Surat-surat asfi Penyerahan/Pelepasan Hak 

(SPH) kspada PIHAK KE3UA antara sain : 

jL. Surat ^enyerahan/Peiepasan Hak C PH) Tanah areal WWufc Sunter Utara dan Rumah Pompa 
y 3 r,g terletak di Keiurahan Sunter Agung, Keiurahan Papanggo dan Keiurahan Tanjung Priok 
Kecan'atan Tanjung Priok Kota Abm. Jakarta Utara terdiri dari 1 (satu) bundei 2Q (Oua puluhj 
berkas tsrlampir. 



3. Surat Penyerahan/Pi-Jepasan Tanaman areal VVaduk Sunter Utara yang terletak di Keiurahan 
Papanggo dan Sunter Agung terdin dsri 1 {satu} bundei 3 ftiga) berkas terlampir. 


PIHAK KEDUA teiah mwerima Surat-surst Psnyerah an/Pelep358f1 Hak (SPH) 2 sli dan PIHAK 
PERTASVSA dalam keadaan baik dan lengkap secsrs keseiuruhan, dan selsnjutnya keberadaan 
pemeliharsannya msnjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, 


3erits Acsra 


•• i ~ firs 










Berita Acara 

ketentuan yang sama. 
PIHAK KEDUA. 


in ’ dibuat ranskan 2 {dua ^ masing-malng bermaterai cukup dengan 
1 fsatu) rangkap untuk PtHAK PERTAMA dan 1 fsatu) rangkap untuk 


Berica. Acara inimmpakm -s$ti: : :k&satitan; y $$$dipisatiksn - dengan 
^piran Surat No. 53^1.711 tanggak 9 Ju!i ^2008, .Peri*ai Penyampaiah SuraHurat ask 
Peny£ranan/Pe[epasari Htit (sph) area! Wdd^Suritem^Rtirpah Pomps dln Tama« BMW 


PIHAK KEDUA 

KEPALA 3IRO PERLENGKAPAN $ETDA 
PROV1NS! OKI JAKARTA 



DRS. H. RIYAiMTO, MSI 
NIP 4700375S7 


PIHAK PERTAMA 

8ADAW PENGEMDAU PEMBANGUNAN OLEH 
PENGEM8ANG WILAYAH KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA UTARA 
(XSekretarfs j 



ir. H. HAMD! ^ 
NIP 4700S6544 






















Diperuntukan Tama n BMW 


08-08-1990 


" No, 1443/W-6/UW1977tanggal 04 08-1977 
■ii ;■ O.'sja-SitHas! 


Diporuntufcan Taman 


TanaiVDaugu/ian 


Sural PelnpasaiUHak lunat, sosuaijSuial lanijgjdDR 08-.1990 
dari Drs H Dody Hamid kepatia lnttalma K HaSmuii 
Surat IVicriyaiaan sunuai Smart i.'iiii^al Oh an- 


08-08-1990 


fits H. Daily Hamid 


«. f'eu Siiuasi. 


Uiporunlukan Taman BMW 


Tanati/B anff. 


a Sural Pelepasan Hak Tsnahsesuai Sura; laiwgai. 12-00-1990 

dari Dr. Soeyono k epada rti halraa kBafonan _ 

ii Surat Pctnyataan scsualSmat tangqal. 12-09-1990 aus riamo 


Dr. Sneynnn 


ii Sural Keterangan Lurao Paparaigo No. 27/1 71101 


tanggal. 124*31690 


Diperuntuka n Tam an BMW 


a Surat Pplc paskfi Hak I anait s«mnf Surat tanggal 18-0 9-1980 

dart An nie Surn anii kijpaUa Iriiiatma k llaiiniim.__ 

t> Surat Peroyatean iesuai Swat tanggal. 18-05-1030| atas no*oa. 

An nie Sumanti. ......... 

c_ Suralkesaksiantangg al 08 -0S 10H0 ___ 

d Surat Pernyataa n pecselujuan tanitgai. 04 April UIG4. 


18-09-90 


ra|(Bertnatorai Rp, 1000) 


Diperuntukan Taman BMW 


a Surat Pehrpasan Hak Ttmaii sesuai Surat tiunigal. 2G 09-1990 ' 
<ln r i GM H Kesurna, S£ kepaiia f rihatma K Hsliman 
b Surat Pctnyataan_Asli sesuai Sural tanggal 26 09- i 1130 

atas nama GK4H. Kesuma. St. ___ 

t: SutatKiilcrangan Luraii Suntei Ayung No.016/1 i 11 1/11/1/1991 

tanggal O9-01-1S91. .. 

ii Sural Tanda Bukti Laporan Pemgaduan daii I’olres Jakul Wo. 

. 228/SKET/B/XI/ 90/STPK tanggal. 21-11 -1990... 


lanah 


b f’et{a s Sifui»st. 


— - 


- --I 

4 

— 

4x666"' 

■i- 


U'tAuZCiy 










s| 1 aT 




















































Jakarta 


Nomor 

Sifal 

Lampiran 

Hal 


: 847/-1.711 
: Segera 

: Fenyerahan k&wajibsn sertifskat' 
DKt Jakarta .. 


Kode Pos: 10110 



Kepada 


jin. Agung ii Blok I 4/1 2 
RT 011/016 

di 


Jakarta 



Sehubungan dengan Benia Acara Serah Terima (BAST) tanah yang 
terietak di Jaian Rumah Sakli Koja KaJurahan Papanggo dan Sunter Agung 
Kecamatan Tanjung Prlok, Kota Administrasi Jakarta Utara dari PT Agung 
Podomoro kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggai 
8 Juni 2007, dengan ini saya berttahukan ha!-hal sebagai berikuf. 

1. Sesuai dengan ketenfuan Pasal 3 jo Pasai 4 ayat (2) BAST tanggai 8 Juni 
2007 yang intinya : 


2. Atas obyek tanah yang diserahkan oieh PT Agung Podomoro kepada 
Pemerintah Provinsi DKi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam BAST 
tanggai 8 Juni 2007 tsrsebut, saat ini dalam psmsriksasn Kejaksaan Agung. 


Berdasarkan hai tersebut di atas, agar PT Agung Podomoro 

menyeiesaikan pormasalahan dimaksud,- _ 

tanah dan menyerahkan kepwliProvinsi OKI 
Jakarta Apabiia isngka wakks .tersebut 

tariampaui dan PT Agung Podomoro belum menyalesaikan kewajiban 
dimaksud, maka Pemenntah Provinsi DKi Jakaita akan mempertimbangkan 
kembati perizinan yang teiah ditarbitkan terkast dengan BAST, 



fembusan: 

I. Gubemur Provinsi DKI Jakarta 
l Wakil Gubemur Provinsi DK! Jakarta 
t Jaksa Agung Muda intslijen Kejaksaan Agung 
i. Asisten Pembanaunan dan Linokunosn HSduo Sekda 










FAKTA LETAK tanah dalam 5 Surat Pelepasan Hah (SPH) sebagai fampiran Berita Acara Sarah Terima (BAST) dan FAKTA LETAK Taman BMW 


KALI ANCOL 


8ATAS KELURAHAN 


JL. RE. IWARTAMMATA 


KE ANCOL «• 


KEUIRAHAH 


SPH dari DADY HAMID 

Saluss 11*290 m2 ■ di Kai. Sunter Agung 
(Garnbar Lokasi: di KbI. Papanggo) 


> fiiUii;alisif I .ursh Sunter Agtinc) 

> Asti! tanah Dady Hamid dan Uwas Bin Laing. 

> Tanda langan Dady Hamid dan Uwas di SPH 
tampak berbeda dengan lamia langan yang 
barEangkutan di KTP, KK, dan Paeport. 

> Dihadapan Notaris Uwas dan keiuaroanya 
monysingsah, tidak pemah punya dan lidah 
pemah T.enjuai tan ah. 

> Pemyaiaan R. Hamidi dihadapan Notaris 
bahwa Drs. H. Dady Hamid tidak pemab 
punya dan tidak parnah manual lanah. 


SPH dari ©MM. KESUMA 

Seiuas S3.131 m2 - di Kel. Suntep Agung 
(Garnbar Lckasi: di Kel. Sunter Agung) 


TANJUNG PRH 


SPH dari AHNSE SUMAlMYS 
Seiuas 6.277 m2 - di Kel Sunter Agung 
(Gamfcer Lokasi: di Kei. Sunter Agung) 


> CltegflilSf Luraii Suitter Agung 

> Sura! keterangan dari Duku Dinas Kependudu- 
kan den Catalan Slpll, mnnerangkan nomor 
KTP Annie SumenS tidak tenatot dalam data 
base iiependudukanltckoft fikiif) 


SPH darS BABY HAMID 
Seiuas 10.916 m2 - di (Id. Sunter Agung 
(Garnbar Lokasi: di Kel. Sunter Agung) 


> Diksgallar Lurah Sumer Agung 

> Asal lanah Dady Hamid dad Uwas Bin Laing. 

> Tanda tangan Dady Hamid dan Uwas diSPH 
tampak berbeda dengan tanda iungan yang 
bersangkutan di KTP, KK, dan Paeport. 

> Dihadapan Notaris Uwas dan keluaiganya 
srtetiyarjggsh, tidak pemah punya dan iidak 
pemah menjuai lanah. 

> Pemyaiaan R. Hamidi dihadapan Notaris 
bahwa Drs. H. Dady Hamid tidak pemah 
punya dan tidak parnah manjual lanah. 


KE3IMP ULAM s 

1. Jumlah tuas tanah rlaiam S a PM 132.223 m3, tld.uk aama dengmt has yang tertsiiis diitarn BAST 265.335,90 m2. 

2. Para peiepas hal: MENYAHGGAW, bararii SPH FIKTiF. 

3. Lelafc !arsaJ)*tsra8h dalam SPH fattens Tawaw* BMW. 

4. Memasokoft Taman BMW sebagai AassS Pwnprev DW yang di tteaaritan BAST adatah ftsMOSKNI MCUMAN HUKUM. 

5. Taman BftlfW sebagai asset Pornprov DK{ .Jakarta ndalaii hKTIF, seliinggn menhnbultuttr >L£S13<StAH WEGARA Rp.737.303.24S.S03 


SPH dari B&. SCJSY& 
Seluas 60.614 m2 - di Kel. Ps 

(Garnbar Lokasi: Tidak £ 


V Lokasi tanah hanya disebut di R1 
Kel. Papanggo (lokasi tanah yan 
jelas f tidak ada Iampiran garnbar 

> Dilogalisir Lurah Papiwiggo 

H Tanda tangan Dr. Soeyono dl 5 
berbeda dengan tanda tar 
bersengkuten dsiam surat lainnya 

> Pemyaiaan anak dan iatrl 
dihadapan Notaris, yang m 
bahwa aim. Dr. Soeyono buka 
Sinar Air Mas Sunter Jaya dan ti 
punya dan tidak pemah menjual It 

> Istri Dr. Soeyono Juga menyangt 
tidak pemah menjadi komisarls t 
Air Mas Sunter Jaya sebagainr 
dalam SPH. 


> Diiegaiislf Ltirah Suntsr Agung. 

> Tanda tangan GMH Kesuma di SPH tampak 
berbeda dengan tanda langan yang 
bersangkutan dalam surat lalnnya 

> Pemyaiaan anak pertama dari GMH Kasuma 
I yang menyonggab bahwa tanda tangan 
I bapaknya dalam SPH adalah pals u clan tidak 
I memiliki tanBh separti dimaksud dalam SPH. 


Keteran ga n; 

■ Tanah yang diserahkan pengembang 
kepada Pemprov DKI. 

Tanah rakyat/ Taman BMW 

" ™ « Bates Kelurahan. 
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 


NOMOR 


758/2011- 


TENTANG 


PENUNJUKAN DiNAS QLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINS! DAERAH KHUSUS 
' " JBUKOTA JAKARTA SEBAGA! PENGGUNA BARANG MILJK DAERAH 
PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
BERUPA TANAH SELUAS 265,335,99 M* YANG TERLETAK Di 
JALAN RUMAH SAKIT KOJA. KELURAHAN PAPANGGO 
KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMfNISTRASI 
JAKARTA DTARA 


DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUEI'IGHiLANGKAM 


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 


Menimbang ; |a. bahwa uerdasarkan Berita Acara Seran Tahma (BAST) tanggal I 
\ 8 Juni 2Q07 teiah dilakukan serah terima dari PT Agung Podomoro) 

1 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ] 

j berupa tanah seluas 265.335,99 m 2 (dua ratus snam puiuh lima ribu ‘ 

| tiga ratus tiga puiuh lima koma semb/ian puiuh semoilan mater 

| persegi) yang berasai dari kewajiban invest©* developer 

j (pengembang) yang terletak di Jaian Rumah Sakti Koia, Kelurahan 

I Papanggo , Kecamatan Tsnjung Priok, Kota Administrasi Jakarta 

Utara; 


b. bahwa barang miiik daeran berupa tanah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, akan digunakan oieh Dinas Oiahraga dan Pemuda 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, serta daiam rsngka tertib administrasi 
pengeloiaan barang miiik daerah, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Penunjukan Dinas Oiahraga dan Pemuda 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang 
Miiik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
berupa Tanah seiuas 265.335,99 m 1 ' yang ierietak di Jaian Rumah 
Sakit Koja, Keiurahan Papanggo { Kecamatan Tanjung Priok, Kota 
Administrasi Jakarta Utara; 





Mengingat 


Undang-Undang Now or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 


2. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Klomor 20 Tahun 2007 tentang Pemeriniahan 
Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sobagai Ibukota Negara 
Kesatuan Repubiik Indonesia: 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan 
Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan 
3arang Milik Negara/Daerah sehagaimana teiah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003; 

6. Peraturan Merited Dalam Nsgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebsgaimana teiah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007; 
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Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengeloiaan Barang Milik Daerah; 


3 . 


Peraturan Daerah Nomcr 
Barang Daerah; 


ahun 2004 tentang Pengeloiaan 


9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengeloiaan Keuangan Daerah; 


10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 


11. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Qlabrsga dan Pemuda; 

12, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan 


EPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIMAS 
ILAHRA.GA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
AKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH 
>EMERiNTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
JERUPA TANAH SELUAS 265.335.99 M 2 YANG TERLETAK Dl JALAN 
5UMAH SAKIT KOJA s KELURAHAN PAPANGGO. KECAMATAN 
PANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA. 



I 









KESATU 


KEDUA 


KET'IGA 


KEEMPAT 


n-'lenuniUK Kepaia Dinas Oiahraga dan Pernuds Provinsi Daorah 
Khusus ibukota Jakarta sebagai pengguna barang miiik daerah 
Pemenntah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta beriipa tan ah 
seluas 265.335,99 m‘ (dua ratus enam puiuh lima ribu tigo ralu.s 
tiga puiuh lima koma sembiian puiuh sembiian meter persegi) yang 
.erleiak ci uaian Rurrsah Sakit Koia, Kelurahan Hapanggo, Kecamatan 
1 anjung Priok, Kota Adminisirasi Jakarta Utara. 

Tar,ah sebagaimana dimaksud pada dikturn KESATU, tercatat daiam 
buku inventaris dengan nomor, Rod© dan rincian barang sebagai 
berikut: 


Tanah yang digunakan 
Luas Tanah 

Nomor inventaris 




265.335,99 m a 

ni 01.05.05.004.3000' 


Pengguna barang mifik daerah sebagaimana dimaksuc pada dikturn 
KESATU. diiarang mangalihkan/memindahtangankan atau mensubah 
penggunaan barang miiik daerah itepada pihak lain tanpa izin tenutis 
dari Gubernur provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta. 


Kepala Dinas Oiahraga dan Pemuba Provinsi Daerah Khusus ibukota 

Jakarta seiaku pengguna barang miiik daerah sebagaimana dimaksud 

pada dikturn KESATU herkewajiban ; 

a. membuat perencanaar, pengamanan dan penataan secara 
menyeiuruh terhadap barang miiik daerah yang berada daiam 
penguasaannya; 

b. merencanakan segaia biaya yang berkaitan dengan perawatan. 
pemeliharaan, pengamanan terhadap barang miiik daerah beserta 
sarana penunjang iainnya; 

c. menggunakan dan mengeloia barang miiik daerah sebagaimana 
dimaksud pada dikturn KESATU untuk kepentingan penyeienggaraan 
tugas pokok dan fungsinya; 

d. meiakukan pengawasan dan pengendatian atas penggunaan 
barang miiik daerah yang ada daiam penguasaannya; dan 

e. mengamankan dan memeiihara barang miiik daerah yang berada 
daiam penguasaannya, serta memenuhi semua Kewajibannya 
sebagaimana dimaksud paca huruf a. huruf b. huruf c dan huruf d 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Ol ■£.. GO 


KELIMA 


KEiENAM 


baring mm da^h <*« pengototaan 

sepanuhnyn .^nSiSSn^n" dlmaksud b ada KESATU. 

Pemuc'a p^. ^;S a ," dan tanggung jawab Dinas Olahraga can 

tmng^Hk dSa* M ’“* ^ Jaksrta **1* P«4u.a 

Keputusan Gubemu* hi mtJai berlaku pads tanaqa' dketa-^a-' 


Ditetapkari di Jakarta 
padatanggai 1 C Kei ?;m 


Tembusan : 


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU3 



1. 


6. 

7. 

8 . 
9. 


Vvakil Gubernur Provins 1 . OKi Jakarta 
Sekreians Daerah Provinsi DKi Jakarta 
Para Asisten Sekda Provinsi DKi Jakarta 
inspektur Provinsi DKi Jakarta 
Kepala Badan Perencanaan Pembancunan 
Provinsi DKI Jakarta 


Daerah 


Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Provinsi DK! Jakarta 
Waiikota Jakarta Utara 

Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi DK! Jakarta 
Kepala Biro Organises! dan Taialaksana 
Setda Provinsi DKI Jakarta 
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mmjukkan bukti administrasi yangter- 
ka.it kasus tanab BMW kepada Bang Yos. 
Mantan gubernur dua periode itu pun 
sangat terkejut setelah mempelajarinya. 
"Saya menghadap foeliau, karena kasus 
tanah BMW dUaiarfaelakangi oJeh Berita 
Acata Serah Terima (BAST) kewajiban pe- 
ngembang kepada Pemprov DKI Jakarta, 
ditandatangani Bang Yos pada tanggal 8 
luni 2007,” ujar Prijanto radalui rilis yang 
ditenma INDOPOS, Jumat (14/3) ' 


MANTAN Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Prijanto, mengungkapkan pendapat 
mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso 
(Bang Yos), mengenai kasus tanah Ta¬ 
man Bersih Manusiawi Wlhawa (BMW) 
Jakarta Utara. 

Melalui rilis yang ditenma INDOPOS, 


Prijanto Prijanto menerangkan, diilnya telab me- 


'p Baca Kasus,..Hal 10 



Sambungan dari halaman $ lam 5 (lima) dokumen Surat Pelepasan menjabat sebegubernur. dengan BAST tetapi DKI t; \z 

.-— 1 —-- Hak (SPH) sebagai lampiran BAST, luas- Iftsempat, sambung Prijanto, temyata talkan BAST, malah BAST < 

Prijanto menjelaskan, dari pembicaraan nya hanya .122.228 m2. Sedangkan di Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai lam- sebagai dasar eksekusi tanah 
dirinya dengan Bang Yos, dapat disa- BAST, disebut menyerahkan tanah se- piran BAST, baru diserahkan kepada tanggal28 Agustus 2008/ beb 
npatiibmsebagaiberikirt.;]Peitaftiiimemang . luas 265.395,99 m2. Artinya terjadi ma- Biro Perlengkapan DKJ tanggal II Jull Keenam, Bang Yos jugamer 
benar Bang Yos menandatangani BASTatas nipulasi luas tanah yang diserahkan. 2008, atau setahun setelah BAST ditan- kin keheranan ketika tanah B 
tanah yang terletak di Jalan Rumah Saldt J^etig dv ketika polemik kasus tanah datangani. Semestinya penyerahan do- sukkan sebagai aset DKI be 
ICoja, ICelurahan Papanggo dan Sunter BMW mencuat dan Bang Yos mende- kumen SPH tersebut harus dicek atau BAST. Sebab tanah-tanah yan; 
Agung, Kecamatan Tiinjung Priok, Jakarta ngar bahwa eksekusi tanah BMW pada dicocokkan dengan BAST. di dalam BAST sesungguhnt 

Utara, dari PT Agung Podomoro kepada 28 Agustus 20Q8 disebut berdasarkan Sehingga bila tidaksesuai ant'ara BAST bukan di tanah BMW. "Ter. 
Pemprov DIG Jakaxta tanggal 8 Juni 2007. BAST, Bang Yos mengatakan bahwa itu dengan SPH, gubernur harus memba- ketujuh, lebih jauh, setelah 
Setelah diliiiat secara seksama, draft BAST . salah sasaran. Sebab tanah yang dimak- talkan BAST. Sesungguhnya para staf mempelajari isi SPH dari lam 
tersebutsudahdiparafoleliparastaf terkait. sud dalam BAST bukan tanah BMW. mengecek administrasi dan di lapangan yang beliau tandatangani, bel 
Bang Yos merasa heran terkait • Eksekusi tersebut tidak sepengetahuan sebelum BAST ditrinda tangani. ''Kelima, perlu untuk diuji keabsahan 
dengan luas tanah yang diserahkan da- bang Yos. Apalagi dirinya sudah tidak bagaimana mungkin, SPH tidak sesuai hukum" pungkas Prijanto, (it 
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PERTANYAAN KRITIS 

"Apa ALAS HAK Sertifikat No . 250 8t 251?" 

SK HAK PAKAI2003 ? Bukankah sudah hatal demi hukum 7 
SK HAK PAKAI dengan Alas Hak BAST 8-6-2007? 
Bukankah BAST diduga fiktif? 

Sertifikat no: 250 & 251 bermasalah? 



























Kepada PEMPROV DKS JAKARTA TAHUN 2003 


m No:018/13«53e,2-0a,05-20C. 
Luas Tanah : 28.841 m 2 


PengadiSan Negeri 
Jakarta lltara 


LETAK TIOAK DiKETAHUl 








































Jalan Taman Jatibaru No. 1 Telp. 38515150 - 3847819 Jakarta 


apabila penerima hak tidak 


1KH3AN. SH..M.Si,MH 


plp&iSl 
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KANTOR WIUYAH DAERAH KHUSUS (BUKOTA JAKARTA 

JalauTaimiii Jtaibtiiti No.i idp. 38515S€S fax. 384^819 JAKARTA 


KEITTUSaN Kl- PALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 


NOMOli: 017 / 12 - 730,2 - 07.C-5 - 20C3 

Ttntane 


... ^ .'-v PemberunKakPakai 

ATAS-'NAMA PEMte^n'AH PROPINS I DAERAH RHESUS IBUKOTA JAKARTA 

xn 

, plftS tan ah di Kotamadva Jakarta Utara 

V.iiAYAK 

\ ^vJKEPALA^OTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
' AERaH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 


Membaca: 

Surat permohonan dari Drs. MA’MUN AMIN qq. PEMERINTAH DKI JAKARTA tanggal 1 Apr;! 

2 ( '02. ?■".?, berk as vans berhubungan denaan itu. 

MENIMBaNG. 

.t. Bahwa rsmehon tr.engajukar. oermohonar: Hak ?aka: atas ssbidang tanah sesuai hasil pengukurar. 
kadas’.cral. seluas "l.855 M- (Tuiuh puiuh dua riba delapan ratus lima puhih delapan merer 
:>-Vv jiii terlctuk di JaUm Peug.-idiUm. K/eiuriihan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok., Kotamadya 
.Ukarta Utara; 

0 . Bahv.a tanah yang dimohon adaiah tanah Negara faekas Eigendom.Nomor 127TH sebagian. bJomor 
\Z '■'! sehtgian oar, 56159 sebagiart, yang teiah dikuasai petnohon buik secant yuridts reaupun 
serara t:s!k sebagiiimana nasi! pemeriksiun tanah Kantor Pertanahan Kotamadva Jakarta Utara. 

.. ■.»' v. cr-.irtiikan dalam tteriia.Acara Tim Peneliitar. Tanah tanggal 29 Juli 2002 ; 

v. Berdasarkam Surat Pemvataan tanggai 5 Agustus 2002 Nomor 3217/073.51, H. MARGAN1 M. 
Ml STAR. MSe yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas trains PEMERINTAH PROPINSi 
OAF.RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (pernofton) menyatakan bahwa bidang tartan yang 
c , fit safari Pensadilan. Keturahan Papanggo. Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadva Jakarta 
Utara. silt!as ■t2.S5'S §K$ dengan pcnggunaan Taman BMW adaiah tanah milik/dikuasai pcmohon. 
tidak i.Ju pihak manapun yang menguasai tanah tersebut kecuaii pemohon, sarnpai saat ini tidak 
i ;da sengkcta dengan pihak manapun juga, tidak daiam keadaart dibuat jaminan/hipotik 
UtLmgguhkan dan jika lemyata di kemudian hari ada pihalc Iain yang mengklaim pemohon hersedia 
menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku; 

d. Bahwa pacta saat pemeriksaan dilapangan bidang tanah yang dimohon teiah dipergunakan untuk 
Taman sesuai Berita Acara Tim Penelitian Tanah tanggal 29 Jiiii 2002 ; 

c. Bahwa permohonan tersebut teiah diusulkan untuk aikabulkan Hak Pakai Selama Dipergunakan 
o;eh Kepala Kamor Pertanahan Kotamadva Jakarta 'Utara, sesuai suratnya tanggal 21 Mare; 200.3 
Nomor i .711.2/13/09/HP/U/2003; 

f. Berdasarakan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undantj Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, 
Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 
kepcmingan umum tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB); 


g. Sesuai. VS. 


1 







Sesuai Sural Edaran dari Kepaia Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 1990 Nomor 
500-5569-0.1 II dan Suras Kepaia Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500- 
1255 mcnyalakan biia tanah yang diraohon died Insiansi Pemurintah sama sekali tidak memiliki 
hisK'.i peroiehaivpenguasaau siapat mslcngkapi dengan Surat Pemyataan dan Insiansi yang 
bersangkutan yang isinya bahwa tanah tersebut telah dikuasai secava fisik dan sudah tercaiat 
dalam daftar tnven laris (assei) serta tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain; 


3erdas«irkar. Surat Kepaia Badan Pertanahan Nasional tanggal 6-12-1950 Nomor 500-5569-D.Ili, 
tanggal ’,-4-1992 Nomor 500-047 yang dstujukan kepada Kakamvil Badan Pertanahan Nasional 
Uaera; Khusus Ibukota Jakarta dan tanggal 16-1-1992 Nomor 530.2-202 vang ditujukon kepada 
(jubenur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan bahwa dalam rangka psnertiban 
tanah-ianah milik Negara permohonan hak dapai segera diproscs tanpa Suras Ijin Penunjukan 
Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Advis Planning; 

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Hak Pakai dimaksud dapat 
droertnnb^dgkih'-untuk dikabulkan; 

y^jahun 1960(LN. Tahun I960 No. 104); 

2 Iffl'abun 1997 (UN. Tahun 1997 No. 441 jis. Undang-U’r.dang No. 1 Tahun 199S dan Undang- 

ig NO.ZU 

No. 40 Tahun 1996 : 
e. 24 Tahun 199T 
Peracurar. Pemenntah No. 33. 34 car. 35 Tahun t?-*": 

Peraturan Pemcrintah No. 46 Tahun 2002. 

Kepurusan Preside?. No. 103 Tahun 2001; 

Peramran Mcnreri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 fahull 199' ; 

Pciaturar, Mentcn Negara Agraria.'Ka.BPN No.3 Tahun 1999; 
reiar.ua? Mentert Negara Agrarm-'K.a.BPN No.7 Tahun 1999 : 

Pevaiurir; Mcrtier: Negara Agraria/Ka.BPN No.9 Tahun 1999 ; 

Kepurrsan kepala Badan Pertanahan Nasional No ’ Tahun ’ 989 ; 

Ktruiusan Kecala Badan Pcnar.ehan Nasional No. 12 Tahun 1992, 
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tindana-ili 
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Memiituskan 

MENETAPKAN: 

PERTAMA Memberikan kepada PEMERINT.AH PROPINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA Hak Pakai Selama Dipergunakan semen]ak tanggal 
pendaflarannya di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, atas sebidang ^njsh; 
seluas 5 '72lfc58lVii t (Tujuh puiuh dua ribu deiapan ratus lima puluh deiapan 
meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur dari Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional DKl Jakarta tanggal 29 Agustus 2000 Nomor 
303 U'2000 NIB : 09.02.03.02.01404 teriampir dengan tanda garis keliling kuning. 
terletak Kelurahan Papanggo, Kecamarar, Tanjung Priok, 

Kotamadya Jakarta Utara, yang telah dipergunakan untuk Taman, dengan ketentuan 
dan persyaratan scbagai berikut; 

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak 
Pakai ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang 
bersangkutan, menjadi canggung jawab sepenuhnya dari penerima hak. 

2. Bidang tanah tersebut haras diberi tanda-tanaa batas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bsrlaku, serta harus dipelihara 
keberadaannya. 

3. Tanah tersebut haras digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan penmtukannya 
dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan. 

4. Uang pemasukan kepada Negara ditetapkan sebesar Rp, 0,- (No! rupiah). 

5. Mendaftarkan hale atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta 
Utara. 

6. Penerima hak wajib taat pada Ketentuan Planologi Kota dan Peraturan Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

KEDUA . 






KEDIJA 


Ketiga 


Keempai 

Keuma 


KEENAM 


KETVJI’H 


Untuk mempcroleh tanda bukti hak bcrupa sertipikat, penerima hak hams terlcbih 
dahulu mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana dipersyaratkan pada Diktun’. 
PERTAM A butir 5 tersebut diatas selambat-Iambatnya 3 (ttga> buian sejak tanggai 
keputusan ini. 

Apabila terdapat kekurangan pembayaran uang pemasukan kepada Negara 
yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka penerima hak wajib melunasi/'mernbayar 
kembaii kekurangan uang pemasukan kepada Negara tersebut. 

: Hak Pakai mi mulai berlaku ter'mtung sejak tanggai didaftarkan pada Kantor 
Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara. 

: Keputusan Pemberian Hak Pakai.ini bat ai densan sendirinya. apabila: 

!. Penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum PERT.AM A dan 
Diktum KEDUA. 

2. Dikemudian ban terdapat kehcliman atau kesalahan dalam penetapannya, sens 
terbukti bahwa obyek Surat Keputusan ini adalah Asset pihak lain. 

: Apabila dikemudian hah terdapat gugatan/kiaim dari pihak lain maka sepenuhnya 
rnenjadi tanggung jawab PEMERINTAH PROPINS1 DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA (penerima hak) untuk menyeiesaikannya sesuai ketentuan 
yang berlaku, 

: Niengenai segala sssuatu yang berbubungan dengan pembenan Hak pakai ini 
penerima hak dianggap ntemilih doinisiii pada Kantor Pertanahan Kotamadya 
J akarta Utara. 


KEDELaPAN : 
IvESEM BILaN: 

i 


[ 


Catalan t 


Apabila dikemudian nan temyata terdapat kekeliruan/'kesalahan dalam 
penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembaii sebagaimana mestinya. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan. 


\ 


DITETAPKAN D1 
PADA TANGGAL 


; H~ if - ■WOiKn 


KEPALA KANTOR WILAYAH 
eaPasS^rtanahan nasional 

1 “ IBUKOTA JAKARTA 



tiang pemasukan kepada Negara diictapkari ssaesar 
Up. 0.- (Nol rupiah). 


Kepada : 

Sdr.Drs. MA’MUN AMIN. 

qq. PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
Jaian Medan Merdeka Selatan Nomor 9 - 9,‘Jakarta Pusat. 

T EMSUSaN Keputusan ini disampaikan kepada yth. : 

! Deputi Biaang Pengkajian dan Hokum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 

2 Gubenuir Kepala Daerah Tingkat J Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta 
.' tCepils Biro K-Cuangan Sudan Pertanahan Nasional di Jakarta. 

* Kepala Biro Umuiti Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 

Kepttia Bidang Hak-Hak Atas J anah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukuta Jakarta 
di Jakarta. 

6. WaiikOtamadya Kepala Daerah Tingkat It Jakarta Utara di Jakarta, 

"* - Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara di Jakarta. 

8. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta, 

9. Arsip, 

« sid 8 untuk dikeiahui ssperlunya. 
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Nomor 

La.mpiran 



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

: 0SSO/KU/O765.2O14/PBP.53/Tim.4/ i*,/2014 ■; 



Jakarta, i S^Vtcnkf* 2014...* ■ ■' 

Kepada Yth.. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
Di3|grta ; |f|- 

Peril!’;: IHrmintaan klarifikasi rnengenai penundaanberlarut terkait tindak fanjut 

penanganan laporan dugaan korupsi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat 
Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo tahun 2010, 


pengari' hormat, 

Bersama ini kan^beritahukan bahwa Ombudsman telah menerima iaporan dari Wahyu Nugroho, 
beraiamat. di Ji.iJfriiggelo Utara 2 No. 44 RT. ooi Rw. 006 ..Nusukan Banjarsari Surakarta, Jawa 
Tengah, berkenaan dengan penundaan berlarut terkait tindak fanjut penanganan laporan dugaan 
korupsi dana Bantuan Pendidikan Majsyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo tahun 2010; * - 

Adapun uraian laporan pada intinya adalah sebagai berikut: _ 

■■ ■ ' r- 1 ~ ’ ' . *■' t 

1. Rada bularr September 2012, Peiapor telah melaporkan dugaan korupsi berupa dupiikasi data 

daha BPMKS Kota Solo tahun 2010 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor 
Agenda: 2012-08-568, namun belum mendapat penyelesaian. ’ ' ’ 

2. PR.; tan® 27 Juni 2014 Peiapor menanyakan langsung ke kantor KPK rnengenai 
pjf|embi||||p laporan Nompr. Agenda: 2012-08-568 tersebut ,dan menurut Peiapor, pih’ak KPK 
bahyak kalus yang harus .'ditangani. Dalam kesempa.tan itp, Peiapor juga. diminta untuk 
menjelaskan permasaiahari yang dilaporkan serta memberikan tambahan data dan meridapat 
Nomor Agenda: 2014-06-000138. 

3. Pada tanggal 11 Agustus 2014 lalu, Peiapor datang kembali ke kantor KPK untuk memberikan 
tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: 2014-08-000030. . 

4. Peiapor menglpppkah KPK segera- menindaklanjuti laporan tersebut dan tidak tebang pilih 

laporan, • <;■ 


Memperhatikan uraian di atas, Org.|ydsman Republik Indonesia men-jinta Ketua KPKTneiakukan 
pdhelitian dan meTriberikan ' penjelasan secara tertulis rnengenai tindak lanjut penyelesaian yang 
telah dilakukan. Ombudsman Republik Indonesia memperhatikan sungguh-sungguh permasaiahan 
ini; spbagafVujud pelayanahfpublik yang balk, kiranya. penjelasan teftulis tersebut disampaikan 


kepada karri! dalam waktu paling lambat 14 (empat .betas) hari sejak diterimanya pdfmintaan 
■ penjelasan ini,;sebagaimana ketentuan dalam Pasai 3§ ay at (1) UU No. 37 tahun 20QB' : '.tentang 

M iubiik Indonesia'. ' 

erhatian dan kd|asamahya kami ucapkanfEerima'Ijasih. . 

iPUBLIK INDONESIA 


Ketua 




Tejpbusan yth. , 

W|hyu Nugtoho/Aljl&man. : ; 

JU1enggolot|Jtara 2 No. 44 RTT. 001 Rw. 006 Nusukan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 

"• ’ ■ ‘i '■■I' >1;,.:, ■ 

. '.v: 31. Rasuna Said Kav. C-19, Lt. 5-7 Telepon : (021)"52960894~95, Fax ■: (021) $2960907*;’ 

.v website; www.ombudsriiian.go.id 





LAMPIRAN 

IV 

(EMPAT) 

LAPORAN DUGAAN KORUPSIKE KPK TENTANG DANA BANTUAN 
PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (SOLO) TAHUN 2010 

(KASUSBPMKS) 




KomM PMiborantMan Kotupci 


TANDA BUKTI 

PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI 


Nomor Agenda: 2014-08-000030 
Nomor Informasi: 71100 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama Pelapor : Wahyu Nugroho 

Tempat, Tanggal Lahir 

Pekerjaan ; Swasta 

Alamat : Jl. Demak Binioro I No. 29 Nusukan, Kec. Banjarsari, Solo 


Nomor Tanda Pengenal : -, - 

Nomor Telepon Pribadi : 081904511717 

Nomor Telepon Rumah 

E-mail 


Media Penyampaian : Pelapor Langsung 

Telah menyampaikan laporan / informasi tentang (peristiwa apa, tempat / waktu kejadian. modus 
operandi, kerugian yang timbul): 

Menyampaikan tambahan data pengaduan 2012-08-568 tentang dugaan korupsi dana BPMKS di 
Kota Solo tahun 2010, data tambahan yang disampaikan berupa surat Tugas sebagai konsultan IT 
dan LPJ Walikota Solo Joko Widodo 


Lampiran dokumen pendukung: 


NO. 

JENiS DATA 

JUMLAH 

KETERANGAN 


Berkas dokumen 

2 

Surat Tugas dan LPJ 





Catalan: •. 

Tanda Bukti Penerlmaan Laporan informasi ini hanya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah daiang dan atau [ 
memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. . i : 

Pemyataanatauisilaporanbesertadokumen-dokumenpendukungnyaadalahtanggungjawabpelapor. • 


Jl. H. R. Rasuna SaidKav C 1 Jakarta Selatan 12920 Tip. +62 21 25578399 




















_rcwuuA DAN OLAHRAGA 

Jalan Hasariudin No, 112 Telp. (0271) 719873,736622 Fax. (0271) 727127 

SURAKARTA 57132 


Surakarta, 5 Desember 2011 


Nomor 
Lam piran 
Periha! 


: 420.5 /CS68 /SET-PEP/2011 Kepada: 

: 1 lembar Yth. sdr. Wahyu Nugroho, M.Kom 

; Tagihan II Kekurangan Hasil Pemeriksaan Di - 

Aplikasi Website BPMKS Surakarta 


Menyusuli Surat kami tanggal 26 November 2011 Nomor 420.5/571A1/SET- 
PEP/2011 perihal Tagihan Kekurangan Hasil Pemeriksaan Aplikasi Website BPMKS. 

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara segera melengkapi 
kekurangan dan menyerahkan login website dan hosting ke Panitia Pemeriksa 
Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Dikpora Kota Surakarta untuk pencairan 
pembayaran aplikasi website BPMKS paling lambat hari Rabu tanggal 
7 Desember 2011. Dan apabiia login website dan hosting tidak diserahkan maka 
dana tidak bisa cair. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 


^ Kepala Dinas Dikpora 
Surakarta 


Tembusan: 

1. Waiikota Kota Surakarta (sebagai laporan); 

2. Wakil Waiikota Kota Surakarta (sebagai laporan); 



at Sutomo, M.Pd 
730 198803 1003, 






BERTTA ACARA SERAH TERIMA BARANG 
Nomor: 420/fi'C r MtfSET-PEP/2011 



Website BPMKS 


Pada hari Rabutanggal 23 bylan Nopember tahun 2011 tslah dilaksanakanserah terima barang: 


Masih ada perbaikan di bagiaa 
import, pencarian dan nama website 
'masih atas nama Wahyu Nugroho & 
TIM dan belum ada penyerahan 
login website dan hosting 


Kode Program ( CD) 
Diagram Flowchart 


Yang dtserahkan oleh: 

Nama : Wahyu Nugroho, M.Kom 

Alamat : Surakarta 

Jabatan : Konsultan IT 

Yang dalaxn hal ini bertindak dan vmtuk atas nama CV. Jaringan Lintas Utara 


Dan diterima oleh: 

Nama : M. Kasmadi 

Jabatan : Ketua PPHP 

Alamat : Jalan Hasanudin No. 112 Kota Surakarta 

Barang-barang teraebut diserahkan daiam keadaan baik. 

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini-dibuat untuk dapat dipergunakan seperluanya. 


Yang Menerima, ' Yang Menyerahkan , 



f - M-Kasmadi } (Wahyu Nugroho, M.Kom} 








mxm 


ss-sn \*>j i i-mjj'siu/wvwY 


Jl. Hasanudin Nomor : 112 Tefp. (0271) 719873 Fax. 727127 
SURAKARTA 57132 



SURAT TOGAS 

Nomor: q / 103 /psp (.10 U 


Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta; 

2. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta; 

3. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 19-D Tahun 2009 tentang 
Pedoman Uralan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Oiah Raga; 

Membaca : Surat Permohonan Sdr. WAHYU NUGROHO, M.Kom, tanggai 2 Januari 2011, 
perlnai Kerjasama Sistem Informasi dan Administrasi Pendidikan 


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA 

MENUGASKAi'S 


Kepada : Nama ; WAHYU NUGROHO, M.Kom 

Tempat/ : Surakarta, 14 Mei 1965 

tanggai iahir 

Pekerjaan : Konsultan IT 

Alamat : Jl. Demak Bintoro 1 No. 29 Nusukan 

Untuk : Meiakukan pekerjaan teknis perancangan dan fasilitasi 

operasinalisasi Sistem Informasi dan Administrasi 
Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 
Raga Kota Surakarta; 

Ketentuan ; 1, Perumuskan detail teknis dan spesifikasi pelaksanaan 
pekerjaan dijalankan bersama dengan Sub Bagian 
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota 
Surakarta; 

2. Mengonsultasikan dan melapoikan setiap tahapan 
pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Oiah Raga melalui Sekretaris 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 

Jadwai : Terhitung mulai tanggal 10 Januari sampai dengan '31 

pelaksanaan Juli 2011. 

pekerjaan 

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 
dengan penuh tanggung jawab. 
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VERIFIKAS1KARTU BPMKS 
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VERIFIKASIKARTU BPMKS 
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VERIFIKAS1KARTU BPMKS 


NAMA SEKOLAH: SON SABRANGLOR 78 SURAKARTA 


NO. 

NO BPMKS 

JN. KARTU 

1 NIS 

NAMA SISWA 

□ 

NAMA ORANG TUA 

NO KK 

NIK 

ALAMAT 

SEKOLAH 

t§4 


m.n 

crzrwm 



irnnwrifiv»mfWM—i 


LlUliTIJ.V.I'I.Hi'iIMM 

501Q El DK RIDQLRW- DOZ-itoptongc ^Jeu/e»- 

SOWSabrangtor-Kec. jebres 


mulmmm 

kMflBI 



UK 





152 



ctirti 


na 








| 



r— -- 




v 153 



nri 1 — 

Hirimnf Ytti Sfilinumn 

mm 



.... 


SDN Sabiangior 



mm 

. 

m 



154 





* — 




. ..—-- - 

SDN-Sabtanglar 

155 

[G.3714535 

GOLD 

[2583 

Ibnu Mwardi ." 

7 

Suwardi 

3372041103082226 

3372042204990001 

KedurgUjngkirf, RtU?/VH 

SDN Sabranglor Kec. Jebies 

156 

gj v . 

GOLD- 

nscaj 


W— 

Ratno-g ....... .,..., 


wawMWMM ■ 

- —.- 

enfj Q^hfinnlnf 

SBinwranw 

157 



2622 

Ida Safitri 

4 

Ratno 



Mertaudan. R1.03AJ9 

SDN Sabtanglor Kec. Jeb res 

158 


rzrVfimtamtm 

2678 

Ikhsanli Fun P. p Qo^a^ 

III 


<iu C~ CSH2-5 

... ■ i 

g- )<e^ortj T^y^K.v.d. 

SDN Sabranglor 

, 1-150 


GqI,q 

C72TTMB1 


M 





SSN Sabranglor-- — — 



“ 

---- - 

— 

- — 


..... ~ . 






crrap 


mm 



wmmmmmmmmmtm 

L -- -• - 

S6N3abrangtor 

■mmm 

IKS 

SBSEV^ 

GOLD 

2615 

IMAM SISWO. P 

- 

HARDI 

.5 

3372042701998006 

Oebegan RT 003 RW 506 WojostMigo. Jeti'es 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

I 162 

G. 01,043152- 

GOLD- 



TIM 

S& hSZSS 3i5U5S3i5p 

■■RHHS 

--——-»- «- • • •• 


SDN Sabranglor 

m 


hum 



wm 





SON-Sabranglor-- ■ 



MMMB 1 


am 





asm 

G. 01.043419- 

rSSTITBBN^^ 

22 .t* 


TMI 


M—— 

M—— 

, ._ _ .. .. .. 

SON Sabranglor 


G.x2289Q 

GOLD 

2633 

Intan Safitri 

s 

9tovJ««4o 

3372042004180002 

3372045201000021 

Metteudan, RL08/IX 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

166 


GOLD- 



m 




■ 





ermaai 


TMI 

tmMaMMMMMMMM 

mmmssm 



SON Sabranglor 



lMiiKK4if-£V 

■aiflH 


mm 


168 


GOLD 

2584 

Inlan WistnaSari 

V 

Waluyo 


337204410199000^ f 

Meiioudao RUMi/iX 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

IRKITI 


f?7Til ' ■ Mi 



11 





SON Sabranglor 

[Hktt 

kiaMiiliiflMi 


MM 


MOM 


T, 



j 170 

G,01.043185 . 

GOLD 

ai 

Jovanka Addin PA. ,s 


Sunarta Sy/2t? 

smbm 


7i. ftron mfo Afiii ^ icit 5 2. 

SON Sabranglor 

WEu 


Gets- 



vm 

mMMMHHI 

MMMMM 



SDNSatSibngl.or 

■Dg 


me - 

US 

■ tiMk'l 1 «Li'Ai ,'i i A. k.1IMMMMMHMMi 

3B 


rcgrgfCTgjjjjj 

etraOTmrmBW 




dMiim - 

GOLD- 

CTTTJBBB 





mjmcnT.rgtia— 

MMM M J; MMMj JJJ JJ 

SBN-Sebrsnglor Kec. Jebres 

XT 174 



E75TTM 


« 




MW i ■» 

SDN-Sabrengloi— .. 

175 

G.3325046 

[223HH 

2638 

Kanchj Ptecesfro Rumagit 

2 

Hani Jammy R. 

3372040312373 

3372040603000001 

Kadunfiluoflliut RL03/VH 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

^-476 



ITTMM 




VPP9V9PPK3MHR9 



SGN-Sabfangtef - - 






■MBMna^ll 

\ iSBeSEShrsh 

FLU-.: »>■! — 



mi 



5T3TMM 


■TOM 


mmmmummamm 





mmmrnrn 

MdM 


Ml 





w 

Il7i 

mmm 

a^: 

263S 

KHURINAUUYA 

u 

PARNO 

3372041704090439 

3372045502000002 

(cedune lunghul RTGOfiRW 007 Mojosonjo. J»tos 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

ks; 

•Ti'i'rniti — 





Same--- 





■Knni 

■ill 



jgg: 


s 




sssssssss 
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VERIFIKASIKARTU BPMKS 


NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA 


/ 

% 

i 

\ 

NO. 

NO BPMKS 

JN. KARTU 

NIS 

NAMA SI SWA 

□ 

[ NAMA ORANO TUA 

NO KK 

. N,t < ... I 

AUMAT 

SEKOLAH 

m 







■MMMMIMBpMMM 




1 yy^iiiuBBA 



liailtMS' ■ jtKWi • J®» 

m 


BBBBBBH 


■ . SBBB 


L* 

JG.3428605 

j GOLD 

2530 

SadhaYusram 

7 

Wahono 

3372042710040004 

3372041304980001 

Debegan Rt 01/VI 

SON Sabranglof Kec. Jebres 



nw 

m 


3 — 





SDN Sabtangtor 

1fcBBBfllBHH 

MMMHMM 

MB 


274 

[G.3416B18 

GOLD 

2602 

Samuel Maho 

■ 

ESS? 

3372040801529 

3372041504990004 

Kedunglunjkul RI.03A/H 

SDN Sabranglor Kac. JebreS 

27J 




liqpWW mi fBBBBBBW—BBB— 


M^pMBMMk SaM*. 







HiijljBB 


r~ 






276 

G.01.013109 

GOLD- 

■MM 


TM 

SriHartanla 




SDN Sabranglor 

277 

G.2015461 

GOLD 

2604 

Sasa Paulina 

~ 

Srt Hartanlo 

3372041103080064 

3372044309980002 

Keduftgtungkul. RLQl/VH 

SDN Sabranglor 

27a 

[eJi* fAfclTTBBi 

cnm. 



m 


MHMMBHI 


■■HMHpMpBMBMlPBB 



■■MM 

MMMHi 


■l 




^m^toMiBBBBHBaBiBB 


279 

\fi .nnnocMfl.. 




MMM 





SDM Sabrarmlor Kac J©b^oG— 

■BBBiflBBl 

WMMI 

MiBiBK 


feflBI 





8 

280 

G.717890 

GOLD 

2650 

Salria Adi Dharma 

a 

Tularno 

3372041103083398 

3372042607000001 

Kedunglungluil, RUJ 6 

SDN Sabranglof Kec. Jebfes 

281 


riQl 

CTTTMi 








- - 


MMM 


MH 






"^282 


i 

2197 

SEPTIAN RIZQIDARMAWAN p ag^ngi 

“ 

SUOARNO 

3372041203086921 

3372040409010024 

Kedung T ungkul RT 003 RW 007 Mojosoogo. Jfibfes 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 



283 


mnwaH 

CT?T?«BB 


THB 


OAl 6*^906^11 


2 P-Tcc'i / PiU Ctt£ 

SDN Sabranglor 


BB 1 

fcatfuBB 




284 


n 

C77TBB 


*B 

r.T* m mr— —— w 

Oa, locijogot/j 8 



SDN Sabranglor 

MMHlIMHi 

tenaift 





BES 


■SOLO- 

M 


Bi 

■tSBSBBBB 


§■■■■ 


SDN Sabranglor 


aaiTBijBPi 




B 





SDN Sabranglor 

V 287 



»M 







SDN Sabranglor 



hbot 


—i 


m 

f. v. fw. ^ V 1 J M^MMM 


mrMM 

r*VMrraBaMVn^MBanBaiBMaa^BHBaa» 

rw 


I^BMiMMpMMM 




HAiiifliBiiBM 



' r £*r+%, 

«■ 


mi bi 




289 





TTB 





nrai fj^hrindor Koc Jobioff - 

MttiiBftlMiB 

hiiiiiMBHH 



Mi 





y 




TfRVBH 


TM 

rnMHMRi 

AUi^cOla, 


21 Snvbranc)i,or' AT cs /pw o£ 

SDN Sabranglor 

Hi 







291 1 


r 1 ^i*.— — ^ 



11 


H&jftsaa 

HBBMili 


SDN Sabranglor 


bidi Mr 



gr? 


r~i ii —— 

jnrrBBi 


bb 


s^JBiBi 



SDN Sabranglor 

Mhm 

mBiBBrilBBB 


I^BB 


MM.' 



MBS! 



a 


Ml 

cTWWTTffITJBBMMBMWl 

2053.31009000 5 


(tescoLan HT «i/Pr4Ct3 

SDN Sabranglor 

■Hi 

UBMMBflHi 

M— 

MMHBI 





B3 

GDI .043137-j 




s, 



■BBS 


SON Sabranglor 

! 

298 


rvii n 

~;:M 


mi: 







— mmmm i 



BBI 


BBBBIBBBBBi 


bbmbbbhbbhi 



>.,296 

arvvmrSSSi 


777TMB 


mm\ 


sssssni^ 

B72C4|5iC(02CCGl 


SDN Sabranglor 

riMMiMHI 

ImMB Hk 

bbbi 



zzzmmm 

J 


trTiiiriT,—i 

£OLQ 1 

rr^TBBB 


Ml 

‘WTTTMM M 



■■■Mi 

SDN Sabranglor 

■MMNMMMI 

M —1 

bbbb 


m 

«MQM 

\ 

m 




m' J "P* IJfBBBWTTTTinrnB .. 

m 


4HO5O0922.O 

3-17 20 aJ 52 O 8 CI 0 X 

2 . (Vttrtcocion W « 01 /’ph ec 9 

SDN Sabranglor 

MliBUMHHBi 


ibibbb 



**“»**— 337^ 

\ 


JY.TW.TLIIV.MHMMI | 




flTlH 


. 

35,720(7 IO 801 OCC 7 

Meotcodctfi Rt cd£'/AW oc 9 

SDN Sabranglor 



T 



MB 


5ij<Ao3c*5<0 u 

i 

5E3C 

'.'irunrii,—i 

fp^nvHii 

tttebb 1 


BB 





SDN Sabranglor 

wKi 

MMMMBI 

knmnii 


BB 

J 1 
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VERIFIKASIKARTU BPMKS 


MAMA SEKOLAH: SOM SABRANGLOR 78 SURAKARTA 
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VER1F1KASIKARTU BPMKS 


MAMA SEKOLAH: SDN SABKANGLOR 78 SURAKARTA 


NO. 


NO BPMKS 


JN. KARTU NIS 


NAMASISWA 


KL 


NAMA ORANG TUA 


NO KK 


NIK 


ALAMAT 


SEKOLAH 


331 


S. W .043 16 5. 


GOUU 


166ft- 




Nt- 


Sumorlo ■ 


-(SBN-Sabrangter- 


332! 


G.0Q09626 


GOLD 


2607 


YUGA PRATAMA 


GUNAWAW 


3372041303087509 


33/2041001990001 


sabrang Lot RT QB5 SW 008 Mojosongo, JebriH 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


332 




-GCLO- 


05SS- 








334 




CCUJ- 


2665- 


, Y ulia M a nd a ts ri 


W- 


S a r ti n i 


U559M 4 04 434- 


1135 01 630/ 8 60 004 




33ft 


\ wmmi ■ 


GOLD' 


3668- 


■¥ u 8 a Tri Nuraht i 


V- 


S ukard i 


SQK-S abrenglor 


336 


!G. 1032556 


GOLD 


337 


to J- U M W- 


eoio- 


2608 


Yulia Tri Nuraini 


2552- 


Yuni a r Ayu P 


Sukardi 


M- 


S atj aaa 




y msm : 


mmwmz 




Debegan RKS0MW6 

lazL— 


SDN Sabranglor Kec. Jebies 




338 


6 : 68 2 6 77 6- 


G9LB- 


255F- 


A fw i io r A y uft 


M- 


tS a fjwio - 


33720 4 1 4 03087 4 9 5 


3372 6459 0 698 0 904- 


:SDN-Sab<«gier-K«fr-Js&(S6- 


339 


l &ftM4fti69- 


-S9LB- 


2666- 


r Vun il o Anggom 6 


ffipte- 


[SOhl San rang to 


340, 


G.4322488 


GOLD 


2609 


Yunila Sari 


ISulimin 


3372041103087783 


3372046904990003 


Sabrangkukw Rt 03/35 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


341 


,0,04.043103 


toOUJ- 


2609- 


■Yunila Sari 


■ S uli m iB. 


SON Sabranglor 


342 


G.9348J7 


GOLD 


2653 


Yustina Cahyaninglyas 


(V 


IKamto 


3372041103087460 


3372046110990004 


Kcdungtungkul. RI.OWII 


ISON Sabranglor Kec. Jebres 


343 


G^ I - ,0 43 1 3 0 - 


GGL6- 


5663- 


Yuolino Cab y unlngtyoo 


W- 


,1 kill 1 III* ■ 


I SON Sa b ran glor 


344 


pm .043404 


GOLD.. 


2610 


■Ynmf Barhtiar 


Kartac 


:S DN Sab iariglsr 


345 


G.4630931 


GOLD 


2610 


Yusuf Bachiiar 


IKadar 


3372041303081899 


3372041410980002 


Mip:ta/lRI05i29 


]SDN Sabranglor Kec. Jebres 


348 


to 01043173- 


jGOLD. . 


2IQZ— 


Yuyun Nila Sari 


S u g i m i n - 




347 


G. oiwiao - >' 


(V]| D 


3644- 


Zaela niPwi B, 


Sriaaa 


SDM Se fe ro flglcr 


348 


G.1323921 /, 


GOLD 


ki 349 i 


&520249- 


■GOLQ. 


7 


^351 &9tt43M0- 


2611 


Zaelani Dwi P. 


•2708- 


ZainiAi har M aula n a - 


iSu^^rl Siy /cim 


DwLSur ant » 


l SkfrCAi^hr Ri-G^/jlW 


Ison Sabranglor Kec. Jebres 


SSN-Sabrangler-Keer Jebres - 


350 


&0WJ4W4- 


G©tB- 


•G6LB- 


l'\352 


5708- 


■T a i n i A zhat Mau l ana 


2605 


7flhky Afffjin 


W- 


BWt-Suranio- 


SDN Sabranglor 


Djo ka H a ri° n ° 


SDfrsabrangier^-" 


■ftOWM50- 


G OLO ■ 


7gQ5 


Z l BahM u rh a la a 


S u p a r di- 


jSDN-Sabranglar- 


353 


00 4 0700- 


■ P fc AWUM- 


8568* 


ADR4ADCLA PRATAfc Mr 


OA R VOKO - 


39720 41 2030600*7 


33 7 20 469 6 8W 6 8 0 3- 


KE&uiauu>iaiaji PTm«n'»[in7u^n.r.. m . i.htp. 


S ON S a b r an gl or K e r- latos- 


3541 


P.D0O7156 


PLATINUM 


2711 


I ADI TRI NURCAHYONO ; 


PARJO 


3372041203088045 


3372042308010003 


MIPITAN KTD03 RWOMMojamgo.JablK 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


A, 355 


P.0015257 


PLATINUM 


2814 


ADIETPEBR1PAMUNGKAS 


ISUNARNO 


13372042703090017 


3372042802040004 


sabrang kuton Rt 003 RW 035 Mcjosango, JsDres 


BDN Sabranglor Kec. Jebres 




.0015360 


PLATINUM 


2815 


lADIRAYUUYANTO 


macuww 


3372042901050013 


3372040307040022 


fcedung tungtul RT 007 RW 00? Ifcjosongo. Jtbres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


357 


P.33549S 


PLATINUM 


2712 


[Adliya Candra Nugroho 


! Jcko Sudarmono 


jzim. 


337204160602000* l 


SsbranslorRIOI/VIII 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


358 


.5817997 


PLATINUM 


2757 


Adilya Dwi Saputra 


MatNanang 


133720404080990012 


3372042009030003 


Kaiunolungiiul Rt (®VII 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


P.5518242 


PLATINUM 


2657 


Adrian AjiN 


HI 


TriAgus Wiyono 


3372040309043 


3372041304010003 


toertcoctaf' fkToofe/pw 0 D 9 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


3S0R1537259 


PLATINUM 


2758 


AfifZona Tori 


ijoka Sutcpo 


337202904090120 


3372054104030004 


Grtya iiffra A-r<!& ^6 


SDM Sabranglor Kec. Jebres 


k-to 


Page 2172 of4420 









































































































































































































































& 

r -J 

4 1, 

?•; 

' > 

?f 

'; 

-; 

* 

NO. 

NO BPMKS 

JN. KARTU 

NIS 

NAMA SISWA 

□ 

NAMAORANGTUA 

NO KK 

NIK 

ALAMAT 

SEKOLAP 

\ 381 

P.0015315 J\ 

PLATINUM 

2816 

AFRAFADEAHAMIDAH 

■ 

IRAWAN 

3372041103086352 

3372044902040002 

mujosorwjo RT 0D4 RW 009 Mcjowrajo, rtebra* 

SDN Sabianglor Kec. debres 


1&12SKI 

PLATINUM 

2817 

AGE FRANTITO KRISMUNANTO 

1 


337204110302178 - 


sabrang tor RT 002 RW 008 Mgasongo, Jebres 

SDN Sabrangloi- Kec Jebrss 

K 

1 Klu 

PLATINUM 

rnn& 

AJENG CAHYANINGRUM 

2 

SIGITWIOIH. 

3372041103084190 

3372045711010003 

Kwtung TungKul RT D01 RW 007 Mojosongo, Jebres 

SDN Sabranglot Kec. Jebres 

364 

jggSSlsj^ 

PLATINUM 

2714 

Ajang Kharisma Ayu Ajitama X 

■ 

Dauiaji 

3372041203085678 

3372048(07020003 

Behegan Rl 02/02 

SDN Sabranglor Kec. Jejres 

^365 

P.0015361 A 

PLATINUM 

2818 

ALOAO WAHYUDHA ALI 

■ 

UCUWAHYUDIN 

3372041604090025 . 

3372040705030002 

Mbmng (or RT 007 RW 00fl MojDMflfp, .Zebras 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

386 

P.6218907 

PLATINUM 

- 

ALDIPRASETYO 

■ 

BSHKxP1 


33720408960300®^ 

SABRAMG KUION RT 001/035 

SDN Sabranglor Kec. Jelires 

m 

P.Q015379 S 

PLATINUM 

2819 

ALFENDIWAHYU BUDI LAKSANA 

■ 



3372042037040005 . 

tedung longkul RT 007 RW DOT Vtojosongo. vJfbrw 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

368 

P.0009967 

PLATINUM 

2810 

ALFIN EKANANDA SARTONO 

5 

SAPTONO 

^ . ■ 

3372042833990003 

Sebrang Lor RT 0Q3 RW 008 Mojowngo, Jebres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

369 

P.1326691 

PLATINUM 

2715 

Alvina Dian Cahyaningtyas 

2 

Sugiyarto 

3372042107050015 

3372045509010021 

\uncfiau) pT Of/'-iw 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

<(.370 

P.Q015356 5. 

PLATINUM 

2820 

ALYA SHALMA FEBR1ANA 

■ 


3372040209040001 . 

337204(402040001 . 

KHHING WMGKUL RT M1 RW0OT Mojosongo. Jabres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

EES 

P .0001059 

PLATINUM 

2716 

ANOIKA PURBA PRASETIAWAN 

m 

MAKHERUN . 

1B1 

HHI 

raertQiHten RT 006 RW 009 Mojosongo, Jebres. Surakarta 

SDN Sabranglor Kec. Jebies 

372 

P.00105S6 


2780 

ANGGER RESTA RAMADHANI 

n 

ACUKSETIAWAN 

3372041303084570 


&atang tofRT 004 RW 008 Mojowngc. Jsbras 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

>; 373 

P.0018252 .?■, 

PLATINUM 


ANGGIAARIYANI 

i 

MARSONO 

3372041403081564 , 

3372044402040004 ■ 

ttebegan RT 003 RW 006 Mojosofigo, Jebres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

^>374 

P.3923469 

PLATINUM 

2718 

AnggitSalrioAnggoro 

m 

Purahman 

mmwm 

ssia 

Kedungtungkul Rt 03/VM 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

gjjg 

P.000937S 

PLATINUM 

2719 

ANNJSA MUTMA1NAH 

a 

JOKO KUKUH 


3372045407020001 . 

MERTOUDAN RT 068 RW 005 Mquolgo. Jebret 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

esa 

P.0003315 

ISBi 

2659 

AMNISA YOFA APRIlllANA 

m 



3372044504010002 

ngerngfak RT DOS RW029 Mojoswtgo. Jetas, Surakarta 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

sa 


PLATINUM 

2822 

ARNETTA REGINUGRAINI 

u 

EKO SANTOSO 

3372041303081912 


MIPfTAN RT0C6 RW 129 Mojcsons°. Jutres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

378; 

P.5822054 

PLATINUM 

2720 

Arya Dwi Praiama * 

m 

Sarwono 

3372040310504 

3372042308020006 

SabraTgbr Rt 02/Vlll 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

3 

sss 


PLATINUM 

2823 

ARYANTA W1CAKSANA 

s 

EKO NUGROHO 


11,5502.230104.0001 . 

kedunguiMkul RT 003 RW 007 kfojosongo. Jvbres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

4 

S 380 

ail 

PUTINUM 

2824 

AYU Ml/TIARA ZAHRA 

1 

SARD! ■ 

3372041510040022 . 

3372045905040001 . 

marto U«fan RT 008 RW 009 Mojosongo, h br«G 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

1 

m 

as 

PLATINUM 

2721 

Sagas Pramano 

2 

SAMINn 

3372042809040004 

3372042B39010001 

KEOUUSWNGKUL. RT.OOTO? 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

•> 

362 

aaraiMWj 

PLATINUM 

2661 

Bagas Pula K. p, 0D4I59O ‘ 

(If 

AfIPudiyanto 

rWI.WmWWiM 

3372041904010008 

Sabrangtor Rt 0 T/V1W 

SDN Sabianglor Kec. Jebres 

'i 

383 

P.0004864 

PLATINUM 

2820 

BETA IST1QOMA 

4 

• r ;. 


3372044103000005 

KEDUNGTUNGKUL RT005 RW007 Mojotouso. >»'“■ Si 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

5 

384 


PLATINUM 

2763 

CHIKA MAYA ARISTA 

1 

SUHARNO 

3372041103080098 


Kedungluflgku) RT001 RW 007 Mojornnao, Jalv«s 

SD Negeri Sabrang Lor 78 Mojosor 

V 

S3! 

P.3421123 . 

PLATINUM 

2764 

Dami Tula Pamungkas : 


SriRiyadi 

3372040504990 

3372040903030003 

Sabrarigior Rl 02WIII 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

a 

mi 

3 .0003370 

PLATINUM 

2570 

DAVID ANGGAY.UUANTO 

5 

SAMAOI 

3372041103083219 

3372041907990001 

Panggung rejo RT 003 RW 023 Jabr«, Jetwes, Surakarta 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

387) 


PLATINUM 

2663 

Daa Kutniawati 

H 



3372045302010001 

S’abfar^jor vz/ob 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

"j 338 

’.0015332 < j 

PLATINUM 

2825 

DEA NURINA YESSA SOF1ANA 

35 



3372045309030003 

noumplak RT 0«1 RW 028 Mojosongo. Jatas 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

1 j 389 


PUTINUM 

2722 

DEFANO PUTRA RAMADANA 

2 

SRIYONO 

3372041103082912 


Sanang loi RTGD1RW08S Mojosongo, Jskrts 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

J 390 f 


PUTINUM 

2664 

DEFTA SANDIANINGUNTANG f r Cai\i9)2 

3 

NAROI 

3372041293082052 

3372045705010001 

mettoiidan RT 008 RW C03 Mojosorgo, Jetes 

SON Sabranglor Kec. Jebres 
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NO. NO BPMKS 


J9IIP.3335420 


392 P.0004500 


393|P.5631590 


P.0015266 l 


WM&m, 


JN. KARTU I NIS 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 




409IP.5819S87 


41QP.0OO3241 


NAMA SISWA 


Della Putri Uiami 


DEVATRI CORNELIA 


Devika Wulandsrl 


DEWIMAHAIJANIWAHYUNINGTYAS 


Dewi RahmawaS Budiono 


DiaaiArtIL. 


DINOA AISYIYAH • 


DINDA RAHMA JUW1TA 


DOMINITIUS GALANG DWIP x 


DZULFAWICKO DWIRIZKI 


Dzulklvnanda Bayu Pralama 


ELSITA PUTRI RAMADHANI 


ELYNTEGAR MONICA 


Evana RochmawatiBS 


FADHILAHNURKHASANAH 


FADIAH NURJANAH- - 


FAHRA G1ZCA PUTRI 


Faradilla Tatty D. 


FATJKAH WULANIMRI 


NAMA ORANG TUA 


411 

PaOOZ962-- 

^412 

P.Q01S251 ,K, 

413 

P.4619645 

414 

P.00Q5595 

415 

P.0010563 

I’m™ 

P.0015357 


i m i iiii i i — rr—rji i L'min.im i 'jj 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 


417 


4181 P.0009922 


419IP.0010561 


/j42D|P.0008875 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 


PLATINUM 



FEBIRAHMAWATINURHANA 


Feta' Setyawall 


FERDIANJRFAN RIZKY 


FERRY KURNIAWAN 


FITA FIONANDA 


Rlrah AbdiPumomo 


F1TRIA DWITIFFANJ 


FLADINSA SATYANI 


GENTA APRIUANIPUSPITASARI 



Heiu Kusraanto 


SIH MUGIONO 


Sugiyono 


Wlbowo Leksono 


SRIHARTANTO 


Vaiida Koni Tri P 


OWI TONIS 


Dwi Toni S 


TRIMO 


SUGIANTO 


Noras Tama P 


WALUYO 


WIDADI 


Suroto 


ISWANTO 


I ■ filMJWIHI.I/J 


SAOMINARTO 


URIPTO 


ahyo Pumomo 


SAOMINARTO 


SUHARNO 


NO KK 

NIK 

3372041303081967 

3372046312020002 


Sabtangkutan Rt 02/35 


3372044105000006 


3372045701030001 


3372049601182 


3372040301315 


3372041702050021 


3372041103082742 3372045940010001 


(3372041103082243 3372044509000001 


I LUL T .t l W. I W WIBWMW ULa.W ' i B H.' IWMT M M I M i f U l 'i lT .14-Wiai»:l'.'t . l il:l l 1 ,KlW, ' ,1 'H? 

■ CT1 t I 11 I I.. I — >•>» 1T« r Ti-1-1 




SEKOLAH 


ALAMAT 


SDN Sabranglor Kec. Jebies 


KeouNGTUNGKuiftroai Rwoo 7 Mojosongo. Jebres, Si i$DN Sabranglor Kec. Jebies 


SDN Sabranglor Kec. Jeb/es 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SON Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


DebflftfwRt 02/VI 


sabrarv} fcuton RT <W1 RW 035 Mty»ongo. Jebres 


MgerMsk SI 02/29 


Kadung Tungkul R1Q7A/II 


Ural— 


3372041303085610 


3372040503844 


13372045211030001 


3372048707030001 


ngemplak RT 001R1V 029 Mojosongc. Jebres 


Ngmplak RT 002 RW 029 MojMffllgo. Jebrer 


i msmsmwmmm 


3372041303086557 


3372040602572 


3372040304217 


3372042104090376 


3372041103087281 


115520102/01009 


3372042901040004 


3372040902020002 


3372046212990001 


337204441200Q003 




3372044101010001 


3372046705040002 


13372044111030003 


11.5502.451002.0002 


3372045006990001 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SD Sabrang Lor 


SDN Sabranglor Kec. Jebiss 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


ON Sabranglor Kec. Jebres 


kecking tungkul RT 003 RW DO 7 Wjjosongo, Jebres 


Kedunglimgkul Rt 03/Vll 


ifebeflan RT 004 RW 032 Mojoscnjo, Jebres, Surakarta 


ctebegan RT 004 RW 002 Mojownga Jebres. Surakarta jSDN Sabranglor Kec. Jebras 


satmgkubn ri oi/as |SDN Sabranglor Kec. Jebres 


MERTOUDANRT 006/009 


ISO N SABRANGLOR 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SON Sabranglor Kec. Jebres 


Ngeootab ri 01/29 ISON Sabranglor Kec. Jebres 


kadiitfl tungkul RT007 RW 007 Mojosongo, J«*bres, S urate i jSDN Sabranglor Kec. JebreS 


sabrang kuton RTC01 RW 035 Mopsongo, Jafires 


roartoudarr RT 002 RW 009 Moiosongo, /sores 





3372040504514 


3372040304289 


3372040307998 


3372040210090009 


3372041810040101 


3372040502030 


3372040307998 


3372041103080098 


3372044103040002 


13372045702030003 


(3372040704030004 


3372040603990001 


3372047110030007 




j 3372044901000001 


1337204561297C0Q4 


3372045004010001 


mipibn RT DDE RW 029 Mojosongo, Jebres 


NgempJakRl 02/29 


irartoudan RT 008 RW0Q9 Mojososgo. Jebres. Surakarta 


satxang lo> RT 004 RW 009 Mojosongo. Jebres 


ifabagan RT C02 RW 006 Mojosongo. Jebres 


Ngompfak RI 02/29 


mertoudan RT 087 RW 809 Mojosongo. Jebres 


sabrang tor RT 004 RW 008 Mojoocngd, JabmB 


Kedunglimgkul RT801 RW 007 Majosango. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabtangtar Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


SD Negeri Sabrang Lor 76 Wlojosc 
































































































































































































































































































VERIF1KA5I KARTU BPMKS 


NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGLOR 74 SURAKARTA 


■1 

'if 

% t 

fa 

A 

i h 
V 

; V 

ik 

—-- 

NO. NO BPMKS 

JN.KARTU 

MS 

NAMA SISWA 

w 

| NAMAORANGTUA 

NO KK 

NIK 

ALAMAT 

SEKOLAH 

(/ ^ 421 P.O015262 ^ 

PLATINUM 

2834 

GEfil CANDRASAPUTRA 

■ 

QSSE22HEHHEI 

3372041103080088 . 

3372042808040002 ■ 

ketfung (ungkiriRT QQ1 RW DO? Mojowngo, jsbrps 

SDN Sabrargtor Kec. Jebres 

v )j4Z2 P.02.26025 

PLATINUM 

2835 

GEST1PUTRIWAHYUQI 

■ 

Cj " 


%7xo4teo?c4.am 

5c{t’'Ont[lor pr/S/W 

SD Sabrang Lor 


PLATINUM 

2836 

HANAAIDAH 

■ 

SUROTO 

3372042710040003 

3372046206040003 • 

sabfang lor AT 007 RW COB Mojoswgo. Jews6 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 


PUTINUM 

2727 

HanaArzti 

■ 

Basuki 


3372044503020003 

Kadtwglungkul Rl OWN 

SDN Sabranglcr Kec. Jebres 

A 425 P.0006847 

PLATINUM 

2774 

HARMAN! DIMAS PRANOTO 

■ 

SUHARNO 


| | |||[| 1 ~f 

NGEMPIAK RT 001RW 029 Mojowngo, Jebres 

SDN Sabranglcr Kec. Jebres 

426 P.3815063 

PLATINUM 

2728 

HidayalYasiSetovaan 

■ 

Meryadi 


E3L 

N§®mplak Rt 02129 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

427 P.3833093 

PLATINUM 

2729 

Imam Nofian Utoma 

m 

Dasilo 

5222ES23BH 

3372041111010006 

Kedunglungliut Rl 03rvtl 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

.426 P.2414232 

PLATINUM 

2679 

Ina Corolla Silvi 

09 

T"Tjiri 



Mertoudan RT QZ/IX 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 



429 P.0015500 ^ 

PLATINUM 

2837 

INDRA W1CAKSANA- 

m 

LUHUR 6UDIHARJO 

3372040307744 


4at)rang [or RT 005 RW COB Mojosongo, MreS 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

!»S msss&SM 

PLATINUM 

2775 

INKAWIDIARSI 

a 

DIOIK SUGIYARTO 


3372045202030004 

Sab rang lor RT 005 RWflOfl Mojosofigo. Jebras 

SDN Sabianglor 

431 P.0015337 A, 

PLATINUM 

2338 

INNAAZATUR ROFIAH 

m 

SAUMIN WITOWIYONO 


337204621103.0001 • 

medoudan RT 007 RW ADO Mojosonga, Jebrai 

SDN Sabranglot Kec. Jebres 

432 P,0005577 

PLATINUM 

2776 

INTAN AYU KU5UMAWATI 

r 

SILVANU5 ekow 

3372041103085631 

3372044505030002 

mojosongo RT 004 RW CG9 Mojowngo, Jebffli, Surakarta 

SDN Sabranglor Kec. Jebies 

433 P.0003263 

PLATINUM 

2730 

ITSNA.SALSABIU 

m 

SHH 

-‘iiTWfr-V -KM 

337204571101000*'^: 

kertung lungkal RT003 RW 007 Mejosofigo, Jab res, Surakai 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 


PLATINUM 

2839 

JOVAN SYAILENDRA 

■ 


33720411030832^1 - 

3372041612030001 . 

mipitan RT003 RW 029 Mojoaongo. Jebres 

SON Sabranglot Kec. Jebres 


PLATINUM 

2840 

KEVIN MUHAMMAD APRILIA 

1 

SftlYONO 

3372041303087517 

3372042904040006 • 

sabrang loi RT Q05 RW 009 Mojowngo, Jebies 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

436 P.0007399 

PLATINUM 

2778 

KHOIRUOIN MUHAMMAD SHOLEH 

1 


3372041103080951 

3372041809020001 

KEDUNG1UNGKUL RT 002 RW M7 Miinsongii. Jebres 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

•, .437 P.0015386 ,S 

PUTINUM 

2841 

KHOtRUL ANWAR FAD1LUH 

1 

ARIS SUTARJO 


3372040610030002 

sabrang lor RT 005 RW 009 Mojowngo, Jo bras 

SON Sabranglor Kec, Jebres 

\ 438 P.0008838 

PUTINUM 

2680 

KHONSA GGNITA RAMADAN1 

3 

SARDI 


3372041912000001 

Mertoudan RT C08 RW OOfl Jebres, Jebres 

SDN Sabranglor Kec. Jebies 

439 P.0005555 

PUTINUM 

2637 

KURNIAWAN NUR PRASETYA 

4 

SURATMI 

3372040305761 

3372041111990003 

mertoudan RT 087 RW 009 UojcsMgo, Jebier, Surakarta 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 


PUTINUM 

2752 

LAKSAMANASEPTIAN.C.S p g^Ve-IO 

— 

DJOKOSUSILO 

222SS2B1 

3372040709010001 

Sabrang Lor RT 002 RW 008 Mojowngo.Jabtas 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 


& -v 

PLATINUM 

2842 

UTIFAH NURIANGGRAHINI 


SUPARJO 

3372040400405 , 

3372046912030001 • 

sabrang lor RT 005 RW 008 Mojosongo, JabreQ 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

E. 


PLATINUM 

2843 

LJNGGA ASHARRIDHO ARWIE - 

■ 


3372041404050002 • 

3372042212030001 . 

ngempfak RT 002 RW 029 Mojosongo, Jabros 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 


PUTINUM 

2844 

LOCITANARADIPAANGGRIT : 

■ 


i 

1 

3372046008040001 

dabegan RT002 RW 006 Mcjosongo, Jebres 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

1 


PLATINUM 

2780 

MauBdia Mutlahana P 

■ 

eBHBl 

BJI 

3372044505030001 

Kedufigtungfcul Rt 06/VII 

SDN Sabranglor Kec. Jebies 

ii 

Biai] 

PUTINUM 

2732 

Maya Anggraeni Kusuma W 

■! 


33720428061)50002 

3372046005020001 

Ngemplalt Sulan Rt 04/29 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

i 

446 P.0015366 

PLATINUM 

2845 

MERY HAPSARI 

m 

MARYADI 

mmxmm 

3372045503040001 

Sabrang (or RT 003 RW 008 Mojowngo, Jebres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

c 

^447 M«I9441- 

PUTINUM 

2682 

MEYUWATI DORA. K p 004^95 

n 

WlDODO 

3372043101050008 

3372046305010001 

Ngttmptak RT 005 RW 029 Mojosongo. Jebres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

! 


PUTINUM 

2846 

MUHIHSAN SAJIDSAPUTRA 

■ 


3372051203087983 . 

3372052101040005 .1 

bita luion RT 081 RW 087 Gl'ngan. Sarjarsari 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

II 


PLATINUM 

2847 

HUH NURROCHIM 

■ 


3372041103080054 

3372040305040002 

(CEDUWG TUWGKUL RT Ml RW 00? Molowngo. Jebres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

e 

450j P.0015753 ]| 

’UTINUM 

>848 

WUH THOMAS TOMYPUTRA jl j 

MUHTATODWIPUTRA 

3372051303081895 

3372052602040005 ■ 

fajesari RT 004 RW 013 Gfingan, B wijarsa ri 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 
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VERIFIKASIKARTU BPMKS 


HAMA SEKOLAH: SON S A BRA NGLOR 78 SURAKARTA 


. NO. 

| NO BPMKS 

JN. KARTU 

NIS 

NAMA SISWA 

m 

NAMAORANOTUA 

NO KK 

NIK 

ALAMAT 

SEKOLAH 

\> h «i 

1 fiT 

PLATINUM 

2784 

Muh. Rizal Saputra 

m 

Yono 

3372040313052 

3372040707020002 

Ssurargltx K102/Vlll 

SON Sabranglor Koc. Jebres 


lErri'iJPi 

PLATINUM 

2733 

MUHAMMAD ALIFIANSYAH 

m 


33720420804090070 

3372042509920006 

NGEMPLAK RT G01/029 

SDN Sabranglor Kec. Jebre* 

i - 453 

HM 

PLATINUM 

2783 

MUHAMMAD GEMA ILHAM ALAFRIZAL 

■ 



3372040802030007 

NGEMPIAICRT 061 RWOJSMojofflngo.Jebref 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 


P.0015288 Y' 

PLATINUM 

2849 

MICHAEL BINAR YUDHA P 

B 

2 

3372041902090006. 


MHlnudai RT 003 RVv 008 Mujowago, JeOwi 

SDN Sabranglor Kec. Jehres 

4 « 

f3rFT?«T77flflflBi 

Ite&xf&m 


2785 

Nabila Vika Amalia 

■ 

SlaraelWahyudi 

3372040902080020 

3372045712020006 

Kedunglungkul Rt 05MI 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

i! " 456 


ELL, .'...'3ft 

2812 

NADILAYULIANTI - 

n 

RUSLAN 

3372041103083800 v. 

3372044707020001 

Sabrarg Lor RT 002 RW 008 Mojosongo. Jebnas 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

_ 

V,' «7 


PLATINUM 

2683 

Nanang Setyawan 

m 

Silpardi 

3372041904050004 


Mertowlan Rt 06/IX 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

SV 458 

v „ , 

mjn i J.<nvg 

IkksssHK 

PLATINUM 

2734 

Naranta Via Agatha 

m 

Tukiman 


3372048612010002 

KerfLMgttingkui Rt DI/VI 1 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

]- <59 

Hi^Ri 

PLATINUM 

2684 

NataliusYoganlara P. 

3 

Aguslinus Rusdianta 

3372041103084193 

3372042212000001 

KsdimgTiingkvJRFoilVIl 

SDN Sabranglor Kac. Jebres 

[« 460 


PLATINUM 

2735 

Nida Viana Puspitasari 

j 

Muh. Yahya 


337204501201000^ 

Ng&wpLop f-T owj/p.wo;g 

SON Sabranglor Kec. Jebres 



461 

P.1516461 

PLATINUM 

2787 

Niko Kristian 


Eko Susanto 

3372041404050006 

3372042304030021 

Mertoudan Rt Q8/DC 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

BTl 

U.V'J U 1 —— 

i ni'niiiM 

amm 


5 

m 'i.nnri——■ 

iv.L.r.ut.'.Lf.vjr.TJW 



SON Sabranglor Kec. Jebres 


MapHMHP: 







mtmmmmmtmmsi 


> <63 

n nrtruru-H 

I lUJll 1 UU 1 

PLATINUM 

2595 

MOKIYANASARI ' <y, . Q4$\92 

n 

MAKHERUN 

3372040309358 

337204710699001 

mertoudan RT 006 RW 009 Wqasonjo, JebreJ. Surakarta 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

& <64 


PLATINUM 

2780 

NurZakaria R. 

1 

Gendro Dwijantoro 

12222 SB: 

3372050611020006 

B>lk)iS LMHur fcv ^7/144 24 

SDN Sabranglor Kac. Jebres 

>7 485 

r»nri n ■■ ■■ 

PLATINUM 

2685 

Nuidian Wisma Sari 

m 

Waluyo 


337204560401000^ 

Mer-aocsn |i-T(3& /’kWOCg 

SDN Sabranglor Kec. Jabres 

t6i\i*zEW! 


4. 466 


QQ2BH 

2850 

OKTAVIANO KRISTIAN 

B 

SUTRISNO 

33/2041103087773 

3372042610030002 

sabrarg far RT 003 RW 035 Mapungo, Jebias 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

.. ). 467 

P.5614846 

PUTINUM 

2686 

OStyNugraho 

m 

Maiyadi 

3372041510040033 

esbesek 

SabranglorAUum oe>% f PkW c<j& 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

6 < <63 


PLATINUM 

2791 

Olivia Puiri M.K 

m 

All Pudiyanto 

3372041805090002 

3372045501030005 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 

BBSS 

P.0005484 

hbWJH 

2597 

OUA DYAH MAYERZAN 

□ 

SRI KISWANTI 

3372040505330 

3372046005990005 

kadung Wdul RT 003 RW 007 Majositgo. -hires. Surakarta 

SDN Sabranglor Kac. Jebres 

|K2 

■mSmmmSB 




*— 

1 M 1 1 II 1 , , —— 

klW/.T.CShVr^Vi* =« uff 






PLATINUM 

2689 

pEBRI PRASTIWI 

3 

HADIPRASETYO 

3372041103087504 


keduaglungkulRIOiB 3W 017 uiopsonjo, .'abros 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

Be 

P.0015358 

PLATINUM 

2851 

PUTR4DEKSAAUUA 

i 

HARJANTO 

3372041303087518 

33/2044701040001 

jebrang lor RT 005 RW DOB Wojcsongo, Jebras 

SDN Sabranglor Kac. Jebres 

HB 

P.2428226 

PLATINUM 

2792 

Pulfl MardNaL. 

r - 

SuBstiyoro 


3372045208020001 

Sabrangtor RI02A/I8 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

EES 

P.0015320 

PLATINUM 

2652 

PlfTRI RATNASARI 

i 

SURATM1 


3372047006040024 

sabraag lor RT CC4 RW 008 btajosongs, Jolvas 

SON Sabranglor Kec. Jebres 

E£S: 

P.0015287 

PLATINUM 

2553 

RAFU PALEFIYAHYA 

B 



3372042912030003 

ng&mptok RT 005RWQ29 Mojowngo, Jobres 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

}• 476 


PLATINUM 


RAKAWAHYUP.S. 

fl 

TOTOK SRI HARJANTO 

3372040301351 

3372042907020002 

KEOuNGTUwaaiLuToivii 

SDN Sabranglor Kac. Jebres 

mm 

Oil 

PLATINUM 

2690 

Ramadhan Eko P. 

na 

m^wahiaracMi 

3372041203085680 


Oabegan Rt 02/11 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

Kii 

RiitiiiliSo 

zszm 

2846 

RENIGALUH SEPUANA 

a 

SRIYANTO 

3372042504090009 

3372044809990007 

Marloirfan RT 008 RW 059 Mqwargo.Jetns 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

Ki[ 

>0015260 

PLATINUM 

2854 

REVAISVALANA 

a 

NGADI 

3372041103083218 

3372045101040022 

mlptbrn RT 003 RW 028 Mojoaobga. Janes 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 

]k 480 

>.0003644 

PLATINUM 

2811 

RHENDY RI2KY KUSRIYANTO 

r 

KUSRIYANTO 

3372041103080914 

3372043005020002 

MERTOUD8N RT 008 RW009 Mijoaongo, Jabras, Surakart 

SDN Sabranglor Kec. Jebres 
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verifikasi kartu bpmks 


NAMA SEKOLAH: SDN SABRANGLOR 78 SURAKARTA 



NAMASISWA 


KL 


NAMA ORANG TUA 


NO KK 


NIK 


ALAMAT 


SEKOLAH 


RIAN CAHYA RATA 


MElYULIANTO 


3372041103082899 


3372041001040002 


SABRANGLOR RT 001 RWCOOMoRuango, Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


Ftidwan SanyotO SR 


III 


Dast/ki 


3372042411090012 


3372042405010003 


PURWOPRWAW RlW/XXX 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


Rieke DbvI Fiana 


Rudi Hartono 


13372041104050020 


3372046206020001 


Nsemutek Rt 02)29 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


Rika Ayu Sutanawali 


III 


Triyono 


3372041103087770 


3372045401010003 


Sabrangkulon Rt 03/35 


teDN Sabrangbr Kec. Jebres 


R1KO PRATAMA 


iJUPRI 


13372040313350 


3372040801010002 


sabrarg kubrtRT002 RW035 MopMngo, Joftres, Surakarti ISDN Sabranglor Kec. Jebres 


RizalDeaAIfnta 


Hi 


Mulyono 


RizalWidya Puira 


Marsino 


372 


3372041704090443 


33720429123001 


10 ( 8 . 


Mipitafl RT OS/29 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


3372042504030005 


Rohby Iranian 


‘Imam 


13372042709040015 


3372041404020001 


Tm-VjfouV RT 


SDN Sabrangbr Kec. Jebres 


Sabranglor Rt 02/VI4 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


Rochmad Klur Prasatyo 


Sumatyono 


! 33/70 40308897 


3372041205010005 


Wertourfan Rt07HX 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


ROSSA MUUA WARDANI MURA 


SUTARTO 


3372040601050006 


3372046308040001 


sabrang lor RT 003 RW C0I Mojowngo, Jebres 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


ROZAN EDWIN 


Ps 


EDYSUNARSO 


3372042712040030 


3372042706020001 


KEDUMG 1UNGKUL RT 003 RW 037 Mojosongo, JabiM 


SDN Sabranglor Kec. Jebres 


RUDI NURHIDAYAT 


MUHSUTINO 


13372040209040019 
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TELAAH DANA BANTUAN APBD UNTUK KOMITE OLAH RAGA 
NASIONAL INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2009 


PosisT Kasus 


Bahwa sebelumnya KONI Kota Surakarta telah meogajukan permohonan 
bantuan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam tahun anggaran 2009 
yang diperuntukan bagi pembinaan dan bonus atilt berprestasi serta 
p e nyel a nggaraan Pewof-S QQf l- Atas per m oho n an b ant u a n dad KOMI Kota 
Surakarta tersebut kermadian Pemerintah Kota Surakarta menyampatkan 
dalam ususlan RAPED tahun 2009 dengan alokasi dana hibah sebesar 
Rp.'11,3mlBar; 

Bahwa dalam tahun anggaran yang sama PERSATUAN SEPAK BOLA 
fNOONSJA SURAKARTA (PERStS Solo ) yang beralamat di Barfai PERSIS 
Jl. Gajah Mada 73 Surakarta, juga telah mengajukan permohonan dana 
bantuan kepada Pemerintah’Kota Surakarta tertanggal ■ 28 Agustus 2008 
untuk keperluan biaya rqengikuti Kompetisi Devisi Utama tahun 2009/ 2010, 
permohonan proposal mana ditanda tangani oleh Pengurus PERSIS SOLO 
FX. Hadi Rudiyatmo (Ketua Umum). Atas permohonan tersebut Pemerintah 
Kota Surakarta tidak memberikan usuian dalam RAPED Kota Surakarta 
tahun 2009; *■, 

Bahwa dalam pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota 
Surakarta tentang RAPBD kota Surakarta tahun 2009/2010.dinyatakan 
bahwa pengalokasian dana APBD tahun 2009 untuk PERSIS Solo tidak 
semestinya diberikan bagi PERSIS Solo semata.yang pas anggaran tersebut 
diberikan kepada KONI Kota Surakarta. Bahwa namun demikian akhirnya 
DPRD Kota Surakarta menyetujui alokasi dana hibah untuk KONI Kota 
Surakarta dianggarkan sebesar Rp. 11,5 miliar yang dutuangkan dalam 
APBD Kota Surakarta tahun 2009, dimana atas usuian sebelumnya dari 
Pemerintah Kota Surakarta -untuk -bantuan kepada KONI Kota Surakarta 
dalam alokasi dana hibah dalam RAPBD Kota Surakarta tahun 2009 sebesar 
Rp. 1.1,3 miliar; 

■ ■■ ■ i • 

Bahwa pemberian. bantuan kepada KONI Kota Surakarta telah diberikan 
tahun sebelumnya yaitu dialokasikan dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp. 
10 miliar dan dalam APBD tahun 2007 KONI Kota Surakarta mendapatkan 
dana pembinaan sebesar Rp. 5 miliar. Sedangkan dalam tahun anggaran 
2008 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Surakarta tidak 
mendapatkan dana pembinaan dari Pemerintah Kota Surakarta; 

Bahwa dana bantuan untuk pembinaan dan bonus untuk atlit berprestasi 
dalam Perprof 2QQ8 yang dfterima KONI Kota Surakarta dalam tahun 2W9 
sebesar Rp. 11,5 miliar tersebut temyata KONI Kota Surakarta^ hanya 
menerima dana sebesar Rp. 6,3 miliar dan sisa dana nya diduga rrfasuk ke 
manejemen PERSIS Surakarta sebesar Rp. 4,8 miliar. (Suara Keadilan.Edisi 
II, Desember 2009); 

Bahwa dugaan penyelewengan penggunaan dana bantuan Pemerintah 
Kota Surakarta yang tertuang dalam APBD Kota Surakarta tahun 2009 untuk 
KONI sebesar 11,5 miliar dapat diperoleh dari keterangan Wakil Ketua KONI 
Surakarta Gatot Sugiarto SH yang menyatakan bahwa KONI Kota Surakarta 
pada APBD 2009 yang menganggarkan untuk bonus atlit berprestasi dan 

pehyetenggacaaD Petprof -200S .sebesar .Rp. J .1^ miliar dan rJisetujuj oJeh 


























Pemerintah Kota Suralkarta, namun dalam kenyataanya KONI hanya 
menerima Rp. 6,3 miliar, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 4,8 miliar diduga 
masuk ke manejemen PERSIS Solo, (Suara Keadilan edisi II, Desember 
2009); 

Bahm setain itu ada dugaarv oknum DPRD Kota Surakarta juga ikut 
menikmati dana yang diterima PERSIS Surakarta sebesar Rp. 4,8 miliar dan 
khusus dana Rp. 2,8 miliar yang tidak muncul dalam pembahasan APBD 
Perubahan, namun rtaiam-kenyataanya tiba tiba muncul dana untuk KONI 
kota Surakarta yang menurut rencana dlpemntukan untuk menutup 
kekurangan bonus atlit berprestasi; (Suara Keadilan Edisi II Desember 2009) 

Bahwa oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas dana bantuan 
pembinaan dan bonus atlit dalam Perprof 2009 yang diterima oleh KONI Kota 
Surakarta yang dialokasikan dalam APBD 2009 sebersar Rp. 11,5 miliar dan 
dana tambahan dari Kota Surakarta yang tertuang dalam AP8D Perubahan 
2009 sebesar 2,8 miliar. Penggunaan dana bantuan mana diduga 
menyimpang dari peruntukanya sebesar Rp. 4,8 miliar masuk kepada 
mamejemen PERSI$,.Surakarta dan oknum DPRD Kota Surakarta (Suara 
Keadilan, Edisi II Desember 2009 ) 


Analysis kasus 
a. Anaiisa Yuridis 


Daiam pengalokasian dana yarig ‘ dituahgkan dalam APBD 
menggunakan skala prioritaa 

Ondang undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 
kualitas kehiduan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 
daerah (lima belas urusan wajib daerah) yang diwujutkan dalam 
Pentuk pemngkatan.pelayanan dasar^.pmdjdikanrpenyedJaar) fasllitas 
pelayanan kesehatan,fasUitas sosfaf dan fasilitas umum yang layak, 
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 


. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang 
perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

' Paaal 32 ; "' i ' ' 


(1) Klasiflkasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja unisan wajib dan 
belanja urusan pilihan. 

(2) KJasMasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup: 

a. pendidikan; 

b, Kesehatan; 
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c. pekerjean umum; 

d. perumahan rakyat; 

e. penataan ruang; 

f. porenoanaan pembangumn; 

g. partiubungan; 

h. lingkungan hktup; 

/. pertanahan; ... 

j. kependudukan dan catatan sipil; 

k. {mfoeftisymipenempr^^ 

l keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

m. soslal; 

n. ketenagakerjaan; 

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

p. penanaman modal; 

q. kebudayaan; 

r. kepemudaan dan olah raga; 

$. kesatuan bangsa dan polrtik dalam negeri; 

t. otonomi daerah, pemeririiahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkal daerah, kepegawaian dan persandian; 

H k e tfthfl n pn p f in gpn ; 

v. pemberdayaan masyarakat dan cfesa; 
iv. statistik; 

x. kearsipan; 

y. komunikasi dan informatika;dift 

z. perpustakaan. 

(3) KlasWikasi belanja menurut umsan pUiban sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (1) mencakup: 

a. pertanian; 

b. kehutanan; 

c. Pnergi dan sumber daya mineral; 
sL panwisafa; 

e. kelautan dan perfkanan; 

f. perdagangan; 

g. mdustri; dan 

h. ketransmigrasian. 

- (4) Bdfanja manuivt musan pemerintatian yang penanganarmya dafam 
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 
pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan 
perundang-undahgan dijabarkari ddtam bentuk program dan kegiatan 
yang diklasifikasikan menurut umsan wajib dan urusan pilihan. 


Pengalokaalan dana yang dituangkan dalam APBDPerubahan dllakukan 
dengan syarat dan kriteria tertentu 


Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 
daerah: 


Pasal 81 


1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau pembahan keadaan, 
I dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka 
L penyusunan prakiraan pembahan atas APBD tahun anggaran yang 
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a. perkembangan yang tidak sesuaidengan asumsi kebfjakan umum APBD; 

b. keadaan yang menyababkan hams dilakukan perges&ran anggaran antar 
unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis heianja; 

c. keadaan yang menyababkan sakto anggaran lebih tahun sebeiumnya 
hams digunakan untuk tahun berjalan; 


■d. keadam-darvmb-dan 
e. keadaan luarbiasa. 

2. Dalam keadaan damrat, pemenntah daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dlusulkan dalam 
rancangan pambahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisesI 
anggaran. 

3. Keadaan damrat sabagaimena dimaksud pads ayat (1) huruf d sekurang - 
kurangnya memenuhiloiteria sebagai berikut: 

a. i bukan merupakan kagkrtan normal den ektivft&s pamanntah daorah dan 
tidak dapal diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan, teijadi secara bemlang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemenntah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang sighifikan' terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleb keadaan damrat. 


Pengalokasian dana bantuan sosial atau hibah dilakukan secara 
selektif dan tidak terns menerus dalam tahun anggaran 


Peraturan menteri Dalam Hegeri Ho. 59 tahun 2007 tentang perubahan 

atas Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengefolaan Keuangan Daerah 

Pasal 42 

(1) Befanfa fiibah sebagaimana dimaksud dafam Pasal 37 fiumf d dfgunakan 
untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang 
dan/atau jasa kepada pemenntah atau pemenntah daerah lainnya. 
pemsahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang 
secara spesifik telah ditetapkan pemntukannya. 

j2)-£ih3pus. ...... 

(3) Dihapus. 

(4) DJhapus. "* .. 

(4a) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah, msionalitas dan ditetapkan dengan 
keputusankepata daerah. 
















(5) Pembenan hibah datam bentuk uang atau dalam bentuk barang aiau jasa 
dapat diberikan kepada pemenntah daarah tertentu sepanjang ditetapkan 
dalam peraturan pemndangmndangan. 

7. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat bam yakni 
ayat (5), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai herikut: 


Pasal 43 

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 

pen ye le nggaraan fungsi pemermtahan -di daerah. „ , 

(2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Hibah kepada pemenntah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang 
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar 
umum. 

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan 
untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pambangunan daerah 
atau secara fUrtgsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah . 

(5) Belanja hibah kepada Pemenntah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dUaporkm pemerintah daerah kepada'Menieri-Bafam Megeri dan Mefiteri 
Keuangan setiap akhir tahun anggararf- 


Pasal 44 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan 
yeng ddak mengrkatrtrdak eeeara dears menerus dan tidak wajib sarta 
hams digunakan sesuai derfgan persyaratan yang ditetapkan dalam 
naskah perjanjian hibah daerah. 

(2) Dihapus. 

(3) Hibah yang dibenkan secara tidak mengiket/tidak secara terus menerus 
diartikan bahwa.pembenan hibah lersebut ada hatas akhimya targantmg 
pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan 
tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemenntahan daerah, 

(4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pembenan 
hibah, jumlah uang yang dihibahkan. 


Dalam pengalokaaian dana bantuan untuk kegiatan keolah ragaan 

dilakukan secara selektlf 

*■' * 

Undang undang -Me. 3 taken 2W5 ten tang SI stem Keolatoragaan Naekmal 

Pasal 38 

(1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
membentuk suatu komite olahraga nasional. 

(2) Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oieh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan 
peraturan pemndangundangan. 


s' 















(3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri. ..... . 

(4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mempunyai tugas: 

a. membantu Pemerintah dalam mambuBt kobijakan nasional da/a/77 bidan 
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga pmstasi pada 
tingkat nasional; 

b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga 
fungsional, serta Somite olahraga pravtosi -dan komite olahraga 
kabupaten/kota; 

c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga 
prestasi berdasarkan kewenangannya; dan 

d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga 

tingkat nasional. 

Pasal. 38 

(1) Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh 

pemerintahkabupaten/l<ota dengan dibantu oleh komite olahraga 
kabupaten/kota. ' . 

(2) Komite olahraga kabupalbn/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibantuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat 
mandiri. ~ 

(3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan 
peratunanpemndang-undangan. 


Pasal 29 

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pmfesional dilaksanakan dan 
■dmshksn ontok temptanya prestasi olahraga, lapangan karja, dan 
penlngkatan pendapatan. 

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pmfesional dilakukan oleh induk 
organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga pmfesional 


Pasal 40 

Pengurus komite otah raga nasional, komite olahraga pmvinsi, dan komite 
olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan 
jabatan struktural dan jabatan pubiik. 


« 

b. Anallsa fakta dan yuridls 

Pengalokaslan dana bantuan Kepada KONI Kota Surakarta dalam 
anggaram APBD dan APBD Perubahah ' talah menyalahi ketentuan 
perundang undangan yang beriaku; 

1. Bahwa berdasarkan poslsl kasus/fakta tersebut diatas dapat 
disampaikan bahwa KONI Kota Surakarta telah mengajuhan 

permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Kota Surakarta dan atas 








permohonan tersebut kemudian' Pfemerintah Kota SuraKana 
mengalokasikanya dalam RAPBD 2009 sebesar Rp. 11,3 miliar dan 
disahkan oieh DPRD Kota Surakarta dalam alokasi bantuan hibah 
dalam APBD 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar. Bantuan tersebut akan 
digunakan untuk pembinaan dan bonus atlit dalam Perprof 2009 

2. Bahwa oieh karena kekuarangan dalam pembayaran bonus kepada atlit 

berprestasi maka KONI Kota Surakarta mengajukan permohonan dana 
tambahan dan temyata dalam APBD Perubahan 2009 KONI Kota 
Surakarta juga mendapat tambahan bantuan dana sebesar Rp. 2,8 
miliar; " " 

' •»• 

3. Bahwa Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta dalam 
penyusunan anggaran daiam APBD 2009 Kota Surakarta tidak 
meilakukan skala prioritas , mengingat belum banyak terpenuhinya 
kebutuhan wajib yang manjadi kewajiban Pemerintah Kota Surakarta 
misalnya anggaran untuk pendidikan 20 %, biaya kesehatan gratis, 
lingkungan htdup dan lain lain. Pemerintah Kota Surakarta malah 
mengalokasikan dana dalam Rancangan Angaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kota Sljrakarta tahun 2009 kepada KONi Kota Surakarta 
sebingga akhimya tertuang dalam anggaran APBD Kota Surakarta 
tahun 2009 mendapatkan dana Rp. 11,5 miliar; 

4. Bahwa demiklan juga PemerintahlKota Surakarta dan DPRD Kota 
Surakarta kurang peka dan mengabaikan peraturan perundang 
undangan yang berlaku oieh karena dalam alokasi anggaraan APBD 
Perubahan 2009, KONI Kota Surakarta mendapat dana tambahan 
sebesar Rp. 2,8 miliar. Bahwa alsan karena kekurangan dana untuk 
pembayaran atlit berprestasi ridak bisa dijadikan alasan dalam 
mengalokasikan dana bantuan dalam APBD Perubahan. (ketentuan 
lebih lanjut tertuang dalam Unclang undang No.. 32 tahun 2004 tentang 
P&menntahan daerah, pass) 31 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 
2005 tentang pengelolaan keuangan .daerah, pasa/ 32 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomer : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 

5. Bahwa demikian juga dalam tahun tahun sebelumnya KONI Kota 
Surakarta tahun anggaran 2006 mendapat bantuan yang tertuang 
dalam APBD Kota surakarta tahun 20,06 sebesar Rp. 10 miliar dan tahun 
anggaran 2007 KONi Kota surakarta mendapatkan dana bantuan yang 
tertuang dalam APBD sebesar Rp. 5 miliar, pemberina bantuan mana 
telah menyalahi ketengtuan peraturan perundang undangan oieh karena 
diberikan secara terus menerus . { pasal 42,43,44 Peraturan menteri 
Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan 
menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuarigan Daerah); 


Panerimaan dan panggunaan dana kepada KONI Kota Surakarta 
melanggar ketentuan hukum yang berlaku; 

6. Bahwa dalam penerimaan dan penggunaan dana bantuan hibah kepada 
KONI Kota surakarta diduga juga menyimpang oieh kerena dana yang 
diterima oieh KONI Kota Surakarta dari APBD Kota Surakarta sebesaar 
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Rp. 11,5 miliar berdasarkan keterangan Wakil Ketua KONI Kota 
Surakarta Gatot Sugiarto.SH temyata KONI Kota Surakarta hanya 
menerima sebesar Rp. 6,2 miliar dan sisa dana nya masuk ke 
manejemen PERSIS Kota Surakarta sebesar Rp. 4,8 miliar. 

7. Bahwa oleh kacena penerimaan dan penggunaan dana hibah dari 
Pemerintah Kota Surakarta yang teralokasl datam APBD Kota 
Surakarta tahun 2009 seharusnya dilakukan atau dibuat naskah 
pedanjian bib ah dengan pemerintah daerah {Pemerintah Kota 
Surakarta) naskah perjanjian hibah mana tidak boleh menyimpang dari 
ketentuan perundang undangana yang berlaku (Pacai 44 eyat (5) 
Peraturan Merited Dalam. Negeri Nomer: 59 Tahun 2007 Tentang 
Pembahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomer 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 

8. Bahwa KONI Kota Surakarta harus mempertanggung jawabkan dana 

yang sudah teralokasl dalam APBD 2009 sebesar Rp. 11,5 miliar dan 
dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2,8 miliar, sebagimana ketentuan 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer : 32 Tahun 2Q08 
Tanggal 16 Juni 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapalan Dan BeJanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dinyalakan 
bahwa: . 

a) Pemberian hibah urrtuk menfukung fungsi penyeienggaraan 

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansl 
vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, 
KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah tainnya, 
perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD; 

b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan 
hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; 

c) Daiam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, 
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi 
masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi 
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah 
daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah 
mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, 
sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 900/2877/SJ tanggal' 8 'Ndpember 2007 tentang Hibah dan 
Santuan Daerah; 

' ' “3“ in i, 

9. Bahwa Kalaupun dalam isi perjanjian Hibah antara KONI Kota Surakarta 
dengan Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan dana banluan APBD 
2009 sebesar Rp. 11,5 milar dituangkan dalam perjanjian antara KONI 
Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk sebagian 
diberikan kepada PERSIS Surakarta, perjanjian hibah mana adalah 
tidak dapat dibenarkan oleh karena secara setruktural KONI Kota 
Surakarta tidak membawahi PERSIS Surakarta yang merupakan Klub 
Profesional yang berorietasi profit dan berada dibawah induk organesasi 
PSSI . ( Undang undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahmgaao ,NasionaJpasa)3B .dan 39); 








10. Bahwa oleh karenanya dana yang diterima KONI Kota Surakarta yang 
' teralokasikan dalam anggaran APBD Kota Surakarta tahun 2009 

sebesar Rp. 11,5 miliar yang peruntukanya untuk pembinaan dan bonus 
at/it yang berprestasi,da!am, Perprof ,2009, namun dalam kenyataanya 
yang diterima KONI Kota Surakarta hanya 6,3 miliar dan sisa dananya 
Rp. 4,8 miliar diduga diterima oieh PERSIS Surakarta, penerimaan dana 
mana adalah bentuk penyimpangan atas pengelolaan dana bantuan 
yang bersumber dari APBD. 

11. Bahwa DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta 
seharusnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari KKN. Mekanisme kontrol DPRD dalam 
menuituskan anggaran dalam APBD dan APBD Perubahan Kota 
Surakarta seharusnya memperhatikan ketentuan hukum yang beriaku, 
demikian juga Walikota Surakarta melalui SKPD terkait dapat 
mengontrol penggunaan anggara yang bersumber dari APBD dan APBD 
Perubahan sespai dengan kewenanganya. 

12. Bahwa berdasaTkan hal hal tersebut dialas pengelolaan keuangan 
■ daerah yang dilakukan oieh Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota 

Surakarta terkait dengan pemberipa dana hibah kepada KONI Kota 
Surakarta yahg dituarigkarr dafanr 'APBD dan APBD Perubahan 2009 
diguga telah menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang 
undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu : 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

pasa! 3 ayat 1 ditegaskanhahwa: 

'‘keuangan mgara -dfkefote secafs fertib, t&at pads peratumn 
perundang-undangan, efishri, ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan". 


Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Pasal 4 dimuat mengenai Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu • 
Paeal4ayat{1): 

*■ A 

Keuangan daerah dikelola secana tertib , taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
jmntaat imtuk masyamkat. 


Pasal 4 ayat (2): 







Tujuan dan Sasaran 


a. Tujuan : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan PERS 
. • Soto. 

b'. Sasaran : Terciptanya sistem pengendalian manajemen (SPM) yang baik set 

i, ■.+ 

tertibnya penatausahaan dan administrasi dalam pengelolaan keuangan PERSIS. 
III. Survey Sistem Pengendalian Manajemen' 


Dari hasil survey pengendalian intern, Sistem pengendalian manajemen PERSIS daf 
diketahui hal-hal seb’agai berikut: 

1) Organisasi ' * 

a. Struktur organisasi tidak dilengkatp dengan uraian tugas-secara tertulis. 

b, Tidak mempunyai ketentuan tentang persyaratan tenaga sesuai dengan fun< 
dan tanggung jawab. 

2) Kebijakan 

Tidak dijumpai adanya kebijakan-kebijakan yang dinyatakan secara jelas d 
tertulis. „ 

3) Perencanaan 

Tidak setiap kegiatan dibuat rencana terlebih dulu secara tertulis 

4) Prosedur __ 

Tidak dijumpai adanya prosedur yang dinyatakan dengan jelas dan dalam ben 
tertulis 1 dan sistematis. 

5) Pencatatan/Acoounting. 

Pencatatan yang dimiliki masih belum memadai yaitu : 

a, T,dak dibuat buku bantu bank yang digunakan untuk menoatan penyimpar 
dan pengambilab uang di Bank. 

b, Tidak dibuat buku pembantu hutang yang mencantumkan nama-nama kred 
(pemberi hutang) 

c, Tidak dibuat buku bantu Piutang yang digunakan' untuk mencatat tagihan kepi 
pihak ketiga antara lain PSSI 








Nomor 


18 Maret 21 


Hat : Lapqran. Hasit Kegiatan Pembinaan 

terhadap Penatausahaan / 
Administrasi Keuangan PERSIS. 

1 • ' • 1 '• ' ■ »* * i 

Kepada Vth. . . .... 

Kepala Badan Pengawas Daerah 
Kota Surakarta 
Di Surakarta 


Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Surakarta 

" i; ■ *. ... 

094/195/TU/K/2008 tanggal 10 Maret .2008 untuk mengadakan Pembinaan terh; 
Penatausahaan / Administrasi Keuangan PERSIS dengan ini kami sampaikan hal-ha! seb 
berikut: >* 


Umum : 


1) Nama Organisasi 

i 

Persatuan Sepak Bola Indone 
Surakarta (PERSIS) 

2) Alamat 

* 

Baiai Persis Jl. Gajah Mada 

Surakarta Telp 0271.726322 

3) Nama Ketua Umum 

' 

FX. Hadi Rudyatmo 
(Wakil Walikota Surakarta) 

4) Nama Sekretaris 

• 

Ir. Ruhban Ruzziyatno, MT 

(Swasta) 

5) Na.ma Bendahara 

t •< 

Drs. Anung Indro Susanto, MM. 
(Kepala Kantor Keuangan Dae 
Kota Surakarta) 

6) Manajer Tatum 2007 

4 

Wasesa 

7) Nilai Bantuan Keuangan Thn 2007 

■ 

Rp 10.000.000.000,00 









Pengelolaan keuangan daerah dilaksenakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

Peraturan menteri Daiam Negeri No. 13 tahun 2006 tantang Padoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

dalam pasal 4 ditegaskan sebagai berikut; 

(V Keuangan daerah dikelola secern tertlb, laat pada peraturan perundang- 
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan , dan manfaat untuk 
masyarakat. 

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 

keuangan daerah dikelola secara J&pat wakhj dan tepat guna yang 
didukung dengan buktfbukti a dministrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Taat pada peraturan penmdang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah hams berpedoman 
pada peraturan pemndahg-undangan. 

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewpakan pencapaian basil 
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan earn 
membandingkan keluaran dengan hasil. 

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeroiehan 
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat bangs yang 
terendah. 

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses Mormasi seiuas-luasnya tentmg keuangan daerah. 

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. 

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan 
distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan 
distnbusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau 
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah 

bahwa keuangan daerah diutemakan untuk pemenuhan k&butuhan 
masyarakat. „ 

. * 1 * ! * ' ... 

13. bahwa pemerintah kota surakarta*dan DPRD Kota Surakarta mengabaikan 

tnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan 
kepada para Gubemur dan Bupati/Walikota untuk : 

1. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan 
pemerintah daerah. 

2. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam 
pelaksanaannya. 






3. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan 
pencegahan terhadap kemungkinan terj&di kebocoran keuangan negara 
baik yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
mavpun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

14. bahwa atas dugaan penyetewengarv penganggaran dan penggunaan 
anggaran dalam “bantuan kepada KONI Kota Surakarta tersebut telah 
disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada 
tanggai 29 Desember 2GG9 erihal tfiformasi dugaan tindak pktana dan 
permohonan supervise 

Berdasarkan ha) ha) tersebut diatas kiranya penylmpangan yang dilakukan 
dalam bantuan APBD untuk KONI Kota Surakarta sebesar Rp. 11,5 miliar 
dan APBD Perubahan untuk KONI Kota Surakarta sebsesar 2,8 miliar yang 
sebagian diduga digunakan PERS1S Surakarta sebesar 4,8 milair dapat 
segera dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku; 

Demikian telaah dana bantuan hibah kepada KONI Kota Surakarta tahun 
anggaran 2009, sekian £an terima kasihi 








pen&rirr\aan/pemunyut<aii w.~.,,— 

e. Daftar inventaris yang dibuat tidak mencantumkan tanggal perolehan. 

6) Pelaporan ' 

Laporan tidak dibuat, baik secara periodik maupun temporer, Manajer, maupui 
Panitia Pelaksana. 

.7) Persenaiia. 

Tidak dijumpai adanya daftar pegawai, serta tugas dan tanggungjawab yan> 
diberikan kepada pegawai. ■ • 

8) Pemeriksaan Intern ■ 4 

' 1 } ■ t ‘ , 

Tidak dijumpai adanya mekanisme pemeriksaan intern. 

Kami merekomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar membenahi ketemaha 
. sistem pengendalian manajemen seperti tersebut di atas dengan : 

1) Membuat struktur organisasi dan uraian tugas secara tertulis. 

2) Membuat ketentuan,tentang persyaratan tenaga sesuai dengan fungsi dan tanggun 
jawab. 

3) Membuat kebijakan yang dinyatakan secara jelas dan tertulis. 

.4) Membuat prosedur yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis da 
siste.natis. ** 

5) Membuat catatan berupa : 

a. Membuat buku bantu bank untuk mencatan penerimaan dan pengeluaran 
Bank. 

b. Membuat bUku pefnbantu hutang.yang mencantumkan nama-nama kredil 

(pemberi hutang). • • • , , 

c. Membuat Buku Bantu Piutang untuk menca-tat tagihan kepada pihak keti 
antara Iain PSSI 

d. Membuat buku pembantu Pajak untuk mencatat pajak yang dipungut {c 
karyawan, pematn, pelatih dsb) dan disetorke Kas Negara. 

e. Membuat buku inventaris yang mencatat barang-barang milik PERSIS ben. 
.nobil, komputer, mebeler dsb. 

6) Membuat sistem petaporan, baik secara periodik maupun temporer yang mencai 
pengurus PERSIS, Manajer, maupun Panitia Pelaksana, dan disampaikan kep; 
Pemda Kota Surakarta. 

7) Membuat daftar pegawai, serta tugas dan tanggungjawab yang diberikan kep 
pegawai; 





IV. Aliran Kas 


Pengelolaan keuangan PERSIS yang kami identifikasi dimulai sejak periode 1 Janua 
2007 sampai dengan 31 Desember 2007. 


Dari Buku Kas serta dokumen pengeluaran yang ada, dalam tahun 2007, PSRSIS tele 
membukukan adanya penerimaan dan pengeluaran yang kami tuangkan dalam Alirs 
Kas sebagai berikut: 


A Saldo aV/al 
B Peneiimaan 

1 Hutang 

2 Bantuan Pemda 

3 Setoran Panpel 

4 Tiket Terusan' *v 

5 Kompensasi Divisi Utama 

6 Match Fee Copa 

7 Kompensasi Live TV r ■■ 

8 Bukopin/sponsor ~ 

0 Lain-lain 

Total Penerimaan 
A+B 

C Pengeluaran 

1 Pelunasan Hutang 

2 Kontrak Pemain dan Pelatih* 

3 Kesekretarlatan 

4 Perlengkapan dan Kebutuhan Tim & copa 

5 Transportasi dan Akomodasi 

6 Bantuan PERSIS U-23 dan U-18 

7 Bonus 

8 Cash Bond 

Total Pengeluaran 
D Saldo Akhir(A+8)-C 


413.853.925,00 


8.475.000.000,00 
10 . 000 . 000 . 000,00 
828.613.680,00 
23.000.000,00 
150.000.000,00 
99.000.000,00 
* .,..80.000,000,00 
^ 26.000.000,00" 
228.747.545,00 


19 . 909 . 361 . 225,00 

20 . 323 . 017 . 130,00 


8.325.000.000,00 

7:679.480.922,00 

176.019.483,00 

1.353.088.412,00 

1.142.059.421,00 

399.668.200,00 

891.950.000,00 

37.500.000,00 


20 . 004 . 766 . 438 ,! 

318 . 250 . 712 ,' 


V. Penjelasan Aliran Keuapgan 


A. Saldo Awal 

Saldo awal adaiah merupakan saldo per 1 Januari 2007 sebesar Rp413,655.92 
( data buku kas PERSIS) terinci atas: 
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Soldo Kas,pe,r. 1 Januari 2007 


Rp 413.655.925,00 


8. Penerimaan 

1. Pertambahan hutang kepada pihak ketiga selama tahun 2007 sebes 
Rp8.475.000.000,00, atas hutang tersebut tidak dapat dijefaskan atas nai 
perorangan, data hutang secara rinci tidak kami peroleh.. 

•I t 

2. Bantuan dari Pemda Kota Surakarta selama tahun 2007 sebesar 
10.000.000.000,00, dengan rincian: 

- Berita Acara Penyerahan Bantuan PERSIS dari Pemerintah Kota Surakr 
No. 412.2/71 8/!y/2007 sebesar Rp 5.000.000.000,00. 

- Berita Agara Penyerahan Bantuan PERSIS dari Pemerintah Kota Suraks 
No. 027/227?a/Vl/2G07 sebesar Rp 5.000.000.000,00. 

3. Setoran Panpel dalam tahun 2007 sebesar Rp828.613'£80,00, adalati seto 
dan panitia pertandingan saat PERS1§. menjadi tuan rumah dalam kompetisi t 
Jarum 2007, Penyetoran oleh Panpel ber/ariasi jumlahnya. Panpel mempur 
pembukuan tersendiri yang (erpisah dari PERSIS. Jumlah yang disetori 
adalah jumlah dari penjualan tiket setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluari 
Panpel, atas selisih tersebut tidak seluruhnya disetorkan. 

4. Penerimaan dari penjualan tiket terusan dalam tahun 2007 $eb< 
Rp23.000.000,00, 

5. Penerirpaan ' yarig berasal Kompensasi Divisi Utama adalah seb 
RpO50.000.000,00, menurut Manual Liga Jarum tahun 2007 Komper 
Mengikuti Divisi Utama adalah sebesar Rp 600.000.000,00 dengan pembay 
sebagai berikut: 

- 25 % dibayarkan satu minggu setelah kompetisi dimulai 

- 25 % dibayarkan satu minggu setelah putaran pertama kompetisi 
selesai. 

- 25 % dibayarkan satu minggu setelah putaran kedua selesai 

« 








Berdasarkan manual-tersebut .dj alas seharusnya PERSIS sampai 
dengan, saat audit telah menerima kompensasi sebesar 

Rp600.000.000,00. 

Berdasarkan buku yang ada PERSIS baru menerima sebesar . 
Rp 150 . 000 . 000 , 00 sehingga PERSIS masih mempunyai piutang 
sebesar Rp 450 . 000 . 000,00 yang tidak tercatat aatam buku piutang. 

Atas permasalahan tereebut Kami rekomendasikan kepada Ketua umi 
F'ERSIS agar menagih kekurangan Kompensasi klub peserta Divisi Utar 

sebesar Rp 450.000.000,00. _ 


6 ; Fee Cope yang diterima selama tahun 2007 sebesar Rp 99.000.000 

dengan rincian sebbgai berikut. 


26/06/07 Match Fee VS Persipasi (Copa) 
C5/11/07 ■ Match Fee Copa VS Pernita 
3iros/7.00? Match Fee (Copa) VS Persikabo fbgor 


45,.000.000 

29.000.000 
.. 25.000.000- 


7. 


0 . 


Penerimaan yang berasal dart . sponsor (ahun 2007 adalah saber 
Rp25.000.000,00yanjg berasal dari Bank Bukopin 

Panerimaan latn-lain selama lahun 2007 sebesar Rp 228.747.545.00 dent 
rincian sebagai berikut: 

. Transfer pemain Rp 195.049.950,00 

. pengembalian Cash nbond Rp 30,250.000,00 


- Qainnya 


Rp 2.647.600,00 


Pengeluaran 

1. Pelunasan Hutang , n v. 

Dana bantuan dad Pentenntah Kota Surakada dalan, tahun 2 7 e gian 

diounakan unluk pelnnasan hutang kepada pihak III ya.tu se 
Rp 8 . 325 . 000 . 000 , 00, namun dem'ikian per tanggal 31 Desember 2007 P 





seDafjai Deui\ui.. 

- Saldo Hutang per 1 Januari 2007 

- Penagtoahan Hutang 
Jumlah 

- Pelunasan 

- 'Saldo per 31/12/2007 

2. Kontrak Pemain dan Pelatih 

Dalam tahun 2007 Pembayaran Pemain dan Pelatih sebess 

Rp7.679.480.922, 00, Pembayaran Pemain adalah merupakan nllai sebelut 
pajak penghasilan, pajak penghasilan d'itanggung oleh PERSIS, dalam tahu 
2007 PERSIS belum membayarkan pajak untuk gaji pemain dan pelatih sebes; 
Rp2.lB8.S53.443.00 dibahas terpisah dalam Temuan Audit. 

3. Kesekreiariatan 

Pengeluaran unt'uk Jcesekretariatan selama tahun 2007 "sebes 
Rp176.019.483.00, blaya tersebut digunakan untuk membayar gaji si 
sokretariat, operasi sekretariat, operasional managemen iJan publikasi, 

Dalam pengeluaran .tersebut diatasiperdapat beberapa hal yang pei 
dipertialikan; 

1) Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dart plh; 
ketiga, bukti pengeluaran hanya ditandatangal oleh Sekretaris Mana, 
Rp75.811.500,00, terinci atas: 

f Dana kesekretariatan Rp 24.000.000,00 

- Operasional Kelancaran Organtaasi Rp 51.811.500,00 

2) Pengeluaran yang tidak ketentuan yang mendasari yaitu untuk pembe 
pulsa bagi sekretaris manager sebesar Rpl4.616.900,00 

s' " 

4. Perlengkapan dan Kebutuhan Tim 

Pengeluaran untuk Perlengkapan dan kebutuhan Tim dalam tahun 2007 seb 
Rpl .353.088.412,00. Pengeluaran tersebut digunakan untuk 

- Try Out 

- Perlengkapan nMess 

- Asuransi pemain dan pelatih 

- Medical 

- Sewastadion 

- Catering 


Rp 3.450.000.000,00 
Rp 6 475.000.000.00 
Rpll.925.000.000,00 
Rp 0.325.000.000,00 
Rp 3.600.000,000,00 











* Bola 


Dalam pengeluaran tersebut diatas diantaranya terdapat pengeluaran yang tidal* 
dapat dfyakini kebenarannya yaitupengeluaran untuk catering sebesai 
Rp434.406.350,00, pengeiuara tersebut hanya berdasarkan nota/faktur pihaf 
ketiga tanpa didasari kontrak pengadaan, permintaan pesanan, dan bukti bahw'f 
catering tersebut telah diterima oleh pengeloia mess, Atas pembayaran catering 
tersebut beium dikenakan pajak.Dengan pembayaran sebesar Rp434.404.35C 
PPM yang Hama dikenakan sebesar Rp 39.491.305,00 dari PPh a 22 sebesar Rp 
5.923.695,75 

5. Transportasi dan Akomodasi 

Pengeluaran Transportasi dan, Akomodasi dalam tahun2QQ7 sebesa 
Rpl.142.059.421,00. Pengeluaran tersebut digunakan untuk Pemeliharaai 
kendaraan, transportasi dan akomodasi’saat' pertaridingan Tandang. 

.n 

6. Bantuan PERSfS.y-23 dan U.-18 

Pengeluaran yang digunakan untuk membantu operasional PERSIS U-23 dan L 
21 selama tahun 2007 sebesar ftp891.950.000,00 dengan rincian sebagr 
berikut: t& 


Uraian 

Jumlah 

Penanggun< 

iawab 

Dana talangan untuk operasional 
kompetisi U 23 di Solo 

121.625.000,00 

Drs. M Wisen 

Dana operasional untuk tim PERSIS U18 

20.000.000,00 

Totok S 

Dana operasional untuk tim PERSIS U18 

30.000.000,00 

Totok S 

Dana operasional untuk tim PERSIS U23 

228.043.200.00 

Budi Suhartc 


Sampai dengan saat audit berakhir tanggai 18 Maret 2008 bukti-but 
pengeluaran .untuk kegiatan tersebut beium diterima, sedangkan dana talange 
untuk operasional Kompetisi U-23 sebesar Rp 121.625.000,00 belu 

i ■ i ■ * * 

dikembalikan. 

7. Bonus 

Bonus yang diberikan kepada pemain, pelatih dan staf manajemen selama tahi 
2007 sebesar Rp891,950.000,00; atas. pemberian bonus tersebut belt 
dikenakan PPh 21. 

8. Cash Bond, 


sebesar Rp37.500.000,00 atas cash bond tersebut telah dipotongkan kep 
gaji pemain yang bersangkutan 


p. Saldo Akhir 

Saldo akhir uang kas per 31 Desember 2007 adalah sebesar 
318.250.712,00, uang tersebut berada dalam penguasaan manajemen PER: 
Saldo bank tidak kami peroleh 

VI Temuan Audit 

1. Terdapat pembayaran bonus yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Ai 

a- • 

Ahmad, Edward Ghpng dan Abraham sebesar Rp 22.000.000,00 
Terdapat pembayaran bonus yang tidak sesuai dengan ketentuan atas I 
pertandingan Menang Tandang iawan PKT Bontang sebesar Rp 22.000.001 
pada tgl 12 Des 2007 yang diterima atfjh Anshar Ahma’d , Edward Tjong, 
Abraham. 

■Sesuai dengan kontrak perjanjian ..tidak disebutkan ketentuan pemberian be 
tambahan tersebut. 

Hal terc.ebut disebabkan' kelalian manajemeri PERSiSI dalam mematuhi ketent 
knntrak. 

Direkomendasikan kepada Ketua Umum PERSIS untuk menginstruksikan kep 
Manajemen PERSISI untuk mengemballkan kelebihan pembayaran bonus tens' 
ke Kas PERSIS sebesar Rp 22.000.000,00. 

. . it 

2. Pembayaran Gajl dan Bonus kepada Pemaln/pelatlh lokal dan pemain ai 
selama tahun 2007 belum dikenakan pajak pennghasllan sebi 
Rp2. 168.953.443,00 

Pembayaran Gaji dan Bonus atas hasil pertandingan kepada Pemain/pelatih I 
dan pemain asing s'elama tahun 2007 sebesar Rp 8,465.722.755 belum dikem 
pajak penghasilan sebesar Rp 2.168.953.443,00 (Rincian terlampir). 

’* * • < ' I 



•/' 




bonus pemain, pelatih dilanggung oleh PERS1S. 

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 17 Tahun 2000. tentang Paj? 
Penghasilarv. 

.. ps 21 disebutkan bahwa: Pemotongan, penyetoran, dan pelaporari pajak aU 
penghasilan sehubungan" dengan- pekerjaan, jasa, atau keglatan dengan nan 
dan daiam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib P^jak orang priba 
daiam negeri, wajib dilakukan oleh: a. pemberi kerja yang‘ (nembayar gaji, upa 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagal imbalan sehubung: 
dengan oekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawal; 

- p's 26 disebutkan bahwa dengan nama dan daiam bentuk apapun, yang dibayarka 
atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak daiam negeri, 
penyetenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 
negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di 
Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah baito ole 
pihak yang wajib membayarkan 

Hal tersebut disebabkan kelalaian manajemen PERSIS daiam mentaati peratui 

Perpajakan. 

Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp 2.168.953.443,00. 

Direkornendasikan kepada Ketua Umum PERSIS agar menginstruksikan kepi 

Manajemen PeRSIS untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara sebe 

Rp2.163.953.443,00. 

3) Terdapdt keleblhan pembayaran atas Gaji Remain asing ats nama Greg Nwol 
" sebesar Rp 40.000.000,00 ■ , 


Nilai konlrak pemain asing atas nama Greg Nwakolo sesuai kontrak 
03/PSPA/12/2006 tgl 9 Desember 2006 adalah sebesar Rp 800.000.000. Haeil f 
menunjukkan bahwa realisasi pembayaran gaji kepada pemain tersebut seb 
Rp840.000.000,00 1 sehingga terdapat keleblhan pembayaran seb 
Rp40.000.000,00, dengan perhitungan sbb: 

•* ’ ' ‘ " ‘ 4 
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2 

Reaiisasi pembayaran; 




Dim th 2006 

200.000.000 




600.000.000 



Bln Jan 2008 




Jumiah 


840.000.0( 

■3 

Kelebihan pembayaran 


4Q.0Q0.0( 


Sesuai. dengan kontrak perjanjian seharusnya pembayaran yang dialkukan ses 
dengan kontrak. 


Hal tersebut disebabkna kelalaian manajemen PERSIS yang 1 tidak cermat dal 
meiakukan pembayaran. 

Akibatnya menimbulkan kenjgian bagi keuangan PERSIS sebesar Rp 40.000.000, 
Oirakomendaslkao kepada . .Ketua Umupi PERSIS agar, menglnstruksikan kep; 
Manajemen PeRSIS untuk menyetorkan pajak ke Kas PERSIS sebe 
Rp40.000,000,00. " 

4) Terdapat kelebihan pembayarah atas paji kepada 16 pemain, pelatih PER 
... sebesar Rp 582.914.166.00 ’f? 

Dari hasil audit menunjukkan adanya kelebihan pembayaran terhadap 

. ' ii 

pemain/pelatih sebesar Rp 582.914.166,00, Kelebihan terjadi karena,adanya do 
pembayaran akhir kontrak terhadap 12 pemain/pelatih sebesar Rp220.819.000 
dan adanya pembayaran gaji diluar perjanjian. sebesar Rp 362.095,166 
(pertiitungan teriampir), 

Sesuai dengan kontrak perjanjian seharusnya pembayaran yang dialkukan ses 
dengan kontrak 

Hal tersebut disebabkna kelalaian manajemen PERSIS yang tidak cermat dal 
melakukan pembayaran. 

Aklbatnya. menimbulkan kerugian bagi keuangan PERSIS sebe 
Rp582.914.166,00. 

Direkomendaslkan kepada Ketua Umum PERSIS agar menglnstruksikan kept 
Manajemen PeRSIS untuk menyetorkan pajak ke Kas PERSIS sebe 
Rp582.914.166,00. 
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TELAAH 1 PERKARA DUGAAN 
KORUPSI PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO 


Posisi Kasus 

Pembangunan pasar'Kiithikan Notoharjo dilakukan dalam dua tahap, 
tahap pertama ditakukan dengan penawaran lelang dan penetapan 
pemenang lelang dengan penawaran terendah dari pagu yang ditetapkan 
yakni Rp. 5.5 miliar dan nama pemenang lelang yaitu; PT. Surya Baru 
Sejahtera dengan nilai penawaran Rp.5.125,775 miliar, PT.Nusa AP Rp. 
4,705 Millar dan PT. Rudl Persada N Rp. 5,275 Miliar dan akhirnya pemenang 
leiang dengan penawaran Rp. 5.1 Miliar, (soiopos 16 Maret 2006) 

Dari perhitungan unit kerja terkait untuk menyempurnakan pasar 
Kiithikan Notoharjo total anggaran yang diperlukan seluruhnya sebesar Rp, 
9,6 miliar. Untuk itu kemudian Pemerintah Kota Surakarta mengajukan 
permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Maret 2006 
dan atas permohonan tersebut kemudian Gubernur menyetujulnya dengan 
surat Keputusan Gubernur No. 921/124/2009-90/SKO-2006 tanggal 1 Mei 
2006 Rp. 1 Miliar dan pada tanggal 14 Agustus 2006 mendapatkan dana 
dari Gubernur senilai Rp. lii Milia* sehingga total dana bantuan Gubernur 
sebesar Rp. 2,5 miliar.(Solopos 7 September 2006). 

Bahwa dari perhitungan anggaran pembangunan pasar Kiithikan 
Notoharjo yang telah disetujui DPRD Kota Surakarta' s’ebes'ar 'Rp.5,5 miliar 
ditambah dengan anggaran dari bantuan Gubeuriljr Rp. 2,5 Miliar sehingga 
Pemerintah Kota Surakarta masih membutuhkan anggaran Rp. 
2.176.382,000,- , Dari ahggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta sebesar Rp. 2.176.382.000,-. 

Bahwa atas anggaran dana tersebut kemudian Pemerintah Kota 
Surakarta telah meminta persetujuan dari DPRD Kota Surakarta untuk 
mengajukan permohonan persetujuan dana .mendahului anggaran yang 
dimasukan dalam APBD PerubahamKota Surakarta 2006, dengan surat No, 
921/1.006.01 tenggal 8 mei 2006 perihal permohonan dana tambahan. 
DPRD Kota Surakarta melalui Komisi II memberikan persetujuan kepada 
Pemerintah Kota Surakarta untuk menjalankan mekanisme mendahului 
anggaran dalam pembangunan pasar kiithikan notoharjo sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan. (Soiopos, 2-09-2006 ). 

Bahwa persetujuan DPRD untuk memasukan dana mendahului 
anggraan dalam APBD Perubahan disampaikan Komisi li DPRD Kota 
Surakarta dituangkan dalam Surat Komisi II nomer surat No. 04/Kom 
11/1.006.01 tanggal 12 Mei 2006 perihal permohonan persetujuan mendahului 
anggaran dengan sayarat sepanjang tidak meJanggarperaturan, 

Bahwa kemudian ternyata Dinas* Pekerjaan Umum Kota Surakarta 
mengajukan permohonan ijln kepada Gubernur dengan surat No. 05Q/417 
tanggal 2 mei 2006 perihal ijin penujukan iangsung lanjutan untuk 
menindaklanjuti pembangunan pasar Kiithikan Notoharjo tahab II, 



ur ku Kota surakarta tertanggal 12 Met 2006.. 


Analisa kasus 

A. Pembangunan Pasar Klithikan Tahap Pertama 

Bahwa permasalahan pembangunan pasar Klithikan Notoharjo 
yang dilakukan daiam tahap pertama dilakukan dengan lelang terbuka 
untuk umum pembangunan mana dilakukan dengan perencanaan 
yang kurang baik dari pemerintah kota surakarta. Perencanaan yang 
kurang baik tersebut karena masih ada pekerjaan tambahan sarana 
dan prasarana baik untbk peningkatan infrastfuktur baik fisik maupun 
pendamping yang diajukan senilai Rp. 7.676.382.000,- meningkat Rp. 
2.176.382.000,- atau 39,57 % dari pagu yang sudah direncanakan 
sebesar 5,5 miliar, Perlu dikaji lebih jauh tentang pembangunan tahap 
pertama oleh karena temyata dari hasil pekerjaan Pasar Kiitikan 
Notoharjo tahap pertama temyata belum dapat digunakan untuk 
menampung PKL Pasar Banjarsari. 

Bahwa Kondisi yang demikian ini tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 85 tafiun*. 2006 tanggal 6 oktober 2006 tentang 
perubahan ke enam atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 
' tentang Pedoman Peiaaksanaan barang/Jasa Pemerintah pada; 

•r 

(1). Pasal3 

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip pn'nsisp : 

- Efesien, berarti pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai 
sasaran yang ditetapkan daiam waktu sesingkat singkatnya dan 
dapat dipertanggung jawabkan. 

• Efektif berarti pengadaan barang/jas harus sesusi dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat 
" yang sebesar besarnya' sesuai dehgan sasaran yang telah 
ditetapkan. 

- Akuntabei' berarti' haras mencapai baik sasaran "fisik keuangan 
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsisp prinsisp 
serta ketentuan yang berlaku daiam pengadaan barang/jasa. 

Pasal 9 ayat (5) 

Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, 
fisisk, keuangan, dan fungsiona! atas pengada'ah barang/jasa yang 
diiaksanakan. 
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--- not i udi lerseout diatas kiranya perlu diaudit terkait dengan 

penggunaan dana Rp. 5,1-milir dalam pembangiinan Pasar Kiithikan 
Notoharjo dalam pembangunan tahap Pertama. 


B. Pembangunan Pasar Kiithikan Notoharjo Tahab Kedua 

Bahwa pebangunan pasar Kiithikan Notoharjo tahab kedua dilakukan 
dengan dana pembangunan mendahului anggaran dan pelaksanaanya 
dilakukan dengan penunjukan tangsung, yang dapat kami uraikan sebagai 
berikut: 

, j , , * i 

Pembangunan Pasar Kiithikan Notohaijo dengan dana pembangunan 
mendahului anggaran . 

Bahwa Pemerintah Kota Surakarta dengan alasan untuk menyempurnakan 
pembangunan tahap pertama telah diajukan permohonan pembangunan 
tahap kedua, pembangunan tahap kedua mana dilakukan dengan dana 
mendahului angaran. Dasar yang digunakan Pemerintah Kota Surakarta 
untuk melakukan pembangunan tahab kedua dengan mendahului anggaran 
sebagaimana disampaikan dalarfi Pengantar Nota Keuangan sebagai berikut; 

” mengingat perubahan kebijakan penyelesaian pembangunan pasar 
seiring dengan dinamikan tuntutan masyarakat yang akan menempatinya 
kebutuhan anggaran, pasar Kiithikan mencapaj,. Rp.9,6 miliar, namun 
dipotong bantuan gubernur total 2,5 miliar sertb anggara yang telah 
disetujui dewan senilai Rp. 5,5 miliar , sehingga masih membutuhkan 
anggaran senilai Rp. 2.176.382.000,-", 

Kebutuhan dana tersebut untuk peningkatan infrastruktur baik fisik maupun 
pendamping yang diajukan senilai Rp. 7.676.382.000,- meningkat Rp. 
2.176.382.000,- atau 39,57 % dibanding anggaran semula sebesar Rp. 5,5 
miliar. 


Bahwa alasan lebih lanjut menurut Kepala Bagian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Pemkot solo, Tri Puguh Priyadi menyatakan bahwa dalam 
konteks pembangunan pasar Kiithikan Notoharjo, pagu yang tersedia adalah 
Rp. 5,5 miliar sudah diielang dan pemenang leiangnya menawar Rp. 5,1 
miliar. Dalam prosesnya ada kekurangan saran dan prasarana dari proyek 
senilai Rp. 5,1 miliar. Mekanisme suatu proyek yang mendahului alokasi 
anaggaran dapat dilaksanakan asalkan pagu anggaranya sudah tersedia . 
(soiopos 5 /9/2006). 

Bahwa selain itu dari Kepala Dinas Perkerjaan Umum kota solo Ir. 
Tjeng Haedar menyatakan bahwa bahwa salah satu alasan yang 
memungkinkan ditempunya mekanisme persetujuan mendahului anggaran 
(APBD-P) , adalah kenyataan proyek pembangunan' pasar kiithikan 
Notoharjo sebagai proyek yang mendesak untuk segera diselesaikan, sesuai 
aspirasi para PKL Banjarsari (Soiopqs 2/9/2006). .. 
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. „ ««.iyumai i puiuK pemerintah Kota 

ouiHKana tersebut maka dalam pembangunan Pasar Kiithikan Notoharjo 

dapat disampaikan sebagai berikut; 

1. Bahwa dalam pembangunan pasar Kiithikan Notoharjo pada tahap 
pertama, ada perencanaan yang kuran’g baik dari Pemerintah Kota 
Surakarta karena masih ada pekerjaan tambahan sarana dan prasarana 
baik untuk peningkatan- infrastruktur baik* fisik’ -maupu'n pendamping 
yang diajukan senilai Rp. 7.676.382.000,- meningkat Rp. 
2.176.382.000.- atau 39,57 % dari pagu yang sudah direncanakan 
sebesar 5,5 miiiar, oleh kerannya hasil pekerjaan pada tahap pertama 
belum dapat digunakan. 

2. Bahwa Kondisi yang demikian ini tidak sesuai dengan Peraturan 
Presiden No. 85 tahun 2006 tanggai 6 oktober 2006 tentang perubahan 
ke enam atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaaksanaan barang/Jasa Pemerintah pada sebagaimana yang kami 
uraikan tersebut diatas; 

3. Bahwa disamping itu dalam pembangunan Pasar Kiithikan Notoharjo 
tahab kedua yang dilakukan dengan mendahului anggaran dan 
dimasukan dalam APBD Perubahan 2007, dilakukan dengan alasan 
untuk peningkatan infrasetruktur dan dana pendamping serta dinamikan 
tuntutan masyarakat yang akan menempati Pasar Kiithikan Notoharjo, 
alasan tersebut bukaniah^-atasan yang secara hukum dikatagorikan 
alasan mendesak sebagaimana yang dimaksut dalam perundang 

‘undangan, sehingga pengalokasian dana untuk pembangunan pasar 
Kiithikan Notoharjo yang diajukan mendahului anggaran adalah terlalu 
dipaksakan. .. . •'*' 

4. Bahwa demikian halnya dengan persetujuan dari DPRD Kota Surakarta 
adalah terlaiu poiitis adan atau mengambarig oleh karena persetujuan 
dari DPRD Kota Surakarta melalui Komisi II DPRD Kota Surakarta 
sebagaimana dituangkan dalam Surat Komisi II nomer surat No, 
04/Kom li/1.006.01 tanggai 12 Mei 2006 perihal permohonan 
persetujuan mendahului anggaran hanya didasarkan pada syarat 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan.(solopos, 5 /9/2006 ); 

5. Bahwa argumentasi persetujuan dari DPRD Kota Surakarta terlalu poiitis 
dapat kita iihat dari jawaban Ketua Komisi II DPRD solo, James August 
pattiwael yang menyatakan bahwa “berdasarkan surat walikota kepada 
Gubernur yang disetujui tersebut tertera" anggaran pembangunan 
pasar Kiithikan Notoharjo senilai Rp. 9,6 miliar. " dari sana kami punya 
pemikiran, kami berpikir kaiau Gubernur saja sudah menyetujui Rp. 9,6 
miliar kenapa kami sebagai wakil rakyat tidak menyetujuinya * ujar 
james. (Solopos 2/9/2009); 

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dikatakan 
Persetujuan dari Gubernur adalah surat keputusan Gubernur yang 
memberikan bantuan Rp.2,5 miliar sebagaimana surat jawaban dari 
surat permohonan bantuan Pemerintah Kota Surakarta tanggai 7 Maret 
2006 kepada Gubernur yang kemudian disetujui dengan surat 
Keputusan Gubernur No. 921/124/2009-90/SKO-20Q6 tanggai 1 Mei 
2006 Rp. 1 Miliar dan pada tanggai 14 Agustus 2006 mendapatkan 
dana dari Gubernur senilai Rp. 1.5 Miliar sehingga total dana 

' s 
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wwwcodi np. 2,5 miliar.(Soiopos 7 September 2006) ataukah 
ada surat yang lainya ?. 

Bahwa katau yang dimasut adalah surat Keputusan Gubernur No. 
921/124/2009-90/SKO-2006 tanggai 1 Mei 2006 Rp, 1 Miliar dansurat 
keputusan pada tanggai 14 Agustus 2006 yang Pemerintah 'Kota 
Surakarta mendapatkan dana dari Gubernur seniiai Rp. 1.5 Miliar, maka 
surat persetujuan dari Surat Komisi II nomer surat No. 04/Kom 
li/1.006.01 tanggai 12 Mei 2006 perihal permohonan persetujuan 
mendahului anggaran adalah terlalu rancu, oleh karena surat keputusan 
Gubernur man& hanya merupakan surat keputusan pemberian banatuan 
kepada Pemerintah Kota Surakarta dan bukanya surat persetujuan 
mendahului anggaran yang kemudian tertuang dalam APBD Perubahan. 
Bahwa dalam peraturan yang terkait dengan pembangunan dapat 
dilaksananakan dengan mendahului anggran adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 tentang Pengelolaan Keudangan 
Daerah Kota Solo, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: 

Pasai-35 ayat (1): 

*« i ' *" 

Dalam keadaan daratirat atau mendesak walikota dapat melakukan 
pengeluaran yang beiunvtersedia anggaranya setelah mendapatkan 
persetujuan dari DPRD 

Pasal 35 ayat (2) 

Pengeluaran yang belum tersedia anggaranya setelah mendapatkan 
persetujuan dari APBD hams dicantumkan datam APBD Perubahan 
atau perhitungan APBD pada akhir tahun anggaran. 

b. Peraturan Pemerintah No, 58 tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan daerah, 

Secara formal Pemerintah Kota Surakarta harus menyampaikan 
menyampaikan persetujuan ke DPRD. Apabiia DPRD menyetujui 
maka harus disampaikan ke Gubernur untuk disetujui. Persetujuan 
dari Gubernur tersebut mutlak dilakukan. 


. • r ' 

Bahwa sedangkan untuk 'dapat dilakukanya perubahan APBD 
Perubahan adalah Ketentuan dalam Ksputusan Menteri Dalam Negeri 
No. 29 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban 
Keuangan Daerah, sebagai berikut: 

Pasal 26 ayat (1) 

Alasan dimaksut berupa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah yang bersifat strategis , penyesuaian akhir karena tidak 
tercapainya target penerimaan dan terjadinya kebutuhan yang bersifat 
mendesak. . „ 


Y.e’ouVu’Ua.’Ok mendeaaK Ma'ida’U danya <MasarV.an 
pads perrrMaan masyaraVva^ yang aKan menampati atau pada Vtaoutuhan 
satana prasaranan f\s\Y> yang be\uro sese\a\ pada tahap pembangunan 
yang.pertama, o\eh karena Kebutuhan yang sifatnya mendesak adalah 
. karena suatu hal yang bersifat emergensi atau darurat antara lain bencana 
alam, banjir, gempa bumi, jembatan rusaWrbboh, pembangunan sekolah 
roboh dan lain lain 


Pembangunan Pasar Klithikan dengan Penunjukan Langsung 

Bahwa apabila dilihat daiam perpektif peraturan perundang undangan 
maka penunjukan langsung pembangunan Pasar Klithikan Notoharjo 
tahap II dapat kamiuraikan sebagai berikut: 

1. Bahwa daiam pembangunan pasar Klithikan Notoharjo tahab kedua 
dengan anggaran dari dana bantuan Gubernur senilai Rp. 2,5 
miliar.(Soiopos 7 September 2006) dan dana mendahului anggaran 
senilai Rp. 2.176.382.000,-”. 

V- ’ * 

2. Bahwa berdasarkan surat dari DPU Kota Solo No. 050/417 tanggal 2 
' mei 2006 perihal ijin penunjukan langsung lanjutan peningkatan pasar 

Klithikan kepada Gubernur untuk melaksanakan-pembangunan pasar 
klithikan notoharjo tahab kedua (Soiopos 5 /9/2006). 

3. Bahwa anggaran pembangunan pasar klithikan dengan bantuan dari 

Gubernur dan dana dari pemerintah Kota Surakarta mendahului 
anggaran dengan penunjukan langsung adaiah bertentangan dengan 
Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Penyediaan Barang d,an Jasa 
Pemerintah. • • ••» 

4. Bahwa daiam Kepres No. BO.tahun 2003 tentang Penyediaan Barang 
dan Jasa Pemerintah, mekanisme pengerjaan suatu proyek 
mendahului alokasi anggaran dilakukan dengan ikatan surat perintah 
kerja sementara (SPKS) 

Bab kedua pasal 9 ayat (4) . , . • 

Penggunaan barang /jasa dilarang. dilarang mengadakan ikatan 
perjanjian dengan penyedia barang /jasa apabila beium tersedia 
anggaran atau tidak cukup tersedia aanggaran yang akan 
mengakibatkan dilampauainya batas anggaran yang tersedia untuk 
kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. 

Berdasarkan hal hal tersebut diatas kiranya pengusustan terhadap 
pembangunan pasar Klithikan tahap pertama dan tahap kedua dapat 
dilakukan penyidikan lebihlanjut oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dan 
atau meiakukan pemeriksaan dengan mengaudit secara keseluruhan 

; . ■■ ■ g ■ • ■ • 
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KOTA SURAKARTA 

KOMIS! II 

Jl. Aclisucipto Nomor 143 A Tclp. <0271) 712461 Pnv. 1119 Fax. (0271) 717/ 

— iii ' ai '- M iiMi i,. • j sss s s sss j 1 ■■■■■ vt *——— ^SS SSSSS S SSS^ JST* T IS! 1 !!T- 

Surakarta, 12 Mei 2006 


Nomor 

Lempiran 

Perihal 


0^/Kom.II DDPRD/V/2006 

Permohonan Pcssetujuan Anggaran- 
Mendahului Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2006 


Kepada : 

•Yth. Pimpinari OPRD Kota Sun 


SUR AKARTA 


Menindaklanjuti Surat WaliKota Surakarta tanggal 8 Mei 
Nomor : 921/1.006.1 Perihal ; f r Permohonsn Dana Tamp 
Pembangunan Pasar Kllthikan Semanggi dan Ijin Pelaksa 
Mendahului Anggaran dan dengan memperhatikan ; 

1. Surat Walikota Surakarta tanggal 7 Maret 2006 Nomor ; 900 
Perihal ; Permohonan Bantuan Dana INGUB, Pembangi 
Monumen 45 dan_Pasar Kllthikan Surakarta (terlampir); 

2. Keputusan G'ubernur Jawa .Tengah tanggal l Mei 2006 Nom 
92 1/124/2006 

. 90/SKO-2006 " ■ • ' • 

teritang Otorisasi Anggaran.Ganjaran kepada-Pemerintah Kabupat 
Kota Tahun 2006 (terlampir); 

3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta tanggal 2 
2006 Nomor ; 050/417 Perihal : Permohonan IJIn Penunju 
Langsung lanjutan PeiVmgkatan Pasar Kllthikan . Semar 
(terlampir); 


4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 'Surakarta .tanggal 5 
2006 Nomnr - sdfi/ioe.i p«i-ihai i rcrmuiiunan PUKeigaan Mdndam 
Anggaran Kegiatan Peningkatan Pasar Kllthikan Seman 
(terlampir). 


Sehubungan dengan ha! tersebut di atas, maka dengan 
Komisi II berpandangan bahwn terkait dengan pcngojuan dc 
mendahului anggaran untuk Tambahan Pembangunan Pasar Klithik 
Semanggi sebesar Rp. 3.885.513.000,00 (Tiga miliar delapan ra 
deiapan pu/uh lima juta iima ratus tiga betas rubu rupiah) pa 
prinsipnya dapat disetuju! sepanjang tidak bertentangan deng 
peraturan yang berlaku dan selanjutnya untuk diflloKosiksn dsic 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, 






!» 


Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatian 

disampaikan terima kasih. 


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA SURAKARTA 
KOMISIII 



JAMES AUGUST PATTTWAEL 


-Sekrctaris, 


H. SUROTO MANGUN5UDARMO, ST. 





WALIKOTA SURAKARTA 


, Surakarta, 8 Mei 2006, 

$$• t//‘60C<-1 Kcpada; 

1 (3atu) berkas - Yth. Kettia Dewan Perwakilan Rakya 

Pemnohonan D&na tambahan • L'rerah Kota Surakarta 

Pembangunan Pasar Klithikan Scmanggi clan 

Iji n Pclaksanaan Mendalvului Anggaran ' •' di - 

” ■' . " SURAK AR TA, 


Sebagaimana aspir^i wargn Kota Surakarta dan k.esepakatan bcrsama 
tentang Relokasi PKL Klithikan Banjarsari dan Pembangunan Pasar Klithikan di 
Semanggi yang tertuang dalam Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Pengesahar. APBD Kota Surakarta Tahun. 2006. 

Berkenaan dcngan hal tersebut dan mempt^timbangkan ketayakan sebagai 
pasar yang formal maka Pasar Klithikan Semanggi hams didukung dcngan Ittsilitas 
yang longkap dan memadai. Unfuk memenuhi kelengkapan tersebut diperlukan 
biaya pembangunan sebesar Rp 9.931.612,000,- 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 telah 
mengalokaslkan nilai Rsik (filial Vcontrnk) sebesar Rp. 5., 126.250.000,00. 
Sebagai upe.ya guna memenuhi kckurangan biaya kami telah mohort penambahan 
dan a dcngan sural kepada Gubemur Propinsi .lawn Tengnh nomor: 900/S29 tanggal 
7 Maret 2006 (terlampir). Permohonan tersebutditanggupi Kepuiusan Gubemur 

Propinsi Jawa Tengnh Nomor : tanggal I Wei 2006 yang 

'XUSKO - 2006 

mcngalokasikan dana untuk kcgialtin I’ettibtingunau' I’iistir Klithikan Semauggi 
dengtm-nilai fisik Rp, 1.000.000,000,00 (terlampir). 

UnUtk rnewujudkan keleluruhan bangunan tiiasih diperlukan dana fis'k 
sebesar Rp. 3.1105.362.000,00 dcngan rincian sebagai berikut: 

• Nilai Rsik • =-• Rp. 3.368.510.909,00 

- PPN 10% = Rp. 336.851,091,00 , 

- PPN i0% Pendamping Ganjaran Gubernur * Rp iQO - OOQ - OQO ’ 0(i - 

jumlah ~ “ltp. J.St)S.58I.OT3ItI 

Disampinii kepcrhnn .(Jana umnU lisjk ,!imiiksu,.l, tiuisil, cliy'cdifkmi ‘.kina 
sebesar Rp 80,15! ,000,00 dcngan rincitm sebagai berikut : 

• Biaya Technical Assistance ~ Rp /0.000.000,00 

• Biaya Administniki Umvnn 8 Rp 10.1.>1.000,00 


Dcngan demikian jumlah kescluruhan uana yang marih dipcrlitkiin tidal ah 
sebesar Up. 3.885.513.000,00,- [Tiga milytir (Iflftfmn mitix rhla/nin pitluh limajulti 
lima rains tiga betas rlbu rupiah), Sclanjuinya dana tersebut dapui dialokusikan 
melalui APBD Pcrubahan Tahun 2006. 


Schubungnn dengan mcndesuknya wukUi poiuksannan 1'isik unit 
mcnyelesaikan Pembangunan Pasar Klilhikan Sfcmnnggi dikaitkan dengnn a gem 
Pemerintah Kota Surakarta akan meinksiimtknn pemintinhsm PKI, Banjarsari d; 
Parcsmian Penggunaan Pasar Klilhikan Semunggi yung'dijaiiwalkiin tanggal 23 Ji 
2006 , ’ 

Berkenaari dengan hal tersebut kami mohon ijin mendahutui anggan 
untuk menyelesaikan pekerjaan Pcmbangunan Pasar Klilhikan Scmanggi dimaksiu 

• Dcmikian untuk menjadikan nvaktum dan terimit kasrh perhatumnya. 


WA1.1KOTA SURAKARTA 



lembusan; 

!, Wakil Walikota Surakarta; 

7. Sekretaris Daerah Kota Surakarta; 

3, Kepala BAPEDA Kota Surakarta; 

4, Kepala BAWASDA Kota Surakarta; „ 

5, Kepala Kantor Kcuangan Daerah Kota Surakarta; 
(). A r s i p . 





WALIKOTA SURAKARTA 


Surakaria. } Main 2006 

K o p-u d a : 

Vth. Gubcrnur Propinsi Jawa Ter 
di¬ 
rt K M A K A N C.‘. 


900/959 

I (sanj) berkas. 

: Permohonan Banluan Dana INCUB, 

Pe.mbnngunan Monumcn 45 dan 
Pn.Sii r Kliihiknn Surakarta. 

i ' • ■ • «*jr * «• 

Dengan Normal. 

Schubungan dengan sural kami Nomor 000/2460 lunggul 11 Oktohgr I 
pcrihul Pormohonnn. Banluan Dana !NCUB. sen a scidnh dikoordinnsikan dc: 

■ Pcmcriniah Propinsi Jawa Tengnh bersn'mo Kepula Dinas Pcrmnl;iivan dan Tam IT 
pada lunggul 2 Marot 2006 di Runiah Dinas Walikom Surakaria l.oji (.iiiiulmng. bet*! 
ini kami luporkan ha! - hal.scbagni'bcrikuj;., t 

1. Mcnindaklanjuti arafi&n Bagak Gubcrnur bnhwa pcrkl SCgcrn dilanganitiva Pent 
Pedagang Kakilimil di Koia Surakaria. Pcmcriniab Kota Surakaria secant sen 
molsiksanakun program kegiatnit ler.scbul. kluisusnya upaya pcnaiaan Pedagang 
Lima (PKL) Kawasan Banjasari yuilu df Lupimgan Momimen 45 Koctut 
Ganjarsari, sebagui tcnipai monumental pcrjSfmgnn patriotik banysu.. 

2, Rcncana pemindahan PiCL Banjarsori iclah discpakaii hcrsmnu di kawasan Semr 
Keenmatan Pasnrkliwon Koia Surakaria. 

j, Rcncana Anggaran Pembangunan Kcmbali Momimen 45 scbesiur Rp 1,500.000,i 
(xant miliar lima ratux Juki rupiah) sens pembangunan kios di kawasan Seme 
beserta infrasuukiur penunjangnva scjumlnh + Rp 9.600.000,000.- [xunihilan n 
■ emim ratuxjuurrupicihy. ■; * 

4. Unluk menyelcsaikan .kegiaian . lorsobm I’emcriniah Kola Surakui'lu 
menganggarkan pada TA. 2006 sebesar Rp 500.0001000.* uniuk Pembant 
Kcmbali Monumcn 45 Bnnjarsnri don Rp 5,'500.000.000,* uniuk Pembangunun 
Klilhikun Semunggi. 

Sclnibungnn dengan pcribal icrscbui, knnii molion dengan homuu k 
Bnpak Gubcrnur Propinsi Jawn Tengnh uniuk berkennn triemberikan bnnluan k 
Pcmcrimoh Koia Surakaria sejumlnh Rp 5.100.000.000.* (lima miliar xvraiu: 

' rupiah) guna menyelcsaikan kckurangan anggaran dimaksud. 

Scbagai bahan pcrilmbangnn kami lyuiurkan Proposal sebagaimana tcrlampir. 

Demikiun uniuk menjadikun per'iksa t(im alas pcTkcn'an uapak Gubcrnui 
menyampaikan lerima knsih. a 


\ 1 /. 0 '*>. 

^OAVXa^T^SLIRAK 




MBUSAN: 

Kcpnla Bapeda Propinsi Jawa 1 cngnlv, 

Kn. Biro Bangda Propinsi Jawa 1 engah; 

Ka. I3iru Keuungun Propinsi Jawa Tengah; 

Kcpala Bapeda Kola Surakaria: 

Kopala Dinas Pekerjaan Umum Kola Surakaria: 
Kcpala Kanior Kcunngan Docrah Kota Surakaria; 
A r s i p ,___ 


. .[/ 

... , \ok' 6 w 1 dodo 

' c .':T/.' r'l ;^\s l%Y' 





KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR ; 921 h2M 2006 ' • 

50 /SKO • 2006 

TENTANG 

0T0R1SASI Anggaran ganjaran kepada pemerintah 
KABUPATEN/KOTA TA1-IUN ANGGARAN 2006 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

cnimbong ; bfihwa untuk ‘rn^aksonokuA Anggaran Belonja Biro Keuangon Sexcip P 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 perlu disedinkan cicngon mono 
..Surat Keputusan Otorisasi, 

engingot : a. Undang-undang Nomor 10 Tuhui^O 950 icntang Pcmbentukon Pro 
Jawa Tengah. . v 

b. Undang-undang Nonior 17 Tahun 2003 icntang Kcuongan Negara 

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne 

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pei 
an dan Tanggung Jowab Kouangan Negara ; 

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrimahan Da 

f. Undang-undang Nonior 33 Tahun 2004' icntang Pcrinibnngon K< 
Penierintah Pusot don PcmuriiUtthun Docrtih. 

g. Peraturari Pemcrintoh Reijublik Indonesia Nomor 105 Tahui 
tentang Pcngelolaan don Pcrtinggungjowaban Kouangan Daerah 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor-,58 Tahun 2000 
Pengelolaan Keuangon Daerah : 

i. Keputusan Preslden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pedoman Pels 
■ Pengadaan Barang/Jaso Penierintah sebagaimana diubah 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Kc- 
Keppres No.-80 Tah'un 2003-lenla-ng Pedoman Pelaksanaan Pe 
Sarang/Jgsa Pemerintah : 

j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 
28 Desember 2005 tentang API3D Provinsi Jawa Tengah TA, 2C 

k. Keputusan Menteri Otilum Nogcri'Vonio’r 29 Tohu‘n 2002 
Pedoman.Penguruson, I’ortangnungjawobon dan Pengawasan 
Daerah serta Toto Coro Pcnyusunun Anggaran Pendopoton da 
Daerah, Pelaksanaan Toto Usuho Kcuongan Daerah .dan Pe 
Perhitungan Anggaran Pondopolun Bclanju Daerah ; 

l. Peraturan Gubernur Jowu .Tcngtin Nonior 96 Tahun 2005 X- 
Dcscnibcr 2005 icniung Ponjalxu:.n Anggaran Pcndnpatan d 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran VO 06 ; 

m. Peraturan Gubernur Jowd Tencoh Nomor 94 Tahun 2005 1 

Desember 2005 tentang Pedoman Penotausahaon Pelaksan 
Provinsi Jawa Tengah Tiil’tuii 2006 ; 












M E M U T U S..K.AN 


Berdasarkan Peraturan Daerah Prbv'inSi'Jawo Tengoh Nornor 9 Tahun 2005, tan? 
Desember 2005 tentang Anggaran Pcndapnton don Bfelanja Dacroh Provinsi Jt 
ah Tahun Anggaran. 2006, 

umlph uang setinggUtingginya ; Rp. 1 ,000,000,000,00 , 
ang dibayarkan (Soiu milyor rupiah}. 


ijUntuk keper'uan k'egiatan 
bantuan kepada ' 


: Koiu Surokurto duiorn rangko pembangunan pa 
Klilhikan Scmon'ggi, 


,Aias bcoan ; 

Bagiah Belanja 
Jfenis Belanja 
Tahun Angyarsn 
Unit Kerjo 

Pengguns Anggaran 


Pemegsng.Kas 


I 


Oasar Otorisasi : 
CASK. 


Juml3h untuk Anggaran 
yang bersangkutan 

khtisar Otorisasi : 
a, Jumlah Anggaran 
S 16 Otorisasi yang lalu 

c. Sisa Anggsrari ‘ 
Otorisasi ini’ 


; Belanja Eugi Hasil dan Bantuan Keuangan. 

: Ganjaron kepada Pcmcrimah Kob, / Koto. 

: 2006 
P. 

: Giro Keuangan Sclda Prov. Jntcng. 

: Dr a, ADI-II KARSiDI, MSi 
Kuptilo Biro Keuigagon Soldo Proy, Jgtcng. 

: M. NOOR HIDAYAT, SH 
Stof Sub Bogian Tata Usaha pada Biro Keuang 
Soldo Provinsi Ja wn Tengoh, 


Jontjgai : i - 5 - 2006 
Nomor : 9U/t2y/20Q6 

90 7 DA3K • 200 1) 


: Rp. 35.000 000,000,0.0 


: Rp. 35.000.000.000,00 
: Rp. 

; Rp. ■ • 

: Rp. 1 ,00O.00Xi’.o'00;0'O' 


Sisa pada hari ini 


: Rp. 


etentuan-ketentuari Lain 

Bahwa permintaan u a i%c j terscbui hocus diajukun oleh Pomcoang Kas 
bersangkutan dengan persetujuon Penggunu Anggaran kepada Gubemur . 
Tengal-I Inwtit Biro Keunngon bi:r;tngc.uf ongr.ur nvjnurut kefouuihun, bDik t 
bebon tetap moupun untuk Pengi-jiun Knv. (Jan alum diberiknn dengan rneng 
. adanyo urtng di Kas Daerah ; 

Penyediaan dana per Triwuian terpeni'ici SObatjbi berikut : 

• Triwutan ! Tahun 200S sebesnr lip., 

■ Triwuian II. Tahun 2006 sebesor Rp, l, 000.000,000,00 

• Triwuian ill 'Tahun 200S sebeaer Rp, 

• Triwuian IV- Tahun/2006 sibesor Rp. . 






• 3 


Penyediaan uang tersebut kepada- Pen^gung .Kds ota.S, dasor Surat Keputusar 
jepanjang mengenai Pengisian Kos akan dimasukkan ke dalam Rekenmg Penuc 
Kas yang bersangkutan pada PT. Bank Jotting , 

5 c. P'engguna Anggaran yang bersangkutan berkewojibon membcrikan persetujuan 
tagihan dan harus mengadakan / manjalonkon pengawasan yang seksama 
pengurusan keuangan yang dilakukan oleh Pemegong Kas; 

Penorima Bantuan bertangguncjawab sepenuhnya atas kclancaran/keter 
pelaksanaan kegiatan ; 

Ponerlma Bantuan tinp bulan harus mcnyampoikon laporan pelaksanaan kec 
dan keuangan ‘kepada GObernur'Jo'yvfi -Tengah (Biro Keuangan, Bagian Akuntar 

Semarang, 

Ditctopkon di : S e m a r a n g. 
Podo Tonggal :1 Mei 2006 


‘EM BUS AN : disampaikan kepada Ytlv; 



JAWA TENGAIH 


Y A N T 0 


I , pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengoh ; 

Wakii Gubernur Jawa Tengah ; . , , 

i| 3 , oirjsn Bina Administrasi Keuangan Docroh Depdogn di Jakarta ; 

4, Ketua BPK Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarto ; 

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenguh ; 

16. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah ; 

7. 'Kepala KanWil X Ditjen Pajak Jawa Tengah ; _ 

8..Kepala Badon Perigawas Provinsi Jawo Tengoh ; 

9. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 

10, Walikota Surakarta ; 

II. Ketua DPRD Kota Surakarta*; 

s l2. Direktur PT. Bank Ja'teng di Semarang; , " 

J 13. Kepala Biro Keuangan { Bagian Varifikusi, Bagian Perbopdahsraen,. 
Bagian Akuntansi dan Bagian Anggaran) Sckrctorlol Doeroh Provinsi 

1\4. Bcnggun?.Anggaran / Penerima Bantunn^ong bcrsangkutan , 

■Ji5. Pernegang Kas -yang bersangkutan ;.. . 

16. Pertinggal. 







Jr .icu rv U IVJ «U iV. 

JL. URIP SUMOHARJO NO. 92 Telp. (0271) 643050 Fax. (0271) 63626 

SURAKARTA 57128 



Surakarta, 2 Mei 2006 
K e p a d a: 

050 / 417 _ Yth. 8a pa k WALIKOTA SURAKARTA 


Perrnohonan IJIn Penunjukan Langsung di - 

lanlu tan Penl ngkata n Pasar Kiitb ikan S^'Xi^.QDOl S URAKART A 


Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pelaksanaan Keglatan Penlngkatan Pasar Kllthlkan Semar 
dengan dana APBD Kota Surakarta Tahun 2006 yang beriokasi di Kampung Silir Kelural 
Semanggl Kecarnatan Pasarkllwon Kota Surakarta, dlscmpalkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan proses Penunjukan Langsung ; 

a, Peraturan Pemerlrvtah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konsfri 
Pasal 12 .(l).ci.5), bahwa^pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesat 
konstruksi yang slfat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak da 
dlpecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 
h. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/J 
Pemerintah Pasal 17.(5), buhwa dalam itcadaan tertentu dan keadaan khu< 
pemlllhan penyedla barang/jasa dapat dllakukan dengan cara penunjukan langsi 
terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negoslasi balk tel 
maupun beaya sehingga diperoleh harga yang wajar darr secara teknis da 
dlpertanggungjawabkan. 

c. Keputusan Merited Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/20 
Lamplran BAB III.B.4.b, bahwa untu’k pekerjaan ianjutan yang secara tel 
merupakan sa,tu kesotyan konstruksi . yang sifat pertanggungannya terha> 
kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah darl pekerjaan yang sui 
dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menterl/Gubernur/Bupati/Wallkota 

d. Instruksl Wallkota Surakarta Nomor : 90,3/00J./2/2006 tentang Pedoman 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keg I a tun APBD Tahun 2006, Bab IJU,3.d,h, bal 
pekerjaan lanjutan dlbldang percncanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi y 
secara teknis merupakan kesotunn konstruksi yang slfat pGitanggungannya turbo 
kegagalan bangunan tidak dapat dlpecah-pecah darl pekerjaan yang su 
dilaksanakan sebelumnya setelah mendapat rekomendasi-.Kepala Dinas teknis se: 
dengan lingkup bldang/sub bidang pekerjaan yang disetujui vValikota. 

2. Bahwa berdasarkon Surat Perjanjlan Pemb’orongan (Kontrak) Nomor: 310/K.CK/III/2 

tanggol 29 Marct 2006 dengan nilal Rp, 5.126,250.000,- ( Uma milyar seratus dua pi 
snam juta dua ratus Uma puluh ribu rupiah ) antara PT. SURYA 6AYU SEJAHT: 
Semarang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta selaku Pengguna Angga 
mellputl pekerjaan yang berupa pembuutan kios, bangunan maujid, kcmtoi nungelola 
water tower. ‘ • ... . 

3. Bahwa Pasar Kllthlkan Semanggl Kota Surakarta belum sepenuhnya dapat terselesa 
secara sernpurpa balk dari segl arsitektural maupun fungclonal dikarenakan m 
terdapat komponen bangunan yang belum lengkap, nntnra lain i perbaikan tat 
sebaglan pekerjaan plesteran d^n pasangan, sebaglan pekerjaan befbn, seba' 
pekerjaan atap, sebaglan pekerjaan rabat lantal, sebaglan pekerjaan rolling d 
pekerjaan pengecatan, se.bagian pekeijaan saluran llngkungan, pekerjaan rabat bt 
pedestrian, pekerjenn meknnlkal dan elektrlknl, penambahan daya llstrlk, pemasar 
keramlk dan plafond, pekerjaan dralnase, dan pembuatan area parkir. 
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LEGAL OPINION DUGAAN KORUPSI 
REKLAME VIDEOTRON MANAHAN SOLO 


IPosisi Kasus ,, 

Dugaan kasus korupsi reklame videotron di pertigaan Gor Manahan 
Surakarta yang pembangnunanya dilakukan o!eh PT. Loka Niaga Adipermata. 
Pembangunan reklame Videotron dipertigaan Manahan sebelum dimulai 
dibangun, PT, Loka Niaga Adipermata mengirim aural kepada Walikota 
Surakarta tertanggal 15 Oesember 2G08 dan atas -surat tersetmt temyata 
tidak dijawab oleh Walikota Surakarta akan tetapi djjawab oleh Kepala Dinas 
Psndapatan Oaerah <Oisp®nda) Budi Suharta -dan dengan mambankan sural 
tanggal 19 Desember 2008, yang berisi memberikan rekomendasi PT. Loka 
Niaga ■ Adipermata untuk didaftarkan sebagai peserta ielang dan hanya 
diikuti saiu perserta fefang yang terdaft&r yaitu PT. Loka Niaga 
Adipermata. 

PT. Loka Niaga Adipermala malakukan pembangunan Videotron di 
P'Srtigaan Gor Manahan sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2008 
digelar penjelasan Ielang dan kemudian tanggal 23 Desember 2008 
pelaksanaan Ielang baliho, bilbord, bando damiJPO yang dikutl biro iklan 
hamun peserta yang hadir,tidak tahu kalau ada, Ielang Videotron. 

Pada tanggal 24 Desember 2008 digelar rapat di ruang lantai II 

I Dispenda pukul 14 wib untuk menyaksikan pemaparan pemasangan 
i/ideotron yang dipimpin kepala Dispenda Budi Suharto dihadiri PT. Jarum 
Budi Ismoyo (Pemenang Ielang )dari Dinas Keberslhan dan Pertamana 
i/ardhani, Dinas Tata Kota Ahmad Aroni, Kantor Aset Singgih Y dan DLLAJ 
Ifosca Herman SJ. (Sctopos 18 Maret 2009) < 

Rencana awal pemasangan reklame videotron dilakukan di tiga lokasi 
yaitu di Pertigaan Gor Manahan, Perempatap Jl. Adisucipto Manahan dan 
IPerempatan Panggung Jl. Koionel Sutarto Jebres dengan nilai Rp. 4 miliar 
jjterungkap dalam rapat Komisi III dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan 
jeuangan dan aset daerah (DPPKA) . Sebelumnya ket'tga lokasi tersebut 
isudah ada kajian yang dilakukan oleh CV. Tika Martindo Design dengan 
alamat tidak jelas dengan anggaran dari Pemkot sebesar Rp.90 Juta. Dalam 
|erja menentukan lokasi tempat dilakukan tanpa melibatkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah ( SKPD) terkalt 

Atas kajian tersebut CV. Tika Martindo memberikan rekomendasi 
emasangan videotron dapat dilakukan di tiga lokasi yaitu di Pertigaan 
anahan, Perempatan Jl. Adisucipto Manahan dan Perempatan Panggung 
. Koionel Sutarto Jebres Surakarta dengan sekala prioritas di Perempatan 
anggung Jebres Surakarta. Namun Pefnerintah Kota Surakarta dengan PT. 
.oka Niaga Adipermata meiakukan pemasangan Videotron di Pertigaan Gor 
anahan, dan atas kebijakan Pemkot tersebut Tim Konsultan darl CV. Tika 
apindo Desain mengaku kecewa, sebagaimana disampaikan oleh Tenaga 
M Perencanaan Tata Ruang Wilayah Urban Design Ir. Winny Astuti, 
Se.PHd. yang menyatakan bahwa mestinya pemasangan Videotron 
dak di Pertigaan Gor Manahan Surakarta karena tidak sesual dengan 
komendasi dari Tim Studi Kelayakan. Mestinya yang menjadl prioritas 

i daiahdi Perempatan Panggung Jebres Surakarta kama lokasi lehih 
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/lias dan tidak bertentangan dangan estetika tats ruang kata, (Solopos 
10 Maret 2009). 

Kasus pemasangan videotron di pertigaan Gor Manahan ini telah 
menjadi potemik dimasyarakat dimana dari kalangan DPRD telah 
mengajukan Hak Interpelasl (Solopos 7 Maret 2009 ) dan dari kalangan 
akademisi diantaranya Prof. Dr. Adi Sulistyono. Prof Dr. Jamal Wiwoho, dari 
UNS dan dari UMS Prof. Khudzaifah Dimyati serta tokoh masyarakat 
[Surakarta yang pada intinya meras prihatin karena pemasangan Videotron di 
Pertigaan Manahan Surakarta karena di dugaan ada kesaiahan presedur 
dan administrasi serta menghilanghkan niiai estetika dan etika . (Solopos 13 
Maret 2009). 


Mi 

m. 


Langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta 


Kejaksaan Negeri Surakarta mulai mengusut kasus dugaan 
penyimpangan prosedur dan administrtasi dalam pemasangan Videotron di 
Pertigaan Gor Manahan Surakarta, sebagaimana disampaikan oleh Kajari 
Surakarta Djuwaeriyah, ShT yarrg menyatakan bahwa " Kami akan 
tenindaklanjuti kasus itu secepatnya , kamt tidak main main yang jeias 
unggu saja. " (Solopos 5 Maret 2009 ). Atas* sikap Kejaksaan Negeri 
urakarta tersebut kemudian Kasi Pidsus Sigit Kristanto, SH mulai 
melakukan mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan dengan 
lemanggil sejumlah pejabat Pemkot Surakarta. 


Pemeriksaan terhadap pejabat Pemerintah Kota Surakarta dilakukan 
rhadap ; Pit. Sekda Surakarta, Supradi Kertamenawi, Kepala Dinas Tata 
uang Kota (DTRT) Agus Joko Witioarso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
hudi Yulistianto, Mentan Kepala Dispenda Budi Suharto dan Kepala 
antor Pelayanan Terpadu Kota Surakarta Toto,Amanto didampingi Kabag 
ukum Supsrtono diperiksa di Kejaksaan Negeri Surakarta (Solopos 12 
a ret 2009 ). Pemanggilan penyidik Kejaksaan juga dilakuakan terhadap 
epala Dinas Tata Kota (DTK) Agus Joko Witiyarso dan staf lapangan DTK 
ochmat (So/opos 13 Maret 2009), Kepala Dinas P&rhubungan Kota Solo 
osca Herman Soedrajat diperiksa Kejaksaan Negen Surakarta (Solopos 
anggal 17 Maret 2009 ). ■ Pegswai Pemkot dart Dinas Ketjersihan dan 
ertamanan ( DKP) Wardhani dan Amirydin,, Staf dan PT. Loka Niaga 
dipermata Budi /smoyo juga diperiksa Kejaksaan Negeri Surakarta 
Solopos tanggal 18 Maret 2009). 

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Mentan Kepala Dinas 
endapatan Daerah (Dispenda ) yang kini menjabat sebagai Asisten 
erekonomian Pembangunan dan Kesejahtraan masyarakat, Budi Suharta, 
udi Suharta ada!ah saksi yang barperan panting dalam pemasangan 
ideotron di Pertigaan Gor Manahan, yang dalam pamerisaannya 
yata mengakul tidak mambentSk tlm leiang dalam proyak 
engadaan videotron, melainkan dengan penunjukan langsung . 
emeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
nung Indro Susanto diperiksa kejaksaan Negeri Surakarta (Solopos 1 April 
09). 

Atas beberapa pemeriksan pejabat Pemkot Surakarta tersebut Kasi 
idsus Sigit Kristanto ( SH mengakul adanya fakta bahwa dalam pengadaan 
ideotron tidak dilakukan secara leiang (Solopos 18 Mar®! 2009 ). Lebih 
njut Sigit Kristanto, SH Kasi Pidsus menyatakan membenarkan adanya 
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keildak sesuaian prosedur dalam pemasangan lelang Vldeotron. (Solopos 1 
April 2009 ) karena c/erf hasli pemeriksaan terhadap Budl Suharto, 
terungkap bahwa tldak ada SK pembentukan Panltla Lelang. (Solopos 
4 april 2009 ). 

Namun demiklan Kapala Kejaksaan Negeri Surakarta Djuwaeriyah , 
SH menyatakan bahwa pihaknya tidak akan buru buru mentetapkan 
tersangka karena masih mengumpulkan data h Puldata dan mengumpulkan 
i keterangan/ Pulket. (So'fcpos ’ 4 April 2009 ); Selanjutnya dalam 
perkembangan penyelidikan dl Kejak&aan Negeri Surakarta temyata 
penyidlk dari Kejaksaan Negerl Surakarta tldak dapat segera melakukan 
proses pemeriksaan oleh karena kesulitan untuk mendatangkan atau 
meminta Badan Pemeriksa Keungan untuk melakukan audit yang nantinya 
dapat diketahui kerugian negera. (Solopos 2 Desember 2009) 


I Analiaa Kasus 

Kejaksaan Negeri Surakarta mulai melakukan penyelidikan dengan 
mengupulkan keterangan dan data'dari saksi para Pejabat Pemerintah Kota 
Surakarta yang dipariggil untuk diperiksa mulai bulan Maret 2009. Bahwa 
namun demikian sampa i dengan -saai ini bulan Desember .2009 penyelidikan 
dari Kejaksaan Negeri Surakarta bdum menenrmi kemajuan yang berarti 
untuk meningkatkan proses pemeriksaan ketahap penyidikan dengan 
menetapkan tersangka atau kasus dugaan korupsi Vldeotron ditutup karena 
tidak cukup bukti. 

Afasan dari Kejaksaan Negeri Surakarta adalah. kesulitan dalam 
mendatangkan BPK untuk melakukan audit guna mengetahui ada kerugian 
negera adalah terlalu formalistik. Bahwa.oleh karena berxiasarkan keterangan 
saksi saksi dari pejabat Pemkot Surakarta dan pihak PT. Loka Niaga 
Adipermata dalam rangka penyelidikan mengumpulkan data dan keterangan 
telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa pengadaan pemasangan Videotron dilakukan PT. Loka 
Niaga Adipermata dengan penunjukan tangsung atau tidak 
dilakukan dengan lelang sebagaimana pengakuan Budi 
Suharto karena tldak ada SK penunjukan Panltla Lelang. 

) 2. Bahwa pununjukan langsung terhadap FT. Loka Niaga Adipermata 

dengan Pemerintah Kota Surakarta, kemudian dibuat perjanjian 
pembagian nya adalah space reklame pada videotron sebesar Rp. 
; v 30 % untuk Pemkot dan 70 % untuk bisnis dengan batas waktu 

} lima tahun. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

* pemasangan Baloho salu tahun dan reklame selama .3 tahun. 

• a 

•'* 3. Bahwa Tim Penataan Rekldme yang anggotanya dari lintas 

! \ SKPD tidak dlllbatkan sebagaimana pengakuan dari Ketua Tim 

* Penataan Reklame /PLt Sekda Solo Supardl Kertamenawi yang 

1 tidak dilibatkan dalam merientukan standar dan titik titik reklame 

" atau tidak tahu menahu pemasangan videotron di Pertlgaan 

Manahan Surakarta. Penentuan titik titik pemasangan diserahkan 
kepada pihak ketiga CV.Tika Martindo yang dalam kerjanya juga 
1 tidak melibatkan SKPD terkait. 
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Bahwa untuk penentuan titik titik reklame seharusnya diiakukan 
oleh Tim Penataan Reklame yang anggotannya darl lintas SKPD, 
sebagaimana Surat Keputusan Waiikota Solo No. 4 tahun 2001 
tentang pedoman pelaksanaan reklame dalam 8ab III tentang Tim 
Penataan dan Standarisasi Reklame, yang dalam pasal 3 
dinyatakan bahwa atandar dan tempat pomasangan reklame 
diwilayah solo ditetapkan oleh tim penataan reklame dengan 
susunan sebagai berikut: 

Ketua : Sekda 

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kebersihan.dan Pertamanan 

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendapatan Derah 
Sekertaris I : Kasi Dirias Pbrtarriana dan Kebersihan (DKP) 
Sekertaris II : Kasi Pendaftaran dan pendataan Dispenda 
Anggota : KepaJa Dinas tata Kota (DTK), Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU).Kabag Hukum, Kabag. 

Bahwa namun demikian yang melakukan oleh Pemeiintah Kota 
Surakarta adalah dgngan menunjuk CV. Tika Martindo Desidn 
dengan alamat tldak jelas dengan anggaran darl Pemkot sebesar 
Rp:30 Juta untuk melakukan kajian dan menentukan titik titik 
pemasangan reklame dan kemudlan 1 CV. Tika Martindo 
memberikan rekomendasi pemasangan reklame Videotron 
rencananya diiakukan di tiga lokasi " yaitu di Pertigaan Gor 
Manahan, Perempatan Jl. Adisudpto Manahan dan Perempatan 
Panggung Jl. Kolonel Sutarto Jebres Surakarta adalah tempat 
sekala prioritas rekomendasinya. 

Bahwa Penetapan Pemerintah Kota Surakarta yang lebih memilih 
pertigaan Gor Manahan disdsaikan oleh Tenaga Ahli Perencanaan 
Tata Ruang Wilayah Urban Design Jr. Winny Astuti , MSc.PHd. 
yang menyatakan bahwa mestinya pemasangan Videotron tidak di 
Pertigaan Gor Manahan Surakarta karena tidak sesuai dengan 
rekomendasi dan Tim Studi Kelayakan. Yang menjadi prioritas tim 
adalah di Perempatan Panggung Jebres Surakarta karena lokasi 
lebih luas dan tidak bertentangan dengan estetika tata ruang kota. 
(Sofopos 10 Maret 2009). 

Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemasangan videotron 
darl aspek prosedur penujukan langsung bertentangan dengan 
ketentuan KEPRBS NO. 80 tahun 2003 tentang Pengelolaan 
Barang / Jasa pemerintah. 

Bahwa demikian juga dengan penebtuan lokasi yang tanpa 
meiibatkan Tim penataan Rekiame yang anggotanya dari lintas 
SKPD, Pemerintah Kota Surakarta telah mengabalkan 
ketentuan dalam SK. Wallikots No. 4 tahun 2001 tentang 
pedoman pelaksanaan reklame dalam Bab III tentang Tim 
Penataan dan Standarisasi Reklame dalam pasal 3 dinyatakan 
bahwa standar dan tempat pemasangan reklame diwilayah 
solo ditetapkan oleh tim penataan reklame. ' 

Bahwa dengan demikian dari keterangan saksi dalam pemeriksaan 
penyeiidikan telah ditemukan deiik dalam kasus pemasangan 
Videotron di pertigaan Gor Manahan Surakarta, dimana telah 
melanggar ketentuan dalam Kepres SO tahun 2003 tentang 


























pengadaan barang dan jasa dan Surat Keputusan Walikota No, 4 
tahun 2001 tetang Pedoman Pelaksanaan reklame dan 
peraturan yang terkait lainya , oleh karenanya peningkatan setatus 
datem pemeriksaan sudah dapat dilakukan ketahap penyidikan 
dengan menetapkan tersangkanya. 

10. Bahwa alasan Kejasaan Negeri Surakarta yang belum 
meningkatkan ketahap penyidikan karena keeulitan daiam 
mendatangkan BPK untuk menentukan keruglan negara tidak 
sepenuhnya dapat dibenarkan. 

11. Bahwa dugaan pasal tindak pidana korupsi adalam pasal 2 dan 
pasal 3 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi: 

Pasal 2: 

Setiap orang yang secara melawan hukum malakukan perbuatan 
memperkaya diri sendirLptau orang lain atau suatu koorperasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidan 
" dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 
200.000. OOO, - dan paling banyak 1. miliar; ® 


Pasal 3: 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang tain atau suatu korporasi menyaiahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang' ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau 
sedidit dikitnya 1 tahun dan pa/ing lama 20 tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp. SOjuta dan paling banyak 1 miliar; 


12. Bahwa daiam penjelasan pasal 2 Undang undang No 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dinyatakan 
bahwa melawan hukum daiam pasal Ini mencakup perhutan 
melawan hukum daiam artl form'd maupun daiam art! materfil, 
yaknl mesklpun perbuatan tersebut tidak tidak dlatut daiam 
peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan 
tersebut dlanggap tercela karena tidak sesual dengan rasa 
keadUan atau norma kehldupan soslal daiam masyartkat 
make perbuatan tersebut dapat dipidana. 

• 

13. bahwa daiam putusan Mahkamah Konstrtuei terkait asas kepatutan 

dicabut dan daiam pemberantasan korupsi lebih ditekankan pada 
delik formal, oleh karenanya untuk menentukan unsur dapat 
merugikan keuangan /perekonomian negara, sebagalmana 
drtegaskan daiam penjelasan Undang undang No. 31 tahun 1999 
dinyatakan bahwa daiam undang undang ini frase "dapat " 
sebelum frase "merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara " menunjukan bahwa tindak pidana 

korupsi mewpakan delik formil, yaltu adanya tindak pidana 

























korupsi cukup dongan dipenuhinya unsur unsur perbuatan 
yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat . 

14. Bahwa salah satu alasan Wise untuk dimintakanya audit dari BPK 
dan atau BPKP adalah untuk menghttung kerugian negara yang 
nantinya dapat dimintakan hukuman tambahan dengan uang 
pengganti atau mengembaiikan kerugian negara sebagaimana 
diatur dalarn pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah teriau beriebihan, 
oleh karena daiam menentukan kerugian negara 1 akibat tindak 
pidana korupsi selain tidak bersrfat mutlak (delik formil ) juga 
kerugian negara dapat dimintakan keterangan dan safest ah// yang 
dapat memberikan keterangan tentang kerugian yang sudah 
muncul dan atau yang akan timbul akibat tindak pidana korupsi. 

15. bahwa kalau kita melihat kasus dugaan korupsi disekitar Solo Raya 
rr.isalnya kasus dugaan Korupsi Bantuan Dana KOMI dan Bantuan 
Dana untuk PERSIWI Wonogiri pengusuta'ri hya tanpa menunggu 
atau melibatkan audit BPK, demikian juga dengan kasus kasus 
korupsi daerah lainya, bahwa untuk membuktikan unsur kerugian 
negara Kejaksaan Negeri Wonogiri meminta keterangan dari saksi 
ahli sehingga daiam perkara dugaan korupsi di Persiwi dan KONI 
di Kab. Wonogiri tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan di 
Pengaditem Negeri Wonogiri 

Sierdasarkan hat hai tersebut diatas sudah selayaknya pemeriksaan dugaan 
korupsi Videotron di pertigaan Gor 'Manahan dapat segera ditingkatkan 
f ketahap penyidikan dengan menentukan tersangkanya dan seterusnya dapat 
segera dKuntaskan sesuai dengan peraturan perundang udangan yang 
beriaku . 

Demikian legal opinion kasus Videotron di pertigaan Gor Manahan Surakarta, 
3kian dan terima kasih. 





















rvwu/wuAN KtKAIUKAN DAERAH TENTANG 
APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007" 
2. PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN 
KOMISI - KOMISI 

.. - - --- '-~---* 

•I . ! . . ... 

Rapat dibuka Puku! ; 00,30 


PIMPINAN RAPAT • 

Yth. Sdr. yvalikota Surakarta,- 

Yth. Sdr. Pir.ipinan dan Anggota Dewan, 

Yth. Pejabat Jajargn Eksekutif Pemerlntah Kota Surakarta, 

Serta para tamu UndaWgan yang' berbahagia, 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

" > Psrkenankanlah kami- atas nama Pimpinan' Dewan mengajak sell 
hadinn yang terhormat untuk bersama-sama, memanjatkan Puji Syukur kehac 
Allah Tuhan Vang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, pada ha ( 

Mu masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan s? 
; sejahtera. 


j kehadiran Saudara - saudara.disampaikan selamat datang dan ter 

fkssih a'tas perkenannya memenuhi Undangan Dewan pada acara Rapat Paripu 
jdengsn pokok bahasan : 

i 

1 1, Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi - komisi, 

X Penandatanganan Perubahan KUA dan Penandatanganan Perubahan PPA 
1,3* Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama RAP 
TA. 2007. 

f . : « 4 

; ‘ ' * 1 1 * i ' J 

Selanjqtnya ■ kepada Ytl„ Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan un 
..melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang, te 
jjditanda tangani. 

































i ■ Yth. Bapak Walikota Surakarta. Bapak Pimpinan Rapat. Pimpinan dan 
;A'*,C 9 ota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami iaporkan bahwa Rapat 

[paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu, 

•f' ■ 

Itanggai 17 Maret 2007 dihadiri oieh 33 .orang Anggota Dewan. 
pNama Anggota Dewan yangdiundang dan tidak /belum hadir adalah 

F* '■ 

rt. Hary Rudyanto - Ijin. 

f 1 ' ' * <( » * * ' * 

1 2. !gn. Juni Wahyono - Ijin. 

i * 

3. Muhammad Fajri - ijin. 

¥ 

! ■ Adapun Anggota DPRD yang berhalangan hadir / tidak diundang atas 
dasar Pasal 106 ayat. (6) Undang-undang Republik Indonesia Nom'or 22 
Tahun 2003, adalah 

>. 'i 

1. Drs. Bandung Joko Suryoncr; SH ■ ■ 

2. Darsono, SE. ' 

4V f 

1.3. Purwono, SH. 

\ 4. HM. Yusuf Hidayat. 

■ 

^ Demikian laporan Presensi Rapat Paripurna pada hari ini. 


3 1MP1NAN RAPAT: 


Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan ’ yang teiah melaporkan 
kehadiran Anggota Dewan, dari 40 Anggota Dewan yang teiah hadir sebanyak 33 
Anggota. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 61 ayat (1) huruf b 
Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang - kurangnya 2/3 dari 


jumlah Anggota Dswan, untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daerah. Sedangkah ’ayat (1) hdruf c dihadiri sekurang* 
; kurangnya Vi ditambah 1 dari jumlah Anggota DPRD, untuk Rapat Paripurna 
if DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b. Dengan 
! (temikian Rapat Paripurna dapat diiapjutkan. 

I;,, . .. 

I'Dengan mengucap "Bismllfohhifohmannirohim" Rapat kami nyatakan dibuta 
dan terbuka untuk umum. (Ketok Palu 3 x) 
























( <eanggotaan Komisi — komisi, dengan rnendasarkan pada ketentuan'• 
tuan ya'ng tertuang'dalaTm Pasal 48 Peraturan" Pemerihtah Nomor 53 Taht 
Tantang Perubahan atas '.turan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20( 
ng Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Hasii Rap 
Pimpinan Fraksi pada tanggal 6 Maret 2007, teiah dilakukan Rolling Komi 
11 den 9an pengajuan dari masing - masing Frakst dan telah terbenti 
iar, Korfiisi - komisi melalu ! Perhilihan Pimpinan Komisi yang dilaksanaks 
siang hari ini jum’at tanggal 16 Maret 2007. 

Berdasarkan ketentuan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 6 Tahi 
Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 22 ayat (8) yat 
tnenyebutkan bahwa masa penetapan Anggota dalam Komisi dan perpindahan I 
|smisi lain diputuskan daiam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada aw 
|8hun Anggaran, maka dalam -Rapat Paripurna ini akan ditetapkan Perubah? 
^Susunan P'mpinan dan Keanggotaam Komjsi - komisi, untuk itu kepac 
ISdr. Sekretaris Dewan dipe r silahkan untuk^jnembacakan naskah Keputusr 
pRD Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi ~ komisi. 


PEMBACAAN NASKAH'KEPUTUSAN DPRD 


Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan 


PIMPINAN RAPAT ; 

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang tell 
membacakan naskah keputusan dan penyerahan naskahnya, untuk itu perlu kai 
tawarkan "apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD Tentang Perubah; 
Susunan Pimpinan.dan Anggota Komisi - komisi dapat disetujui untuk ditetapk; 
menjadi Keputusan'Pimpinan DPRD ?* 


DEWAN MENJAWAB Setu 


IMTIin .«• ltM.ll |\|IU MtlM III 
































:j Terima kasih, memasuki acara setanjutnya adalah Penandatanganan 
Perubahan KUA dan Penandatanganan Perubahan PPA. Sesuai dengan rapat 
■Panitia Musyawarah pada tanggal 16 Maret 2007 dengan catatan rapatnya 
iNomer 8/PM-DPRD/III/2007 'telah diagendakan pembahasan Rancangan 

i 

Perubahan KUA dan PPA pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2007 dan 
pembahasan mana telah berlangsung sejak sore dan malam hari ini tadi, untuk 

I 

selanjutnya akan ditanda tangani pada Rapat Paripuma malam hari ini. Kepada 

Sekretaris Dewan agar rnempersiapkan kelengkapannya. 

i ; * ■ 

f .» , . ' 

l 

/ 

t Kami mohon kepada Saudara ' yang terhormat Walikota untuk 
'menandatangani Perubahan KUA dan Perubahan PPA. Dan saya Wakil Ketua 
DPRD selaku Pimpinan DPRD juga akan menandatangani Perubahan tersebut. 
Dipersilahkan. untuk segenap hadirin dimohon berdiri. 

■ l 

PENANDATANGANAN PERS^EJUJUAN BERSAMA 

• ; . ' .... 

.... 

(Kemudian penyerahan persetujuan bersama kepada Yth. Sdr. Walikota ) 

(Bersama ini saya serahkan perubahan KUA dan Perubahan PPA, selanjutnya 

: untuk ditindak lanjuti. 

I' 

Hadirin kami mohon dud.uk kembali, , 

• ...... 

!• ’ * 

■ Rapat Paripuma Dewan Yang Kami Hormati, 

| Memasuki acara selanjutnya adalah Pendapat Akhir Fraksi dan Penanda 

■ langanan Persutujuan Bersama RAPBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007. 
•.Dan sebagaimana Rapat Paripuma Dewan tanggal 14 Maret 2007 yang lalu telah 
Jdiselenggarakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi - komisi dan telah diadakan 
blnkronisasi pada hari Kami's tanggal 15 Maret 2007. Sesuai dengan Basil Rapat 
| panitia Musyawarah tanggal 16 Maret 2007 dengan catatan rapatnya Nomor 
l 8/PM-DPRD/I1I/2007 diagendakan Rapat Paripuma Dewan pada malam hari ini 
l jum'at tnnggal 16 Maret 2007 dengan acara pokok : Pendapat Akhir Fraksi 

i dan Persetujuan bersama RAPBD.Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007. 






























Borriasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Pendapat 


|Wiir Fraksinya adalah: 
ft Yth. Sdr. Pratikno, SH. 
ft Yth. Sdr. Bekti Karebet 
ft Yth. Sdr. Abdullah Abdulkadir As'segaf 

r i Yth. Sdr. Maryuwono, SH 

?• 

I Yth: Sdr. Eko Susam.o, Amd. Kom 
Yth. Sdr. Ir. Muhammad Rodhi 


dari Fraksi PD 
dari Fraksi PG 
dari Fraksi PAN 
dari Fraksi PDi - P 
dari Fraksi PDS 
dari Fraksi PKS 


Baiklah untuk yang pertama dipersilahkan kepada Yth. Sdr. Pratikno dari 
Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya. 


PENDAPAT AKHIR FRAKSI 


1 . 

2 . 

3. 

;-,4. 

5. 

£ 6 , 


Disampaikan Oleh: 

Yth. Sdr. Pratikno, SH dari .Fraks 

Yth. Sdr. Bekti Karebet dari Fraks 

Yth. Sdr. Abduilah Abdulkadir Assegaf dari Fraks 

: . ’I 

Yth. Sdr. Maryuwono, SH dari Fraks 

Yth. Sdr. Eko Susanto, Amd. Kom dari Fraks 

Yth. Sdr. ir. Muhammad Rodhi ■ dari' FrakS' 


PD. (.Teriampir) 

PG. (Teriampir) 
PAN, (Teriampir). 
PDI - P (Teriampir) 
PDS (Teriampir) 

... PKS (Teriampir). 


K PIMPtNAN RAPAT : 

• Terirna kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Pratikno, SH dari Fraksi Parta 
‘temokrat. Sdr. Bekti Karebet dari Fraksi Partai Golkar, Sdr. Abdullah Abdulkad,, 
Legaf dari Fraksi Partai Amanat Nasiopal, Sdr. Maryuwono, SH dari Fraks 
‘partai PDI -Perjuangan, Sdr. Eko Susanto. Amd. Kom dari Fraksi Parta. Dama 
Sejahtera dan Sdr. Ir. Muhammad Rodhi dari Fraksi Partai Keadilan Selatitera 
,ang Utah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dan penyerahan naskahnya, 



































vUf3K3rt3 I A. 2UU/ UntUk aiimapKan menjaui reidlUiaii uacian iciuany m u 
jKota Surakarta TA. 2007. Dan satu (1) fraksi yaitu Fraksi Partai Amanat Nasior 
jmenyatakan Menolak . 

i. 

r 

Oleh karerla itu rapat di skors 15 menit untuk diadakan Rapat Am 
fimpinari Fraksi. 

I ' ‘.: 

Rapat Diskors 15 Menit 

Skors dicabut, dan Rapat dibuka kembali.' 

Hasit rapat Antar Pimpinan Fraksi-fraksi tidak mencapai kata sepakat, ol 
kafena itu akan dilakukan pemungutan suara (Votting). Pefnungutan Suara at. 
Votting diikuti oleh 30 orang Anggota Dewan dari 33 orang anggota yang ha 
berdasarkan presensi. fiasil Vojting .23 orang menerima / menyetujui dan 
orang menolak ( dari fraksi Partai Amanat Nasiona!). 

Rapat Paripurna yang kami hormati, 

Acara selanjutnya adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama RAPE 
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2007 Antara Walikota dan Pimpinan DPRD Kc 
...Surakarta, kepada Sekretariat Dewan untuk mempersiapkan kelengkapannya. 
Jjtami mohori kepada Yth. Sdr. Walikota untuk menanda tangani Persetuju; 
IBersama dimaksud dan saya Wakil Ketua DPRD seiaku Pimpinan DPRD ju> 
jakan menandatangani Persetujuan Bersama, tersebut, dipersiiahkan. 

| 

jj» Kepada segenap hddirin kami motion untuk berdiri. 

I ^andAtanganan persetujuan bersama 

u 

.... — . - -- 

E ' '* " ' .. ‘ , 

( Penyer'ahan Persetujuan Bersama kepada,Yth, Sdr. Walikota ) 

r 

5 

!•8srsama ini saya serahkan Peryetujuan Bersama Tentang APBD Kota Suraka 
(lahun Anggaran 2007 dan selanjutnya untuk ditindak lanjuti 

I . ’ 

i; 

s'* liadirin kami mohon duduk kembali. Terima Kasih. 

i 

y. 

&T0.TNT/U. I ! I!NVU1!UNA.N Al'HO/MS 

































ama vvaiikoia aan riiiipiiian wi\u icmun 
akarta Tahun Anggaran 2007. •- 

PINAN RAPAT : 

II' Terima kasih. 


Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Akhirnya selesailah seluruh ranykaiari acara Rapat Paripurna Dewan, dan 
nama Pimpinan .Dewan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin 
kesabaran dan perhatiannya yang telah mengikuti Rapat pada hari ini, 
nikian juga kepada semua pihsk yang telah membantu terselenggaranya Rapal 
ripurna ini. 




Dengan merigucap "AlhamduHillahhirobilalamin", akhirnya Rapat dapa< 
i akhiri dan Rapat hari ini kami nyatnkan ditutup. ( Ketok Palu 3 x ) 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Rapat ditutup.pukul: 02.30 WIB 

iI. . 1 ' M ... 

is- Surakarta, 17 Maret 2007 


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA SURAKARTA 


Pimpinan Rapat, 


■4 


ALQAF HUDAYA. SH 
Wakii Ketua DPRD 


Sekretaris DPRD, 



PUJA HARIYANTO, SH„ MM 
NIP, 500 078 2i3 


|mO.WT/JI( . IMiNYUSlJNAN A PIUJ/MS 




















































pencatatan dan penyimpanan uang daerah belum 

SEPENUHNYA DILAKSANAKAN SECARA TERTIB 

Pemerintah Kota Surakarta pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 
• ncnyajikan saldo Kas di Ras Daerah sebesar Rp41.737.529.825,40 yang terdiri atas 
rekening giro sebesar Rp35.737.529.825,00 pada Bank Jateng dan rekening deposito 
;ebesar Rp6,000.000.000,00 pada Bank Niaga dengan rincian: 





i No 

Nunin Sortittkxl 

Nu. ftckcr.lng 

Siikti Pimp. 

Jtimlxh (Rp) 

•ixngks wikm 

| 1. 

Drs. AtPertida) 

056-01-18493-20-2 

8.25% . 

1.000.000.000,00 

28 Desembcr 2007 -25 Juni 2008 

m 

DfS. A 

056-01-17660-20-4 

7,50% 

2.500.000.000(00 

14 Fehruori 2007 - 14 Fcbrufifi 2008 

M 

DfS, A 

056-01-17659*200 


2.JOO.OOO.OOCHO.O 

14 Pubruari 2007 - 14 Februari 2008 

M 

Jumlali 



6.ooo.5oo.ono;oo 



jSaldo kas di rekening giro Bank Jateng sudah sesuai dengan rekening Koran per 31 

jDesember 2008. 

} 1 ' ;| 

Dalam mengelola Anggaran ■ Pen dap at an dan Belanja Daerah (APBD) 
pemerintah Kota Surakarta berpedDman pada Peraturan, Menteri Dalam Negeri 

i 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Rengelolaan K.euapgan Daerah, yang teiah 
diubah dengan Permendagri No. 59 .Tahun 2007. Mengenai pengelolaan uane. 


i 



' i—< 


j‘f Pemerintah Kota Surakarta teiah melaksanakan manajemen kas dengan membuat 

it ’ 

mggaran kas dan b'erdasarkan anggaran .kas tersebut Penikot Surakarta melalui 
% 

Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan kegiatan untuk memanfaatkan 

|ji ; 

kelebihan kas, miisalnya dengan menempatkannya pada deposito, maupun kegiatan 

■ . 

untuk menanggulangi kekurangan kas, misalnya dengan melakukan pinjaman daerah. 
Pemeriksaan kas (cash opname) terhadap BUD dilakukan pada tanggal 2 April 2009. 


Hasil pemeriksaan kas menunjukkan; 


I. 

Saldo menurut rekening 

s 




a. No. 1-002-00217-7 (Kasda) 

Rp 

10.^54.145.842,00 



b. No. i -002-04044-2 (DAU) 

Rp 

15.403.963.601,00 



c. Surat berharga lainnya 

Rp 

46,000.000,000,00 



Jumlah 

Rp 


72.158.109,443,00 

2. 

Saldo menurut Buku Kas Umum 

Rp 


10.754.145.842,00 

3. 

Sclisih 

Rp 


61.403.963.601,00 







































Selisih terjadi karena adanya saldo di rekening DAU sebesar Rpl5,403,963.<501,00 
serla penempatan uang daiam betituk deposito sebesar Rp46.000.000.000,00 yang 
terdiri dari: 


No 

Numn SerCifikat 

Bank 

T«l 

Aplikasi 

No. Rekening 

JuiiiIaH (Rp) 

Jk 

waktu 

$5 

B 

1 . 

Drs. A (Penida) 

Niaga 

02-04-2009 

056-01 -20853-20-2 " 

1.000.000.000,00.. 

3 bl 

k 

2. 

Drs. A 

Niaga. 

02-04-2009 

t)56-01 ->20855-20-4 

2,500,000.000.00 

3 bl 

u 

3, 

Drs. A 

Niaga" 

•02-04-2009 

056-01-20854-20-8 

2.500.000.000.00 

3 bl ■ 

it 

4. 

Pemerimah Kota 
Surakarta 

MuamalaT . 

^.18-03-2009 

52103090022001 

10.000.000,000,00 

1 bl 

J3 

hi 

_5< 

5. 

Pemda Kodya Dali 

II Surakarta 

Bank 

Jatcna 

10-02-2009 

039238 

30.000.000.000.00 

1 bt 

81 


Jumjah 



v 

46,000,000,000.00 


—— 


Sertifikat asli deposito pada Bank Muamaiat dan Bank Jateng disimpan oleh BUD di 
braakas kanto'r Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), 


sedangkan untuk sertifikat asli deposito pada Bank Niaga disimpan oleh Bank Niaga. 

BUD hanya menyimpan fotokopinya, ^ 

BPK melakukan pengecekan ke bank tanggal 2 April 2009 untuk melihat 
sertifikat asli deposito tersebut -namun Asisten Manager (petugas yang 
bertanggungjawab atas penyimpanan deposito tersebut) sedang lidak ada di lempat 
dengan alasan menghadiri rapat di Semarang. Para karyawan bank Niaga yang lain 
tidak dapat tnembahtu BPK untuk menunjukkan sertifikat -asli, karena hanya Asisten 

Manager tersebut yang mengetahui. .. . ... 

Kemudian BPK datang lagi keesokan harinya tanggal 3 April 2009 dan 
ditemui oleh Asisten Manager tetapi Asisten Manager tidak dapat menunjukkan 


sertifikat asli deposito yang dimaksud karena menurut keterangannya sertifikat- 
sertifikal tersebut sudah dihancurkan dengan alasan terjadi perubahan tingkat Sllku 
bunga; Sebagai gantinya; diterbitkan sertifikat deposito .yang,baru pada tanggal^ 2 
April 2009, tanggal yang sama dengan saat dllakukannya pemeriksaan kas BUD dan 
saa t dilakukan pengecekan sertifikat tersebut, dan juga tanggal yang Santa dengan 


saat Asisten Manager sedang ke Semarang menghadiri rapat. Namun dokumen yang 
dilunjukkan kepada BPK pada tanggal 3 April 2009 adalah Konfirmasi Penempatan 
Deposito Berjangka (Con/lmaHon of Time Depool r), bukan sertifikat ash deposito. 
Pada dokumen Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka teisebut di 
keterangan, sebagai berikut: Konfirmasi. Penempatan, Deposito Berjangna mi 































utTk'!? ° leh B ; k Sem, ' a ' ma,a P«erin». n sejumlah dana Nasab.h 

* paila Bank. blf k,„ n, trap akan .aura, bertha a.aupun sura, 

berharga yang dapat diperjualbeiikan alaupun dialihkan. 

Keterangan yang diberik.u o|«h Asisten Manager ini banyak yang berbeli,. 

, 1' MenUrU ' ny * «*»»**• srrtifika,'yang ban, karena .erjadi p.rubah.n 

me a, suku bunga, Namun aelanjumya dijelaskan seiama jangka wak,„ 
penyimpanan tersebu, ringka, riku; bunga selalu birubah, akan ,e,api aaniflka, 
deposito ,idak pernah digamT dengan yang barn. Aata Manager lebih lanju, 
njelaskan bahwa tentang perpanjangan oloinatis tergantung dari pcrmintaan 
deposan, yang dilakukan dengan memberikan nAtajpengenai perubahan-perubahan 
apa saja yang diminta oleh deposan. Sertifikat deposilo yang baru ini jangl^ 
penempatannya berubah, dari enam bulan dan satu tahun, menjadi tigft%t|I 
(2 April 2009 - 1 Juli 2009 ARO). '' 

Keterangan yang cjiperoleh dari Bendahara 
dalam hal ini merupakan deposan - adalah bahwa 
merubah jangka waktu deposito, juga tidak 
dan bank Niaga. Dengan demikian keterangan dari 

keterangan BUD'sehingga seharusnytVpihak bank tidak perlu md!ak'iil(#|lf^^ft 
apapun pada deposito tersebut. 

Dari pemeriks'aan lebih lanjut diketahui bahwa: 

a. Sertifikat deposfto yang ditempatkan di bank Niaga adalah atas nama pribadi 
Bendahara Umum Daerah bukan atas nama Daerah. Alamat yang digunakan 



juga alamat rumah bukan alamat.kantor, 

b. Setoran bunga deposito ke Ras Daerah tidak mudah ditelusur ke rekening 
koran Kas Daerah karena setiap kali terjadi penyetoran bunga, Pemkot 
Surakarta (dalam hai ini Bidang ^Akuntansi di Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah) tidak menerima tembusan setoran tersebut; 


c. Dalam catatan atas japoran keuangan Pemkot Surakarta Tahun 2008, 
dinyatakan bahwa sertifikat ’deposito tersebut berjangka waktu satu buian 
dengan perpanjangan secara otomatis (ARO -Automatic Roll Over ) sehingga 
diklasifikasikan sebagai Kas, sedangkan jangka waktu penyimpanan yang 

























tertulis di salinan sertifikat deposito adalah enam bulan dan satii tahun ARO. 
Dengan demikian deposito tersebut adalah termasuk Investasi Jangka Pendek; 
d. Bank sudah tidak menyimpaiv sertifikat a'sli deposito karena sertifikat tersebut 
sudah dihancurkan, dengan ajasan terjadi per.ubahan suku.bunga. Bank Niaga 

’/‘V 

menerbitkan sertifikat deposito yang barn (pada saat dilakukan pemeriksaan 

i / 

kas, Asisten Manager bam bisa menunjukkan surat Konfirmasi Penempatan t 

Deposito, belum menunjtikkan sertifikat-nya). Konfirmasi Penempatan 

Deposito ini diterbitkan^psda J.anggal 2 April 2009, tanggal dan hari yang 

* 

sama dengan dilakukannya pemfiriksa'an ' ka's bleb Badan Pemeriksa 
Keuangan, Menurut keterangan Asisten Manager yang menangani deposito 
Pemkot Surakarta Ini, dokumen surat berharga yang sudah tidak berlaku akan 
dihancurkan dalam waktu tiga bulan seteiah dinyatakan tidak berlaku, 
Sedangkan sertifikat-sertifikat ini barn tidak berlaku tanggal 2 April 2009 
(karena sudah diterbitkan sertifikat baru - yang pada saat pemeriksaan belum 
berupa sertifikat, tetapi hanya Konfirmasi Penempatan). Sehingga jangka 
waktu saat dokumen-.tersebu-t dinyatakan tidak berlaku dengan saat diadakan 
pemeriksaan untuk mpngetahui. sertifikat deposito yang asli adalah baru satu 
hari (tanggal 3 April 2009). Tidak seharusnya dokumen tersebut sudah 

dihancurkan.- Penelusuran terhadap bunga deposito yang masuk ke Kasda 

\ 

■ menunjukkan bahwa selama Tahun 2008, bunga atas penempatan deposito di 
bank Niaga ‘sebesar Rp5.000.000.000,00 (Rp2.500,000.000,00 “ 

Rp2.500.000.000,00) sudah masuk ke Kasda, sedangkan bunga atas 
penempatan deposito sebesar Rp 1.000.000.000,00 belum masuk ke Kasda 
karena untuk deposito ini, perlakuan terhadap bunga adalah secara ARO, 
dimana bunga disimpan di bank Niaga dan pada saat jatuh tempo akan 
ditambahkan kepada pokok deposito. Transaksi di Kasda seteiah tanggal 
neraca, yaitu antara buian Januari - Maret 2009 menunjukkan bahwa setoran 
bunga deposito dari Bank Niaga terakhir masuk ke Kasda pada tanggal 9 
Januari 2009. Sedangkan pada bulan Februari dan Maret 2009 sudah tidak 
ada lag! setoran bunga ini. Bunga deposito yang masuk ke Kasda 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. I, 


















Menurut keterangan BUD, deposito bans dicairkan pada 14 April 
2009 yang dibuktikan dengan surat No. 583.1/368/2009 dari Kepata DPPKA 
kepada Pimpinan Bank Niaga tanggal 8 April 2009 perihal Pencairan 

■ Deposito dan salinan rekening koran fcasda nomor rekening 1-002-04044-2 
yang menunjukkan adanya transfer masuk melalui RTGS Niaga sebesar 
Rpl. 002. 827.397,00; Rp2. 507.068,493,00; dan Rp2. 507.068.493,00. 

Penelusuran bunga deposito';Tahun 2008 yang masuk ke Kas Daerah 
melalui statement rekening koran giro di Bank Jateng menunjukkan bahwa 
terdapat bunga deposito yang pada. mulany#tidak diketahui asalnya, Pada 
saat ditanyakan bunga ini berasal dap deposito yang mans, Bidang Akuntan.si 
DPPKA tldak 'mengetahui^kareriS Bank Jateng tidak pernah melampirkan 
nota kredit atau bukti transfer alas setoran bunga ini. Sctelah DPPKA 
menanyakan kepada Bank Jateng, diketahui bahwa bunga lersebul berasal 
dari penempatan deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 sebagai penjaminan 
kredit atas nama PT. Askrindo yang diiunjuk sebagai pengelola kredn 
bergulir yang diberikan oleh bank kepada kopefasi dan usaha kecil menengah 
(UKM), Hal ini menunjukkan- kurang tertibnya pengelolaan pendapatan asii 
daerah yang'-berasal dari bunga deposito. Seharusnya Pemkot mengetahui 

setiap transfer fpasuk ke Kasda itu berasal dari mana. 

( 

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: 

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari. 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara pada: * • 

1) Pasal 1 angka 14 Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi 
tugas untuk dan atas nama ne^ara/daerah, menerima, menyimpan, dan 
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 
Negara/daerah; 

2) Pasal 1 angka 16 Bendahara Umum Daerah adalah pejabai yang diberi 
tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, 


























3) Pasal 9 ayat (2) Kepala SatuaivKerja' Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah berwenaiig; 
hurufh. Menyimpan uang daerah; 

- huruf i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan 
mengelola/menatausahakan investasi;. 

b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahim 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar 

•I 

Akuntansi Pemerintahan pada IVmyataan • Standar Akuntansi Pemerintahan 
(PSAP): 

1) No. 01 Penyajian Laporan Keuangan paragraph 49 yang berbunyi antara 
lain: Aset iancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang dan persediaan. Pos-posi investas’r jangka pendek antara lain 

deposito berjangka 3 (tiga) sampqi 12 (dua betas) httian, surat berharga 
yang mudah diperjualbelikan; 

2) No. 03 Laporan Arus Kas paragraph 9 Setara Kas pemerintah ditujukan 
untuk memepuhi kebutuhan kas jangka.pendek atau untuk lujuan lairmya, 
Untuk memenuhi persyaratn.i'i setara kas, jnvestasi jangka pendek harus 
segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa 
ada risik'o perubahan nilai yarlg signiftkan, Oleh karena itu, suatit investasi 

i 

disebut setara' kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo.3 
(tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya; 

3) No. 06 Akuntansi Investasi paragraph 12 yang antara lain berbunyi: 
Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara 
lain terdiri atas (a) deposito berjangka waklu tiga sampai dua belas bulan 

t 

dan .atau yang dapat diperpafnjang secara otomatis {revolving deposits)-, 

c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 7 ayat (2) PPKD selaku BUD berwenang; 

1) Huruf c. Melakukan pengendalian p*e!aksanaan APBD; 

2) Huruf f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada; 


TO 


I 



























1) Pasal 7 ayat (2) Kepala Saluan Kerja PengetoSa Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah 
untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan 
pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga; 

2) pasal 9 ayat (4) Penarikan dana dan rekening kas umum daerah di bank 

• * ✓ 

umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara > 
Umum Daerah; ayat (5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan 
dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas 

perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah; 

*>■ 

3) Pasal 37 ayat (2) Penempatan uang daerah pda bank umum dilakukan 
dengan memastikan bahwa bendahara umum daerah dapat menarik uang 
tersebyt sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat 
diperlukan; 

4) Pasal 38 ayat (I) Bendahara Umum Ne^ara/Daerah, menteri/pimpinan 
lembaga/gubernur/bu'ijati/walikota/kepal'a kantor'atau satuan kerja di pusaf 
maupun di daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya; ayat (2) Bendahara Umum Negara/Daerah, 
kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja vang 
berada di • bawahnya, yang menguasai uang Negara/daerah, melakukan 
akuntansi a^as pengelolaan uang Negara/daerah berdasarkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 

5) Pasal 39 pengendaliap internal terhadap pengelolaan uang Negara/daerah 
dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubemur/bupaii/walikota/ kepala 
kantor/Satuan kerja. 

Permasalahan di alais mcngakibalkan: B 

Deposito atas nama pribadi bisa dicairkan sewaktu-waktu karena deposito ini 
atas nama'pribadi bukan atas nama Pemkot Surakarta; 

Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang daerah; 

Tujuan pengendalian atas Kas tidak sepenuhnya tercapai. 
























Hal ini disebabkan oleh: 

a, Bendahara Umum Daerah tidak terlib dalam mengelola uang daerah yang 

menjadi’tanggungjawabnya; . 

b. Bendahara Umum Daerah’ tidak mematuhi pe.ratu.ran yang berlaku. 

Atas permasalahan di atas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Surakarta selaku'Bendahara Umum Daerah menjelaskan bahwa: 

a. " Yang terjadi sebenarnya bukan masalah ketidaktertiban pengelolaan 

penyimpanan uang daerah tetapi lebih kepadami.asalah adanya model pelayanan 
antar bank yang bervariasi. Jadi secara prinsip telah dilakukan pengelolaan 
penyimpanan uang daerah secara tertib. Sedangkan berkaitan dengan penyajian 
deposito sebesar Rp6,000.000.000,00 sebagai Kas tidak tepat, koreksi (ersebut 
dapat kami pahami dan seianjutnya akan kami perbaki dalam pelaksanaan 
pengelolaan penyimpanan uang daerah di tahun berikutnya, 

i' 

b. Bahwa saldo di Neraca Pemerintah Kota 1 Surakarta TA 2008 sebesar 
Rp42.292.305.721,40 yang lerdiri dari: 

1) Saldo rekening giro atas Rekenihg Kas Umum Daerah Kota Surakarta pada 
PT. Bank .iatfeng Cabang {Coordinator Surakarta (No, Rek. 1-002-00217-7) 

• sebesar Rp35.73,7.529.825,00; 

2) Deposito pada BankNiaga Cabang Surakarta sebesar Rp6.000.000.000,00; 

3) Kas di Bendahara PengeUiaran sebesar Rp554.775.896,00, 

c. Atas penempatan deposito di Bank Niaga sebesar Rp6.000.000.000,00 tersebut, 

pendapatan bunganya secara' "prinsip telah dimasukkan ke Kas Daerah 
Pemerintah Kota Surakarta (copy rekap terlampir) dengan penjelasan sebagai 
berikut: ; 

1) Untuk deposito yang sebesar Rp5.000.000.000,00 telah dimasukkan pada 
Tahun Anggaran 2008; 

2) Untuk deposito di Bank Niaga sebesar Rp 1.000.000.000,00 telah dimasukkan 
pada tanggal 16 April 2009. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 
pengertian terhadap masalah AP.O sehingga baru dapat diselesaikan sekarang. 




























d. Bahwa deposito di Bank Niaga sebesar Rp6.000.000.000,00 tersebut belum 

pernah dieairkan dan baru dieairkan pada hari Seiasa tang'ga] 14 April 2009 

(copy surat dan copy RC Bank telah disampaikan ke Tim Auditor BPK). Hal ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memiliki hak penuh atas 

deposito dimaksud. ‘ . 

. ✓ 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Saldo Kas di Neraca per 31 
Desember 2008 dapat diyakini kebenarannya. 

Atas tanggapan dari Bendahara Umum. Daerah di atas, BPK RI menyatakan tidak 
sependapat: 

a. Berkaitan dengan penjelasan nomor 1, mengtnai komentar dari BUD bahwa 

letak permasalahan adaiah pada model pelayanan antar bank yang bervariasi dan . 
bukan pada ketidaktertiban, karena: ... 

1) Pada kenyataannya, sebelurn dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, BUD 
tidak mengetahui bunga deposito yang masuk ke Kas Daerah itu berasal 
dari mana saja. BUD tidak pernah melakukan pengecekan. 

2) Pada saat pemeriksaan dilakukan, BUD tidak dapat memberik'an keterangan 
mengenaj bunga deposito ell bank Niaga sebesar Rpl .000,000.000,00. 
padahal seha'rusnya BUD tahu kalau bunga-itu ditahan di bank untuk di- 
roll-over keipbali. Karena pada saat penempatan deposito tentunya sudah 
dijeiaskan mengenai bagaimana perlakuan bank terhadap bunga atas 
deposito tersebut dan .sudah disetujui oleh BUD. 

3) Deposito ditempatkan atas nama dan alamat pribadi BUD, hal ini jelas-jelas 
menunjukkan ketidaktertibfm pengelolaan keuangan daerah, karena yang 
'ditempatkan itu adaiah uang pemerintah daerah bukan uang pribadi, 

b, Berkaitan dengan penjelasan nomor 3 yang menyebutkan bahwa deposito pada 
. Bank Niaga belum pernah dicairican^dan baru dieairkan tanggal 14 April 2009, 

Dari penelusuran bunga deposito yang masuk ke Kas Daerah, tidak ada bunga 
deposito dari bank Niaga tersebut yang masuk pada buian Februari dan Maret 
2009. BUD belum memberikan penjelasan mengenai hal ini. 
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Rekomendasi BPK RI 
Walikota Surakarta agar: 

a. Menegur dan memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan 
tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kew'ajibannya berdasarkan 

' i. - ' 

peraturan perundangan yang berlaku; 

b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah supaya tertib, transparan 

dan akuntabe!; . > - ^ 

c. ' Memerintahkan 'Inspektorat Kora Surakarta.' untuk melakukan pemoriksaan atas 

bunga atas deposito senilai Rp6.OOO.OO0.OOO,00 di Bank Niaga yang belum 
masuk ke Kas Daerah. ® 
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(ENAftfl) 

SURAT FRONT PELOPOR UNTUK PRESIDEN SBY 

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG DAN KAPOLRI 
















DNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN 

JALftH JAT1PADANS RAYA HR: 54 A JAKARTA SEIATAR 


Jakarta, 7 Agustus 2014 
Kepada Yang Tertiormat, 

Presfden Republik Indonesia 
Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 
jaian Medan Merdeka Utara 
Jakarta Pusat 10270 

PERJHAL : Netralitas Polri Untuk Demckrasi 
Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, SH., 

Jabatan : Ketua Umum FROM! PELOPOR 

Untuk Kebenaran dan Keadilan 

2. Nama *. Bambang Suroso, SH, MH., 

Jabatan : Sekretaris Jenderal FRONT PELOPOR 

Untuk Keadilan dan Kebenaran 

Atas nama warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, kami yang berhimpun 
dalam FRONT PELOPOR Untuk Kebenaran dan Keadilan, wajib melaksanakan amanat 
kanstitusi sebagai hukum tertiuggi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 
1945 sebagai berikut: 

• UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): “ Negara Indonesia adalah negara hukum"; 

• UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di 
hadapan hukum" 

• UUD 1945 Pasal 30 ayat (4): “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 
alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas 
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum "; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat konstitusi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia. 
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liNTUK KEBENARAN DAW KEADIEAN 

JALAN JATIPADANG RAYA NO: 54 k JAKARTA SEIATAN 


Jakarta, 7Agustus2Q14 
Kepada Yang Terhormat, 

Preskten Republik Indonesia 

Sapak Dr. H. Susito Bambang Yudhoyono 

Jaian Medan Merdeka Utara 

Jakarta Pusat 10270 

PERtHAL ; NetraBtas Polri Untuk Demokrasi 
Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : H|, Raehmawati Soatemoputri, SH., 

Jabatan : Ketua Umum FRONT PELOPOR 

Untuk Kebenaran dan Keadilan 

2. Nama : Bambang Suroso, SH, MH„ 

Jabatan : Sekretaris Jendera! FRONT PELOPOR 

Untuk Keadilan dan Kebenaran 

Atas nama warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, kami yang berhimpun 
dalam FRONT PELOPOR Untuk Kebenaran dan Keadilan, wajib melaksanakan amanat 
konstitusi sebagai hukum tertinggi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 
1945 sebagai berikut: 

• UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum"; 

• UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum" 

• UUD 1945 Pasal 30 ayat (4): “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 
alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas 
meiindungi, mengayomi, meiayani masyarakat serta menegakkan hukum" ; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat konstitusi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia. 






















Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akblr ini sikap dan tingkah laku Polri terkesan 
dan terasa tidak netral, terutama menjeiang, dan pada saat berlangsungnya 
ptap P&setisihan Has8 P&rhih/ngan Pemilihan Vmum Presiden danWakih 
Presiden 2014, (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Polri tidak sepenuh hati dalam 
melayani berbagai pengaduan yang terkait dengan pelanggaran dalam Pilpres 2014. 
Pengaduan yang disampaikan oleh Panwaslu maupun Bawaslu sebagai rekomendasi 
atas ditemukannya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggaran Pemilu, 
sangat lamban dalam memproses penyelldikan maupun penyidikan. Bahkan menurut 
Fimpinan dan Anggota Bawaslu sebagian pengaduan-pengaduan itu diabaikan. 
[Pernyataan Anggota Bawaslu Nelson Simanjutak, akhirJuli 2014). 

Sikap Polri juga sangat lamban, bahkan terasa mengulur-ulur waktu terhadap 
pengaduan tindakkan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU maupun Pasangan 
Capres dan Cawapres nomor urut 2 (dua). Bahkan menurut Timnas Prabowo - Hatta ( 
Fadli Zon), segala hal yang menyangkut tentang pelanggaran dan kejahatan 
(kecurangan-kecurangan) telah dilaporkan / diadukan ke Polri cq. Bareskrim Mabes Polri 
.namun tanggapan Polri jauh dan yang diharapkan. Terasa ada kesengajaan untuk 
mengabaikan pengaduan Timnas Prabowo - Hatta dengan dalil-dalil diluar prosedural. 

Menyikapi kejadian yang mengkhawatirkan tersebut, kami yang tergabung dalam 
FRONT PELOPOR Untuk Kebenaran dan Keadilan memohon kepada Yang Terhormat 
Bapak Presiden Republik Indonesia seiaku Panglima Tertinggi Polri dan TNI, melalui 
surat ini, yang tembusannya disampaikan kepada Yang Terhormat Bapak 
Menkopolhukam, kepada Yang Terhormat Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepaia 
Polisi Republik Indonesia (Kapolri), untuk mengevaluasi dan mengeluarkan kebijakkan 
atau managur agar Polisi Republik Indonesia yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia 
tidak bersikap memihak kepada Galon Presiden dan Wakil Presiden terteniu. 

Demikian informasi sekaligus harapan disampaikan untuk dapat ditindakianjuti 
sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih. 


Hormat Kami, 

FRONT PELOPOR 
Untuk Kebenaran dan Keadilan 


SekretarisJenderal, 



Hi. RACHMAWAT! SOEKARHOPUTRI, SR, 


BAMBANG SUROSO, SH, MH., 


Tembusan: 

1. Yth. Menkopolhukam 3. Yth. Kapolri 5. Yth.Jaksa Agung 

2. Yth. Panqlima TNI 4. Yth.Ketua Mahkamah Aaunfl 6. Yth.Ketua MK 





















'■ ! "• ' ■ . M" " 


RPP-6 


FORMUUR 

TANDA PENERIMAAN PERMASALAHAN HUKUM 


Pada pukul hari!.. out . tanggal 

tahun .^2,0-^yf- . telah menerima permasalahan hukum (konsultasi/pertanyaan hukum 

klasifikasi I, informasi hukum klasifikasi II, laporan/aduan klasifikasi III, Iaporan/aduan 

klasifikasi IV)* dengan register buku jumal klasifikasi..nomor ...rrvr.. 

dari .. QnJ&A . 

. 

di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Agung . 

Republik .iiUU. .p&TMJOjslf - 

. . 

.... .J ff.Q&h .... k&Ufud, ....(ft. . &M.S... 

beserta kelengkapan dokumen 


1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 



• . j 1 

5 j 

: Jakarta, 


Yang M$nyeiuhkan 


W'J 72 

*) Coret yang tidak perlu 



v -*:< jfviifi. 1 :‘i£-. 

• '• > >-F - * ' . 



































FRONT PELOPOR 

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN 

JALAN JAT1PADANG RAYA NO; 64 i JAKARTA SELATAM 


Jakarta, 17 September 2014 
Kepada Yang Terhormat, 

Kepaia Kejaksaan Agung Repubiik Indonesia 

di 

Jakarta 

PERIHAL : Klarifikasi Mengenai Penundaan Berlarut Terkait Pemanggilan Gubemur DKI 
Jakarta sebagai Saksi Kasus Pengadaan Bus Trans Jakarta. 

Dengan hormat, yang bertanda-tangan dibawah ini: 

Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H., 

Jabatan : Ketua Umum FRONT PELOPOR untuk Kebenaran dan Keadilan 
Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO 

NIK : 09.5306.670952.0024 

Alamat : Jl. Jatipadang Raya No.54 A, Pasar Minggu-Jakarta Selatan 

Beserta berbagai elemen anak bangsa yang bergerak dalam satu barisan perjuangan demi 
menegakkan kebenaran dan keadilan, melalui surat pengantar ini meminta penjelasan atas 
berlarutnya proses kasus hukum pengadaan bus Trans Jakarta dan meminta agar 
Kejaksaan Agung segera memanggil Gubemur DKI Jakarta sebagai saksi utama. 

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

Hormat Kami, 

UMUM FRONT PELOPOR 
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HJ. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, S.H., 
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FRONT PELOPOR 

UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN 

JAIAN JAT1PAOANG RAYA NO: 54 A, JAKARTA SELATAN 


Jakarta, 17 September 2014 
Kepada Yang Terhormat, 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia 
Gedung KPK-Kuningan, Jakarta 

PERIHAL .‘Klarifikasi Mengenai Penundaan Berlarut Terkait Tindak Lanjut Penanganan 
Laporan Dugaan Korupsi Dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota 
Surakarta (BPMKS) di Kota Solo Tahun 2010 dan Laporan Dugaan Korupsi 
Taman BMW Jakarta. 

Dengan hormat, yang bertanda-tangan dibawah ini: 

Nama : Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H., 

Jabatan : Ketua Umum FRONT PELOPOR untuk Kebenaran dan Keadiian 
Ketua Dewan Pendiri YAYASAN PENDIDIKAN SOEKARNO 

NIK : 09.5306.670952.0024 

Alamat : Jl. Jatipadang Raya No.54 A, Pasar Minggu-Jakarta Selatan 

Beserta berbagai elemen anak bangsa yang bergerak dalam satu barisan perjuangan demi 
menegakkan kebenaran dan keadiian, melalui surat pengantar ini mengajukan klarifikasi 
mengenai janji Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil dan memeriksa 
Megawati terkait kasus BLBI sesudah Lebaran (Hari Raya Idul Fitri/Tanggal 28 Juli 2014) 
dan penundaan berlarut terkait tindak lanjut penanganan laporan dugaan Korupsi Dana 
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) di Kota Solo Tahun 2010 serta 
laporan dugaan korupsi Taman BMW Jakarta Tahun 2014 yang telah dilaporkan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami meminta agar KPK Republik Indonesia tidak 
melakukan tebang pilih dan segera memprosesnya dan menetapkan tersangkanya 
terhadap laporan dugaan Korupsi sebagai berikut: 

1. Tindakan meiawan hukum yang dilakukan oleh Megawati, membebaskan para 
pengemplang BLBI dengan R&D (“Release and Discharge”) yang oleh KPK telah 
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dijanjikan akan dipanggil dan diperiksa sesudah lebaran (Hari Raya Idul Fitri/ 
Tanggal 28 Juli 2014). Pemerintah Megawati melindungi para obligor hitam untuk 
mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan dari 16-36 persen, yang 
diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement) dan merupakan 
perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (settlement out of court), tidak 
sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, karena perjanjian perdata tidak bisa 
meniadakan pelanggaran pidana yang diatur oieh UU. • 

2. Rada bulan September 2012, Pelapor (Warga Negara) telah melaporkan dugaan 
korupsi berupa duplikasi data dana BPMKS Kota Solo tahun 2010 kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nomor Agenda: 2012-08-568. 

3. Rada tanggal 27 Juni 2014 Pelapor (Warga Negara) menanyakan langsung ke 
kantor KPK, mengenai perkembangan laporan Nomor Agenda: 2012-08-568 
tersebut dan menurut Pelapor, pihak KPK banyak kasus yang barns ditangani. 
Dalam kesempatan Itu, Pelapor juga diminta untuk menjelaskan permasalahan yang 
dilaporkan serta memberikan tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: 2014- 
06-000138. 

4. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Pelapor (Warga Negara) datang kembali ke kantor 
KPK untuk memberikan tambahan data dan mendapat Nomor Agenda: 2014-08* 
000030. 

5. Pada tanggal 4 April 2014, Pelapor (Warga Negara) melaporkan tindak pidana 
korupsi atas Taman BMW-Jakarta Utara kepada KPK. 

6. Progres 98 telah melaporkan mengenai Rekening Capres dan Cawapres Nomor 
Urut 2 (Dua) dalam Pilpres 2014 yang tidak dilaporkan sebagaimana yang telah 
diatur dalam Undang-Undang. 

Bahwa temyata Janji KPK memanggll Megawati dan dua laporan dugaan korupsi tersebut 
hingga saat ini oleh KPK belum ditindaklanjuii sebagaimana mestinya. Sebagai anak 
bangsa, kami protes sekaligus kami meminta tanggung-jawab KPK sebagai Lembaga 
Pemberantasan Korupsi untuk tidak melakukan diskriminasi dan segera menetapkan 
tersangka terkait dengan dua kasus korupsi tersebut diatas. 

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 


s 

HJ. RACHMAWATISOEKARNOPUTRI, S.H., 
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